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ABSTRAK  

 

Proses Alih teknologi di era saat ini berhubungan dengan perkembangan teknologi pada 

suatu Negara. Munculnya Supply Chain Management dalam proses alih teknologi ini dilatar 

belakangi oleh Perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang 

semakin ketat. Kemajuan Teknologi yang juga berkembang pesat menjadi sebuah kekuatan 

untuk diterapkan dalam iklim persaingan. Produk-produk yang dihasilkan dalam suatu bisnis 

dimasa kini sudah berbasis customer oriented, sehingga perusahaan maupun tenant incubator 

bisnis berlomba-lomba untuk menarik perhatian konsumen dengan teknologi-teknologi yang 

telah mereka kembangkan. 

SCM sesungguhnya bukan merupakan suatu konsep yang baru. Konsep ini menekankan 

pada pola terpadu yang menyangkut proses aliran produk dari supplier, manufaktur, distribusi, 

hingga kepada konsumen. Dari sini aktivitas antara supplier hingga konsumen akhir adalah 

dalam satu kesatuan tanpa sekat pembatas yang besar, sehingga mekanisme informasi antara 

berbagai elemen tersebut berlangsung secara transparan.  

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, 

yaitu melalui observasi partisipatif. Observasi dilakukan dengan mengamati perkembangan Pusat 

Inovasi sejak tahun 2013. Untuk itu, menyusun skema SCM dalam Alih Teknologi dimulai dari 

Seleksi Teknologi hingga didapatkan calon tenant yang siap menerima teknologi hasil Litbang 

tersebut. Selanjutnya, Konsep SCM ini akan dimasukan kedalam proses pendampingan di tenant 

tersebut, sehingga dapat diketahui fungsi SCM pada alih teknologi yang dilakukan tenant. 

SCM dalam proses alih teknologi perlu dilakukan secara berurutan sehingga dapat 

menjaga efektif dan efisien dalam pelaksanaan anggaran. SCM ini sangat membantu dalam 

proses alih teknologi kedepannya, karena setiap tenant yang melakukan proses produksi dimulai 

dari teknologi yang diperoleh hingga mendapatkan end customer akan sangat diuntungkan 

dengan system ini. Keuntungan yang dimaksud merupakan penurunan cost produksi hingga 

distribusi, Pemanfaatan asset semakin tinggi, peningkatan pendapatan, hingga perusahaan 

semakin berkembang dengan pesat. 

SCM dalam alih teknologi ini mengantarkan teknologi yang dihasilkan oleh Peneliti 

untuk di transferkan ke market yang berupa end customer. Konsumen akhir dan tenant akan 

melakukan feedback terkait informasi-informasi yang terjadi selama proses berlangsung. 

Informasi ini berupa jumlah order, ramalan permintaan, kapasitas produksi, dan status akhir 

produk tersebut. Jika produk yang di hasilkan dapat diterima oleh konsumen (perusahaan), 

maka Pusat Inovasi dalam hal ini yang merupakan pendamping tenant tersebut akan 
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menerima Lisensi ataupun royalty sesuai dengan perjanjian tersebut. Sedangkan tenant akan 

menerima keuntungan penjualan dari produk-produk yang dihasilkan. 

 

Kata Kunci : Supply Chain Management, Alih Teknologi, Tenant  

 

 

PENDAHULUAN  

Perkembangan Teknologi yang sangat pesat beberapa tahun terakhir ini menjadikan 

dunia seolah tanpa batas. Teknologi menjadi paradigma baru untuk menentukan kualitas dan 

daya saing dari suatu bangsa. Teknologi memiliki hubungan dengan industrialisasi, yang dimana 

telah menjadi tolak ukur pertumbuhan perekonomian yang mencerminkan keberhasilan 

pembangunan suatu bangsa. Akan tetapi, dalam era saat ini terjadi kesenjangan penguasaan 

teknologi antara Negara maju dengan Negara berkembang, seperti Indonesia.  

Bila melihat sistem ekonomi Indonesia, maka secara normatif sistem ekonomi Indonesia 

adalah sistem ekonomi kerakyatan, namun pada perkembangannya, saat ini sistem ekonomi 

Indonesia mulai bergeser menuju sistem ekonomi kapitalis, seiring dengan ikut sertanya 

Indonesia menjadi anggota WTO. Dalam era-perdangan bebas, pemanfaatan teknologi lebih 

difokuskan pada kekayaan intelektual sebagai alat untuk menjamin monopoli dan akses pasar. 

Oleh karena itu, masalah alih teknologi antara Negara maju dan Negara berkembang menjadi isu 

sentral dalam beberapa dasawarsa.  

Proses alih teknologi telah dikaji diberbagai belahan dunia, di salah satu literatur 

dijelaskan bahwa ada enam tahapan dalam proses alih teknologi, yakni Technology innovation, 

technology confirmation, targeting technology consumers, technology marketing, technology 

application, technology evaluation (Risdon, 1992). Penelitian terbaru menyebutkan, bahwa untuk 

dapat  menjalankan tahapan alih teknologi secara efektif dibutuhkan manajemen pengetahuan 

yang mencakup : socialisasi, kombinasi, internalisasi,externalisasi  (Khadem,M. et al, 2014). 

Peralihan dari pengetahuan yang bersifat tacit menjadi produk atau teknologi yang bersifat 

eksplisit akan membutuhkan rekaman-rekaman, dan hasil pengukuran merupakan salah satu 

rekaman penting dalam pelaksanaan alih teknologi. 

Munculnya Supply Chain Management dalam proses alih teknologi ini dilatar belakangi 

oleh Perubahan lingkungan bisnis yang semakin cepat dengan persaingan yang semakin ketat. 

Kemajuan Teknologi yang juga berkembang pesat menjadi sebuah kekuatan untuk diterapkan 
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dalam iklim persaingan. Usaha-usaha yang dilakukan pada akhirnya diarahkan untuk 

memberikan produk terbaik kepada konsumen. 

Untuk mewujudkan keinginan konsumen tersebut, maka setiap perusahaan/Tenant dalam 

incubator bisnis berusaha secara optimal untuk menggunakan seluruh asset dan kemampuan 

yang dimiliki untuk memberikan value terhadap harapan konsumen. Hal ini merupaka tantangan 

tersendiri bagi sebuah perusahaan ataupun tenant dalam incubator bisnis yang berbasis teknologi 

hasil litbang. Oleh karena itu, tenant-tenant dalam hal ini perlu melakukan strategi khusus dalam 

menghadapi era globalisasi ini. 

SCM sesungguhnya bukan merupakan suatu konsep yang baru. Menurut Jebarus (2001) 

SCM merupakan pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk memenuhi 

permintaan konsumen. Konsep ini menekankan pada pola terpadu yang menyangkut proses 

aliran produk dari supplier, manufaktur, distribusi, hingga kepada konsumen. Dari sini aktivitas 

antara supplier hingga konsumen akhir adalah dalam satu kesatuan tanpa sekat pembatas yang 

besar, sehingga mekanisme informasi antara berbagai elemen tersebut berlangsung secara 

transparan. SCM merupakan suatu konsep menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu 

menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara optimal.  

 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

1. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT  

Supply chain management adalah Pengelolaan dari suatu jaringan bisnis atau rantai nilai 

yang saling terhubung untuk menghasilkan produk-produk siap pakai dan melengkapinya dengan 

layanan ï layanan yang dibutuhkan oleh end customer. Supply chain Management juga dapat 

didefinisikan sebagai sekumpulan aktifitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi 

barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. 

Menyimak dari definisi ini, maka suatu supply chain terdiri dari perusahaan yang mengangkat 

bahan baku dari bumi/alam, perusahaan yang mentransformasikan bahan baku menjadi bahan 

setengah jadi atau komponen, supplier bahan-bahan pendukung produk, perusahaan perakitan, 

distributor, dan retailer yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir. Dengan definisi ini 

tidak jarang supply chain juga banyak diasosiasikan dengan suatu jaringan value adding 

activities. 
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Supply Chain Management melibatkan koordinasi aktif, integrasi dari pengelolaan 

permintaan dan proses pasokan , kegiatan distribusi , informasi dan hubungan sedemikian rupa 

yang mengoptimalkan hubungan antar organisasi sehingga menciptakan customer value dan 

keunggulan kompetitif yang berkelanjutan secara keseluruhan. 

 

 

Gambar 1. Supply chain management flow diagram 

 

Dalam supply chain management terdapat material flow dan information flow. Tujuan 

dalam supply chain management  harus menjaga bahan mengalir dari sumber ke konsumen 

akhir. Pada arus informasi, teknologi informasi memungkinkan data permintaan dan penawaran 

cepat didapat dan dapat meningkatkan tingkat detail sebuah produk (Van Hoek, 2008). Supply 

chain management mengurangi biaya, tetapi mungkin yang terpenting, supply chain management 

dapat memberikan keunggulan kompetitif dengan tanggap terhadap konsumen yang lebih 

menuntut dan lebih kritis. Supply chain management sebagai sebuah konsep sekarang sudah 

dianggap mapan, dan telah diadopsi banyak perusahaan untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif. (Christopher, 2011) 

Selain itu, keunggulan kompetitif dari SCM itu adalah bagaimana SCM itu mampu 

mengelola aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Dengan kata lain, model SCM 

mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu 

perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi tuntutan konsumen. 

Menurut Turban, Rainer, Porter (2004, h321), terdapat 3 macam komponen rantai suplai, 

yaitu: 

a. Rantai Suplai Hulu/Upstream supply chain 
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Bagian upstream (hulu) supply chain meliputi aktivitas dari suatu 

perusahaan manufaktur dengan para penyalurannya (yang mana dapat 

manufaktur, assembler, atau kedua-duanya) dan koneksi mereka kepada pada penyalur 

mereka (para penyalur second-trier). Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada 

beberapa strata, semua jalan dari asal material (contohnya bijih tambang, 

pertumbuhan tanaman). Di dalam upstream supply chain, aktivitas yang utama adalah 

pengadaan. 

b. Manajemen Internal Suplai Rantai/Internal supply chain management 

Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang 

yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam 

keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masukan masuk ke dalam organisasi. 

Di dalam rantai suplai internal, perhatian yang utama adalah manajemen produksi, 

pabrikasi, dan pengendalian persediaan. 

c. Segmen Rantai Suplai Hilir/Downstream supply chain segment 

Downstream (arah muara) supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan 

pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, 

perhatian diarahkan pada distribusi, pergudangan, transportasi, dan after-sales-service. 

 

Manfaat Supply Chain Management  

Secara umum penerapan konsep SCM dalam perusahaan akan memberikan 

manfaat yaitu (Jebarus, 2001) kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, 

menurunnya biaya, pemanfaatan asset yang semakin tinggi, peningkatan laba, dan 

perusahaan semakin besar. 

1. Kepuasan pelanggan.  

Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas proses produksi 

setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau pengguna yang dimaksud dalam 

konteks ini tentunya konsumen yang setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk 

menjadikan konsumen setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan 

pelayanan yang disampaikan oleh perusahaan. 

2. Meningkatkan pendapatan.  

Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan berarti akan turut 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Upstream&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Hulu
http://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi
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pula meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produk-produk yang dihasilkan 

perusahaan tidak akan óterbuangô percuma, karena diminati konsumen. 

3. Menurunnya biaya.  

Pengintegrasian aliran produk dari perusahan kepada konsumen akhir berarti pula 

mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. 

4. Pemanfaatan asset semakin tinggi.  

Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi 

pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan 

penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan Supply 

Chain Management. 

5. Peningkatan laba.  

Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna 

produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. 

6. Perusahaan semakin besar.  

Perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi produknya lambat laun 

akan menjadi besar, dan tumbuh lebih kuat. 

 

Keenam manfaat yang sudah dijelaskan seperti tersebut di atas merupakan manfaat 

tidak langsung. Secara umum, manfaat langsung dari penerapan Supply Chain Management 

bagi perusahaan adalah : 

1. Supply Chain Management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk 

jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Manfaat ini menekankan pada fungsi 

produksi dan operasi dalam sebuah perusahaan. Dalam fungsi ini dilakukan penggunaan 

dari seluruh sumber daya yang dimilki  dalam sebuah proses transformasi yang terkendali, 

untuk memberikan nilai pada produk yang dihasilkan sesuai dengan kebijaksanaan 

perusahaan dan mendistribusikannya kepada konsumen yang dibidik. 

2. Supply Chain Management berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang 

dipasok oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau konsumen akhir tersebut. 

Dalam hal ini fungsi pemasaran yang akan berperan. Melalui pelaksanaan Supply Chain 

Management, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan karakteristik yang 

diminati konsumen. Selanjutnya fungsi ini harus mampu mengidentifikasi seluruh atribut 
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produk yang diharapkan konsumen tersebut dan mengkomunikasikan kepada perancang 

produk. Apabila seleksi rancangan produk sudah dilakukan dan dilakukan pengujian 

maka produk dapat diproduksi. Sehingga Supply Chain Management akan berperan 

dalam memberikan manfaat seperti point 1 tersebut 

 

2. ALIH TEKNOLOGI  

Tentang istilah ñalihò atau ñpengalihanò merupakan terjemahan dari 

kata transfer. Sedang kata transfer berasal dari bahasa latin transfere yang berarti jarak lintas 

(trans, accross) dan ferre yang berarti memuat (besar). Kata alih atau pengalihan banyak dipakai 

para ahli dalam berbagai tulisan, walaupun adapula yang menggunakan istilah lain seperti 

ñpemindahanò yang diartikan sebagai pemindahan sesuatu dari satu tangan ke tangan yang lain, 

sama halnya dengan pengoperan atau penyerahan. Pendapat inilah yang menekankan makna 

harfiahnya, pendapat lain dengan istilah ñpelimpahanò sedangkan para ahli menghendaki makna 

esensinya dengan memperhatikan insir adaptasi, asimilasi, desiminasi atau difusikannya obyek 

yang ditransfer (teknologi). 

Istilah alih teknologi harus dipahami dari pihak yang memiliki teknologi kepada pihak lain yang 

membutuhkan teknologi tersebut, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan sell; 

share ataupun transfer. Di Indonesia alih teknologi lazimnya dipahami dari pihak asing, 

sebagaimana berikut:  

a. Pameo Satirikal : ñTechnology was invented in Europe and developed in USA but 

produced as made in Japanò. 

b. United Nation Centre on Transnational Corporation (UNTC): The meaning of ótransfer 

of technologyô is also subject to different interpretation. The process of acquiring 

techonological capacity from abroad can be construed to consist of three stages : 

1) The transfer existing techonologies to product spesific good and services. 

2) The assimilation and diffusion of those technologies in the host economy. 

3) The development of indigineous capacities for innovation. 

c. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)[15] mendefinisikan 

alih teknologi sebagai ñtransfer of systematic knowledge for the manufacture of product, 

for the application of process or for rendering of a service and does not extend to the 

transactions involving the were sale or were lease of goodsò. 

https://rjparinduri.wordpress.com/Alih%20Teknologi.doc#_ftn15
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Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2005 definisi alih teknologi 

dikemukakan sebagai berikut: ñ Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan 

dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang 

berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri 

atau sebaliknya.ò 

 

Ketentuan dan Syarat pada Alih  Teknologi 

Penyerahan suatu atau beberapa hak teknologi (lisensi) dari lisencor kepada lisencee 

perlu ditundukkan pada sejumlah ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah 

pihak karena dalam ketentuan dan syarat tersebut masing-masing menentukan ñbussiness 

expectationò dari komitmen hukum yang diperjanjikan. Melalui ketentuan dan syarat tersebut 

hak (keuntungan yang diharapkan) dan kewajiban (pengorbanan) masing-masing pihak 

ditetapkan seimbang dan adil. Diantara berbagai ketentuan dan syarat tersebut yang perlu 

mendapat perhatian utama diantaranya: 

a. Eksklusifitas atau non-eksklusifitas 

Pemberian dan penerimaan lisensi dapat bersifat eksklusif dan non-eksklusif, dapat ditinjau 

dari segi lisencor atau lisencee dengan kepentingan yang berbeda-beda. Untuk kepentingan 

pemasaran yang luas, Licensor biasanya menghendaki pemberian lisensi yang non-ekslusif, 

sehingga lisensi itu dapat digunakan oleh lebih banyak lisencee. 

b. Pembatasan jenis kegiatan 

Biasanya lisensi tidak diberikan tanpa batas, dan pembatasan tersebut dapat ditentukan 

dengan berbagai cara. Cara-cara tersebut diantaranya: 

¶ Lisencee dapat menerima hak know how untuk memproduksi serta menggunakan merek 

dagang untuk menjual produk yang bersangkutan. 

¶ Lisencee dapat menerima hak know how untuk memproduksi, tetapi hak menggunakan 

merek dagang diberikan kepada Licensee lain guna memasarkannya. 

¶ Lisencee hanya mendapatkan hak untuk menggunakan merek perusahaan dalam 

menjalankan usahanya sendiri. 

¶ Lisencee tergantung dari keadaan, bahkan dapat menerima hak know how, hak untuk 

mengembangkan, hak untuk memasarkan, termasuk mengekspor ke wilayah hukum lain. 
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Definisi Inkubator & Tenant  

Menurut Dr. Laurence Hewick dari Canadian Business Incubator (2006):  

a) Inkubasi adalah ñthe concept of nurturing qualifying entrepreneurs in managed workspaces 

called incubatorsò.  

b) Inkubator adalah ña dedicated workspace (building) to support qualifying businesses with: 

mentorship, training, professional networking, assistance in finding finances until they 

graduate & can survive in the competitive environmentò. 

Menurut Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 81.3/Kep/M.KUKM/VIII/2002 :  

a) Inkubasi adalah proses pembinaan bagi Usaha Kecil dan atau pengembangan produk baru 

yang dilakukan oleh Inkubator Bisnis dalam hal penyediaan sarana dan prasarana usaha, 

pengembangan usaha dan dukungan manajemen serta teknologi.  

b) Inkubator adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan 

pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi Usaha Kecil dan Menengah 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan 

produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru 

yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu. 

Prinsip kerja Inkubator Bisnis meliputi : 

1) In Wall dan Out Wall; INBIS membina tenant baik di lokasi Inbis (In Wall) maupun di luar 

lokasi Inbis (Out Wall). 

2) Langsung; Calon tenant memperoleh layanan langsung berupa pembinaan dan bimbingan 

melalui dukungan manajemen, permodalan, pemasaran, dan teknologi, serta akses jaringan 

agar calon tenant dapat mengembangkan bisnisnya secara mandiri. 

3) Fleksibel; Calon tenant dapat memilih jenis bisnis yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan 

kemampuan INBIS. 

4) Berkelanjutan; Pelayanan diberikan sampai tenant mampu mandiri. 

5) Profesional; Pelayanan diberikan oleh tenaga yang kompeten dan berpengalaman. 

6) Imbal jasa; Memungut biaya atas jasa yang diberikan. 

 

Kriteria Tenant.  
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Banyak usaha baru yang berkeinginan masuk dalam program Inkubator Bisnis, namun 

tidak semua usaha tersebut dapat diterima sebagai tenant. Hal ini tergambar dari data Inkubator 

Bisnis (2005) di Kanada yang hanya satu dari tiga proposal dari calon tenant yang diterima oleh 

Inkubator Bisnis (ada sekitar 4,517 calon tenant yang melamar, hanya 34% atau sekitar 1,539 

calon yang dapat diterima. 

Kriteria (tenant/ usaha binaan) menurut UU no. 20 Thn 2008 tentang UMKM, yaitu: 

a. Kriteria Usaha Mikro: 

1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah). 

b. Kriteria Usaha Kecil: 

1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 

2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Kriteria Usaha Menengah: 

1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai 

dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; atau 

2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar 

rupiah). 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, 

yaitu melalui observasi partisipatif. Observasi dilakukan dengan mengamati perkembangan Pusat 

Inovasi sejak tahun 2013. Tahapan yang dilakukan setelah mendapatkan data adalah melakukan 

identifikasi dan penetapan sub aktivitas dari aktivitas-aktivitas utama proses alih teknologi, 

penetapan indikator pengalihan, pemilihan dan penetapan alat ukur pengalihan serta uji coba 
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penyusunan skema SCM. 

Untuk itu, menyusun skema SCM dalam Alih Teknologi dimulai dari Seleksi Teknologi 

hingga didapatkan calon tenant yang siap menerima teknologi hasil Litbang tersebut. 

Selanjutnya, Konsep SCM ini akan dimasukan kedalam proses pendampingan di tenant tersebut, 

sehingga dapat diketahui fungsi SCM pada alih teknologi yang dilakukan tenant.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Proses alih teknologi yang dilakukan oleh Pusat Inovasi terbagi menjadi 2 yakni 

komersialisasi dan diseminasi. Keduanya memiliki impact yang besar, namun berbeda dari segi 

target, output dan outcome-nya. Dengan adanya fasilitas sarana prasarana pengembangan 

inkubator LIPI, maka pelayanan alih teknologi meliputi : 

a. Layanan Alih Teknologi memberikan pendampingan alih teknologi dari pihak pemilik 

teknologi kepada calon Pengadopsi teknologi  

b. Layanan Alih Teknologi melakukan mediasi dan konsultasi dalam hal proses komersialisasi 

hasil riset kepada pihak pengguna  

c. Layanan Alih Teknologi memberikan layanan konsultasi bisnis 

d. Layanan Alih teknologi memberikan layanan konsultasi dalam proses aliih teknologi atau 

pemanfaatan HKI terutama permasalah peralihan hak eksploitasi Kekayaan Intelektual dari 

pihak Inventor kepada pihak lisensor 

 

Penggunaan supply chain management dalam proses alih teknologi yang dilakukan Pusat 

Inovasi ini nantinya akan membantu percepatan proses untuk pengalihan teknologi untuk dapat 

diterima oleh pasar. Supply chain management ini dimaksudkan untuk menghubungkan elemen-

elemen jaringan bisnis yang akan menghubungkan antara satu dengan yang lainnya untuk 

mengalihakan teknologi yang terdapat pada Pusat Inovasi LIPI dengan melengkapinya berupa 

layanan-layanan yang akan diterima oleh market.   

Proses akselerasi ini sangat dibutuhkan dalam pengalihan teknologi ini, dikarenakan 

sampai saat ini Pusat Inovasi masih mengalami kesusahan dalam menjalankan alih teknologi. 

Akselerasi yang akan dijalankan memerlukan sebuah system atau scenario yang baik (Gambar 2) 

dalam menjalankan bisnis inkubatornya, agar proses tersebut dapat berjalan lancar. Jika kita 

menganut pada skema alih teknologi LIPI yang berujung pada Lisensi, maka hal ini sangatlah 
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mencemaskan bagi para stakeholder.  

  

 

Gambar 2. Skenario SCM dalam proses Alih Teknologi 

 

Berdasarkan gambar diatas, SCM dalam hal ini mengenai hubungan mata  rantai  dari  

pelaku  ï  pelaku  supply  chain  yang  dapat  berbentuk  seperti  mata rantai yang terhubung satu 

dengan yang lain. Dalam proses awal yang sangat berpengaruh yaitu terkait seleksi teknologi. 

Dalam proses seleksi teknologi ini, pengelola incubator menerima ususlan-usulan dari internal 

maupun eksternal LIPI, hal ini dikarenakan banyak umkm atau calon tenant yang ingin 

mengikuti proses alih teknologi ini. Untuk Porses teknologi yang dilakukan di Pusat Inovasi LIPI 

sebagai pengelola incubator sebagaimana gambar 3 berikut.  

 



 
13 

 

Gambar 3. Proses Seleksi Teknologi di Pusat Inovasi LIPI 

 

Proses seleksi teknologi dalam hal ini diawali dengan publikasi penerimaan proposal 

sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Inventor/calon tenant yang terpilih melakukan presentasi 

di depan tim juri dengan tujuan untuk 1) menilai kesiapan dan kemampuan inventor/calon tenant, 

2) mengetahui lebih detail mengenai rencana bisnis dari inventor/calon tenant, 3)menajamkan 

focus dari rencana bisnis, dan 4) komitmen untuk dapat mengembangkan bisnis dan usahanya. 

Proses SCM dalam hal ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses mendelivery dan 

menghasilkan suatu produk hingga dapat diterima oleh pasar. Hal ini dikarenakan, tumbuh dan 

berkembangnya secara terus menerus teknologi hasil litbang akan tetapi kurangnya kemampuan 

sebuah tenant memenuhi ekpektasi pengelola incubator. 

Dari hasil seleksi teknologi ini dengan didukung proses SCM yang sangat menarik, maka 

hasil seleksi yang lolos nantinya akan mendapatkan pendanaan dan pendampingan dari pengelola 

incubator. Proses tersebut akan diklasifikasikan kedalam 4 kategori pokok, yaitu : 

1. Tahap pengembangan produk prototipe sesuai spesifikasi pasar 

2. Tahap pra inkubasi teknologi 

3. Tahap inkubasi teknologi 
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4. Lisensi/bentuk kerjasama komersial lainnya. 

Calon tenant yang telah diterima dapat menggunakan fasilitas Inkubator LIPI dalam 

jangka waktu maksimum 3 tahun. Selama masa itu, tenant akan mendapatkan tim pendamping 

dari Pusat Inovasi LIPI yang akan memebrikan berbagai pelayanan dan pendampingan seperti 

analisis tekno ekonomi dan pengembangan bisnis, fasilitas pemasaran, fasilitas akses 

pembiayaan, fasilitas akses sumber daya manusia, dll. 

 

 

Gambar 4. SCM pada Tenant 

 

Chain 1 : Suppliers (Teknologi hasil Litbang) 

Jaringan bermula dari sini, dimana banyak sekali hasil teknologi-teknologi dari penelitian 

dan pengembangan. Seperti pada gambar 2 diatas, calon tenant mengajukan permohonan untuk 

mengikuti seleksi dalam pelaksanaan kegiatan inkubasi yang nantinya bekerja sebagai tenant di 

Pusinov. Teknologi ini bisa berasal dari Hasil Litbang yang dilakukan oleh LIPI itu sendiri, 

maupun dapat berasal dari luar atau bawaan dari calon tenant. Teknologi yang berasal dari luar 

biasanya akan melakukan peningkatan kapasitas produksi dan pendampingan dalam perihal 

perijinan-perijinan terkait produk tersebut. Sama seperti halnya dengan teknologi yang berasal 

dari dalam LIPI, proses selama menjadi tenant akan selalu dilakukan pendampingan oleh Tim 

Pusinov maupun dari peneliti yang bersangkutan.  

 

Chain 1 - 2 : Suppliers Č  Manufacturer  

Rantai  pertama  dihubungkan  dengan  rantai  ke  dua  yaitu  manufacturer  atau plants  
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atau  assembler  atau  fabricator  atau  bentuk  lain  yang  melakukan  pekerjaan membuat,  

memfabrikasi,  mengasembling,  merakit,  mengkonversikan  ataupun menyelesaikan  barang  

(finishing).  Hubungan  mata  rantai  ini  sudah  mempunyai potensi  untuk  melakukan  

penghematan. Dalam proses ini, tenant melakukan tugasnya seperti pengertian diatas, agar hasil 

yang diperoleh dapat diterima oleh pasar/konsumen akhir. Selama masa proses ini, tenant perlu 

melakukan pengujian-pengujian terhada kualitas dan mutu produknya agar dapat memiliki 

sertifikasi yang sesuai. Produk-produk ini nantinya akan dikemas dengan baik sebelum 

dilakukan proses selanjutnya.   

Chain 1 - 2 - 3 : Suppliers Č Manufacturer Č Distribution  

Produk-produk yang telah selesai hingga proses kemasan, maka selanjutnya pihak tenant 

akan melakukan proses pendistribusian ke pelanggan. Dalam hal ini, proses pendistribusian 

tersebut memiliki banyak cara. Bagi tenant yang telah memiliki pesanan dari perusahaan lainnya, 

maka pendistribusian bias langsung kepada perusahaan tersebut dengan memperkirakan 

penambahan jumlah produksi sebagai bagian dari marketing untuk menambah jumlah pasar. 

Akan tetapi, bagi perusahaan yang belum memiliki pasar tertentu maka perlu melakukan 

scenario marketing baik berupa Diseminasi, Pameran, Voice of Industry, Business Meeting, dan 

lain sebagainya. Program-program tersebut merupakan agenda-agenda kegiatan yang dimiliki 

oelh Pusat Inovasi sebagai salah satu proses pendampingan tenant. 

 

Chain 1 - 2 - 3 - 4 : Supplier Č Manufacturer Č Distribution Č  End Customer 

Setelah melalui proses Pedistribusian produk tersebut diatas, maka sebagai end user dari 

produk-produk yang dibuat oleh tenant tersebut adalah berupa Perorangan, Perusahaan, ataupun 

badan usaha lainnya. Maksud dari perorangan disini adalah seorang pembeli yang hanya ingin 

mengetahui bagus atau tidaknya produk-produk yang dihasilkan, dan tidak ada ikatan secara 

terus menerus. Lain halnya dengan Perusahaan ataupun badan usaha lainnya, dalam hal ini akan 

dilakukan pengikatan menggunakan Surat Perjanjian. Surat perjanjian ini merupakan sebuah 

Perjanjian kerjasama tentang Lisensi ataupun Royalti yang nantinya diperoleh dari produk-

produk yang dihasilkan. Sehingga dalam hal ini, peneliti yang telah menghasilkan teknologinya 

dapat menerima Royalti dari perjanjian tersebut. Sehingga tenant yang melakukan produksi 

terkait produk-produk tersebut dapat berdiri sendiri dimasa yang akan datang hingga lulus dari 

Program Inkubasi ataupun Tenant Inkubator Pusat Inovasi. 
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Berdasarkan gambaran diatas, SCM dalam hal pengalihan teknologi ini perlu dilakukan 

secara berurutan sehingga dapat menjaga efektif dan efisien anggaran yang dilaksanakan. SCM 

ini sangat membantu dalam proses alih teknologi kedepannya, karena setiap tenant yang 

melakukan proses produksi dimulai dari teknologi yang diperoleh hingga mendapatkan end 

customer akan sangat diuntungkan dengan system ini. Keuntungan yang dimaksud merupakan 

penurunan cost produksi hingga distribusi, Pemanfaatan asset semakin tinggi, peningkatan 

pendapatan, hingga perusahaan semakin berkembang dengan pesat. 

SCM dalam alih teknologi ini mengantarkan teknologi yang dihasilkan oleh Peneliti 

untuk di transferkan ke market yang berupa end customer. Konsumen akhir dan tenant akan 

melakukan feedback terkait informasi-informasi yang terjadi selama proses berlangsung. 

Informasi ini berupa jumlah order, ramalan permintaan, kapasitas produksi, dan status akhir 

produk tersebut. Jika produk yang di hasilkan dapat diterima oleh konsumen (perusahaan), 

maka Pusat Inovasi dalam hal ini yang merupakan pendamping tenant tersebut akan 

menerima Lisensi ataupun royalty sesuai dengan perjanjian tersebut. Sedangkan tenant akan 

menerima keuntungan penjualan dari produk-produk yang dihasilkan.  
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Abstrak 

Perampingan perusahaan (downsizing) merupakan strategi perusahaan yang populer 

untuk bertahan hidup di pasar yang kompetitif. Melalui downsizing  diharapkan dapat 

meningkatkan kembali efisiensi organisasi, produktivitas, dan daya saing suatu organisasi 

dengan strategi mengurangi jumlah ukuran tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Meskipun 

memiliki tujuan baik, namun perampingan perusahaan (downsizing) ditemukan banyak 

memberikan dampak buruk terhadap para karyawan yang menjadi korban PHK 

perusahaan.Studi ini mau meneliti sisi yang berbeda, yaitu bertujuan untuk memberikan 

gambaran dan menganalisis dampak dari downsizing terhadap perilaku kerja kontraproduktif 

karyawan dengan menggunakan psychological well-being sebagai  peubah mediasi terhadap 

karyawan yang masih bertahan di perusahaan yang melaksnakan downsizing.  

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatory. Responden yang diteliti berjumlah 124 

karyawan yang masih bertahan setelah perusahaannya yaitu sebuah perusahaan tambang batu 

bara di Kalimantan melakukan downsizing terhadap karyawannya pada tahun 2015 lalu. Teknik 

penarikan sampel menggunakan judmental sampling.  Teknik analisis data menggunakan regresi 

linier sederhana untuk melakukan pengujian hipotesis  dengan memanfaatkan program SPSS 

20.0, sedangkan untuk pengujian hipotesis 3 yang memuat peubah mediasi dilakukan dengan 

menggunakan Sobel-Test.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program downsizing perusahaan yang dilakukan 

dengan baik dan memenuhi tiga dimensi keadilan yaitu keadilan distributif, prosedural, dan 

interaksional memiliki pengaruh secara positif terhadap meningkatnya kondisi psychological 

well-being karyawan dan akhirnya akan berdampak k menurunkan perilaku kerja 

kontraproduktif karyawan.   

Keywords: Downsizing, Psychological Well-Being, Counterproductive Work Behavior     
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1.  Pendahuluan 

Perampingan perusahaan (downsizing) dalam bentuk pemutusan hubungan kerja (PHK) 

massal  bukanlah fenomena baru, tren strategi downsizing ini sudah mulai ada sejak tahun 1980 

hingga menjelang tahun 1990-an di saat terjadi krisis keuangan (Boyd dkk, 2013). Menurut 

Guthrie & Datta (2008) di abad ke-21, perampingan perusahaan adalah solusi populer untuk 

bertahan hidup di pasar yang kompetitif.  

Harvey dkk (2014) mengungkapkan bahwa downsizing  adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan atau dirancang untuk meningkatkan kembali efisiensi organisasi, produktivitas, dan 

daya saing suatu organisasi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja dalam suatu 

perusahaan. Tujuan suatu perusahaan melakukan downsizing menurut teori ekonomi adalah 

untuk mengurangi biaya, mendapatkan efisiensi, dan akhirnya kembali meningkatkan kinerja 

perusahaan dikarenakan downsizing memungkinkan organisasi untuk menghilangkan, 

merampingkan operasi, dan memotong biaya tenaga kerja (Cameron, 1994; McKinley dkk., 

2000). Tujuan perusahaan melakukan downsizing tersebut juga didukung oleh penelitian Brauer 

& Laamanen (2014) yang melaporkan hasil positif dari organisasi yang melakukan downsizing 

berupa biaya overhead yang lebih rendah, birokrasi yang lebih kecil, mempercepat pengambilan 

keputusan, komunikasi antar karyawan yang lebih intim, peluang perusahaan mengembangkan 

kewirausahaan lebih besar, dan peningkatan produktivitas karyawan secara keseluruhan. 

Meskipun memiliki tujuan baik, namun perampingan perusahaan (downsizing) 

memberikan dampak buruk terhadap para karyawan yang menjadi korban PHK perusahaan. 

Karyawan korban perampingan perusahaan cenderung mengalami stres, kondisi kesehatan  yang 

memburuk, masalah dalam keluarga, berkurangnya kepercayaan diri, depresi, ketidakberdayaan, 

kecemasan, dan mengalami perasaan di isolasi dari lingkungan sosial (Havlovic., 1998; 

Gandolfi, 2008) 

Proses perampingan perusahaan yang tidak dilakukan dengan baik selain berdampak 

buruk terhadap para karyawan yang menjadi korban PHK, juga berdampak kepada para 

karyawan yang masih dipertahankan oleh perusahaan yang akhirnya membuat strategi 

downsizing yang dilakukan oleh perusahaan sering kali gagal untuk mencapai tujuan perusahaan.  

Hal ini dibuktikan oleh De meuse dkk (2004) yang mengkaji 100 perusahaan yang melakukan 

downsizing dari majalah fortune. Mereka menemukan bahwa sebagian besar perusahaan yang 

melakukan downsizing justru menunjukan kinerja keuangan yang lebih buruk. Selanjutnya 
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Mercy dkk (2013) menemukan bahwa downsizing  menimbulkan stres kerja dan mengurangi 

dukungan karyawan tetap terhadap organisasi. 

Kegiatan downsizing yang mengalami kegagalan mencapai tujuan disebabkan oleh 

berbagai hal, antara lain dikarenakan perusahaan tidak menjelaskan dengan baik kebutuhan 

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan, dan perusahaan juga tidak mengikuti prosedur-

prosedur untuk menjalankan pemutusan hubungan kerja yang bersifat adil (Noe dkk, 2014: 255). 

Selanjutnya hasil penelitian Harvey dkk (2014) menyatakan bahwa kegagalan perusahaan dalam 

downsizing dikarenakan karyawan berpersepsi bahwa proses downsizing yang terjadi tidak 

transparan, kurang dipahami, tidak adil, bias, kacau atau tidak teratur, tidak terencana, dan tidak 

demokratis. Persepsi yang buruk mengenai strategi downsizing tersebut akhirnya akan 

berdampak pada kondisi kerja karyawan yang tetap bertahan, seperti peningkatan stress yang 

akhirnya memberikan tekanan pada fisik, psikologis, dan perilaku karyawan yang masih 

bertahan (Kivimäki dkk., 2001; Jimmieson dkk., 2004).   

Studi sebelumnya yang menunjukan kondisi karyawan pasca downsizing dilakukan oleh 

Burke (2011) yang menguji dampak restrukturisasi dan downsizing terhadap staf perawat rumah 

sakit. Hasil penelitian menemukan bahwa kedua kegiatan tersebut memberikan dampak negatif 

terhadap kepuasaan kerja dan psychological well-being para staf perawat rumah sakit. Berbeda 

dengan studi yang melihat kondisi psikologis karyawan pasca downsizing, Buono (2003) 

melakukan penelitian untuk melihat bentuk perilaku karyawan  pasca downsizing. Buono 

mendapati bahwa perilaku karyawan pasca downsizing cenderung terlibat dalam pencurian, 

sabotase, atau perilaku-perilaku buruk lainnya yang merupakan bagian dari perilaku kerja 

kontraproduktif.  

Menurunnya psychological well-being dan meningkatnya  perilaku kerja kontraproduktif 

dijelaskan oleh Shah (2000) dikarenakan downsizing telah membuat jaringan sosial yang telah 

dikembangkan oleh para karyawan dalam waktu lama menjadi rusak sehingga menimbulkan rasa 

tidak suka terhadap perusahaan yang telah memutus hubungan tersebut melalui program 

downsizing.  

Belakangan ini fenomena downsizing juga muncul di beberapa perusahaan di negara 

Indonesia yang dilakukan dengan cara pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pensiun dini.  

Angka PHK yang terjadi saat ini juga dalam skala jumlah yang cukup besar, dimana berdasarkan 

tulisan terbaru yang dirilis oleh koran kompas terdapat potensi PHK sebanyak 100.000 tenaga 
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kerja dimana sektor usaha yang memberikan sumbangan terbesar ada di wilayah sektor tekstil 

dan sektor komoditas seperti batu bara dan migas (Djumena, 2015).  

Salah satu wilayah di Indonesia yang melakukan PHK dengan jumlah besar karena 

merosotnya harga batu bara adalah pulau Kalimantan dengan total PHK hampir mencapai 

11.000-12.000 pekerja (Dani, 2015). Salah satu perusahaan di Kalimantan yang juga melakukan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah PT. HG. Anjloknya harga batu bara juga membuat 

perusahaan terbesar di Kota Banjarmasin ini terpaksa melakukan strategi perampingan 

perusahaan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk tetap mempertahankan kinerja 

keuangan perusahaan dengan melakukan pengurangan karyawan sebanyak 527 karyawan dari 

2835 karyawan pada tahun 2015. 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini tertarik untuk 

mengembangkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya dengan melakukan penelitian mengenai 

strategi downsizing dengan pendekatan eksplanatory yaitu  mengintegrasikan pengaruh 

downsizing terhadap perilaku kerja kontraproduktif  dengan psychological well-being sebagai 

peubah mediasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:  

(1) Apakah terdapat pengaruh downsizing terhadap psychological well-being karyawan?  

(2) Apakah terdapat pengaruh psychological well-being  karyawan terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif? 

(3) Apakah terdapat pengaruh downsizing terhadap perilaku kerja kontraproduktif  dengan 

menggunakan psychological well-being sebagai peubah mediasi? 

 

2. Telaah Pustaka 

2.1. Pengaruh Downsizing terhadap Psychological Well-Being 

Downsizing  adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atau dirancang untuk 

meningkatkan kembali efisiensi organisasi, produktivitas, dan daya saing suatu organisasi 

dengan strategi mengurangi jumlah ukuran tenaga kerja dalam suatu perusahaan (Freeman & 

Cameron, 1993; Harvey dkk, 2014). Harvey dkk (2014) mengungkapkan bahwa terdapat 3 aspek 

keadilan dari downsizing yaitu: (1).Keadilan Prosedural (Procedural Justice), yaitu keadilan 

dimana keputusan berlangsung melalui prosedur yang adil, memiliki informasi yang akurat, tidak 

terjadi bias dan mewakili sudut pandang dari semua pihak yang terkena dampak downsizing. (2). 

Keadilan  Distributif (Distributive Justice) yaitu keadilan yang mengacu pada keputusan 
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downsizing yang wajar, dan adanya alokasi terhadap sumber daya secara tepat. (3). Keadilan 

Relasional (Relational Justice) yaitu keadilan yang mengandung unsur ekuitas, kesopanan dan 

keadilan dalam proses pemberitahuan mengenai downsizing dan pemberian kompensasi untuk 

pemulihan terhadap kondisi interpersonal karyawan pasca downsizing.  

Grunberg dkk. (2000), menyatakan tindakan pemecatan yang dilakukan perusahaan akan 

dianggap sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan dan memicu stress bagi seluruh pemangku 

kepentingan, terutama kepada para karyawan yang selamat dari PHK. Karyawan yang tetap 

dalam organisasi setelah downsizing akan mendapatkan beban tambahan baru untuk bertanggung 

jawab tehadap kinerja bisnis dan keberhasilan pelaksanaan restrukturisasi (Kostopoulos, & 

Bozionelos, 2010). Menurut Chipunza & Berry (2010) para karyawan yang dipertahankan 

perusahaan pasca downsizing akan menanggung sinisme dari para korban PHK, dan cenderung 

memiliki persepsi yang kurang aman terhadap pekerjaan mereka. 

Noer (1993) mengungkapkan bahwa downsizing akan memenuhi pemikiran para 

karyawan dengan hal-hal buruk, rasa ketidakpastian, dan keinginan untuk keluar (resign) dari 

pekerjaan karena adanya pelanggaran kontrak antara karyawan dengan pemilik perusahaan. 

Senada dengan penelitian sebelumnya terkait dampak buruk downsizing, Marks (2006) 

menyebut strategi ini sebagai sesuatu yang berbahaya karena menciptakan situasi ketidakamanan 

pekerjaan, penurunan kepercayaan terhadap manajemen, penurunan loyalitas, gangguan 

komunikasi, dan niat untuk pergi dari perusahaan.  

Kondisi-kondisi pasca downsizing tersebut akhirnya akan membuat situasi di tempat kerja 

menjadi semakin penuh persaingan, dimana hal ini akan membuat perhatian dan dukungan sosial 

terhadap sesama rekan kerja semakin berkurang yang akhirnya akan memberikan kerugian 

terhadap kondisi psychologicall well-being (Schaufeli dan Peeters 2000;  Bensimon 2004). 

Tejeda (2013) juga mengungkapkan hal yang sama bahwa kondisi  kerja yang merugikan seperti 

lokasi kerja yang penuh dengan ftustasi, ketegangan, penuh konflik, dan kekerasan akan 

meningkatkan stres kerja dan mengurangi kesejahteraan karyawan.  

Armstrong (2006) menjelaskan bahwa saat downsizing terjadi maka karyawan tetap yang 

masih bertahan di perusahaan akan mengalami peningkatan ketidakamaan saat berkerja dan 

ketidakberdayaan. Kedua kondisi ini akan memunculkan peningkatan stress dan tanggung jawab 

peran yang akhirnya memberikan salah satu tekanan yang diberikan terkait dengan kondisi 

psikologis, yaitu psychological well-being.  Penjelasan ini diperkuat juga oleh penelitian oleh 
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Burke (2011) yang menguji dampak restrukturisasi dan downsizing terhadap staf perawat rumah 

sakit. Yang menemukan bahwa kedua kegiatan tersebut memberikan dampak negatif terhadap 

kepuasaan kerja dan psychological well-being para staf perawat rumah sakit. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Jamal & Khan (2013) terhadap 242 responden dari empat organisasi di negara 

Pakistan juga mendapati hal yang sama bahwa strategi downsizing yang dilakukan oleh sebuah 

organisasi memiliki korelasi negatif dengan psychological well-being karyawan. 

Berdasarkan literatur review diatas  dari beberapa dukungan penelitian sebelumnya maka 

dirumuskan hipotesis pertama pada penelitian ini sebagai berikut:  

 

H1 :  Ada pengaruh yang signifikan dari downsizing terhadap psychological well-being para 

karyawan 

 

2.2. Pengaruh  Psychological Well-Being terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif 

Karyawan. 

Ryff (1989) menyatakan psycological well-being sebagai suatu kunci yang menentukan 

pengembangan pribadi, dan komitmen seseorang individu untuk tetap mampu eksistensi dalam 

menghadapi perubahan hidup. Kondisi psychological well-being karyawan pasca perusahaan 

melakukan downsizing memiliki keterkaitan dengan perilaku kerja kontraproduktif karyawan. 

Perilaku kerja kontraproduktif merupakan bentuk perilaku karyawan yang melanggar suatu 

aturan yang sah dari organisasi, dan dapat menimbulkan bahaya baik bagi organisasi maupun 

anggotanya. (Robinson & Bennet, 1995 ; Spector dkk, 2005).  

Fox dkk (2001)  menemukan bahwa tekanan psikologis di bawah kondisi kerja yang penuh 

dengan stress yang tinggi akan memicu munculnya perilaku negatif di tempat kerja. Bagian lain 

yang muncul selain stress dari kondisi psikologis pasca downsizing adalah munculnya  emosi 

negatif seperti marah, cemburu, dan iri hati para karyawan yang muncul di lingkungan kerja, 

dimana hal ini akan membuat perilaku kerja kontraproduktif semakin rentan untuk terjadi 

(Spector dkk.,2005). Sedangkan menurut Dunlop dan Lee (2004) bentuk perilaku perilaku kerja 

kontraproduktif dapat terjadi karena kondisi psikologis, yaitu  menurunnya kepuasaan kerja 

karyawan.  Penelitian lain yang dilakukan oleh Aube dkk (2009) menemukan bahwa ada korelasi 

yang negatif antara perilaku kerja kontrapoduktif dengan psychological well-being para 

karyawan, dimana semakin rendah psychological well-being para karyawan maka akan 
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berdampak dengan meningkatnya perilaku kerja kontraproduktif karyawan.  Bentuk perilaku 

kerja kontraproduktif  yang memiliki keterkaitan dengan psychological well-being karyawan 

adalah seperti absensi, kecelakaan kerja, dan produktivitas yang menurun (Danna dan Griffin 

1999; Hardy dkk, 2003; Van Dierendonck dkk., 2004).  

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis kedua pada penelitian ini yaitu:  

 

H2 :  Ada pengaruh yang signifikan dari psychological well-being terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif karyawan.  

 

2.3. Pengaruh Downsizing Terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif dengan Psychological 

Well-Being sebagai Peubah Mediasi. 

Menurut Albert Bandura (   ) perilaku kerja kontra produktif para karyawan tidak 

ditentukan secara langsung oleh kondisi lingkungan (stimulus) yaitu peristiwa downsizing, tetapi 

tergantung atau diperantara dengan suatu proses internal atau kognitif yang ada pada individu 

para karyawan yaitu kondisi psychological well-being karyawan. Karyawan yang memiliki skor  

psychological well-being tetap tinggi setelah terjadi downsizing diasumsikan akan tetap  mampu 

bertahan dalam menghadapi perubahan kondisi pekerjaan yang terjadi sehingga tidak terlalu 

menganggu perilaku kerja karyawan, sedangkan karyawan yang memiliki tingkat psychological 

well-being yang rendah pasca perusahaan melakukan downsizing diasumsikan akan cenderung 

tidak kuat menghadapi tekanan akibat perubahan yang terjadi sehingga mendorong resiko 

meningkatkan perilaku kerja kontraproduktif karyawan.   

Dugaan mengenai pengaruh antar peubah ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Wright & Cropanzo (2004) yang  melihat adanya perbedaan perilaku individu karyawan dalam 

merespon situasi yang terjadi di tempat kerja karena adanya perbedaan affective well-being, dan 

psychological well-being. Penelitian ini menunjukan bahwa karyawan yang terbukti memiliki 

affective well-being dan psychological well-being dengan skor tinggi akan menghasilkan kinerja 

pekerjaan yang baik dan cenderung menjadi seorang pekerja yang bahagia dan produktif, dan 

sebaliknya ketika skor yang dihasilkan rendah maka akan menghasilkan kinerja kurang baik dan 

cenderung kontraproduktif.   

Menurut Van den Broeck dkk (2010; 2014), kondisi lingkungan kerja akan memiliki 

pengaruh untuk memenuhi kebutuhan psikologis dasar individu, yaitu otonomi, kompetensi, dan 
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membangun hubungan dengan orang lain, lalu selanjutnya kondisi psikologis tersebut akan 

memberikan kontribusi terhadap perilaku kerja kontraproduktif karyawan. Penelitian selanjutnya 

dari Gulzar dkk (2014) juga memuat suatu kesimpulan yang sama  bahwa kondisi kerja 

karyawan  yang memiliki tekanan kerja tinggi akan memberikan dampak yang buruk terhadap 

kondisi psikologis yang nantinya akan meningkatkan munculnya perilaku kerja kontraproduktif 

seperti menarik diri atau absen.  

Dengan dasar pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis ketiga pada penelitian ini 

yaitu:  

H3 : psychological well-being berperan sebagai peubah mediasi antara pengaruh downsizing 

terhadap perilaku kerja kontraproduktif karyawan. 

.   

2.4. Model Penelitian  

Adapun model dalam penelitian ini dapat digambarkan  sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini ingin menguji pengaruh dari downsizing terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif melalui psychological well-being (PWB) sebagai peubah mediasi.  

 

3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksplanatory, yang bertujuan untuk menguji 

beberapa hipotesis dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan sebuah PT. di Pulau Kalimantan yang melakukan kegiatan downsizing, dengan jumlah 

karyawan pasca pelaksanaan donwsizing adalah sebesar 2308 orang. Penentuan ukuran sampel 

dari populasi menggunakan perhitungan menurut Bungin (2004: 105),  dengan rumus 

perhitungan sampel sebagai berikut : 

Downsizing 
Perilaku Kerja 

Kontraproduktif 

Psychological 

Well-Being 
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Keterangan : 

n  : Jumlah sampel yang dicari 

N : Jumlah populasi 

D : Nilai Presisi (dalam penelitian ini digunakan sebesar 90 % atau  a=0,1). 

ὲ
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 Dengan demikian maka dari jumlah populasi 2308 diperoleh ukuran sampel minimal 

untuk penelitian ini adalah 96 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik 

judgmental sampling, dengan kriteria sampel karyawan dengan posisi atau jabatan karyawan 

minimal staf. 

Pada awalnya  kuesioner yang disebarkan berjumlah 150, namun yang berhasil kembali 

dan memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut berjumlah 124 kuesioner. Adapun karakteristik 

responden sebagian besar berjenis kelamin laki-laki (76,61%),  Mayoritas berusia  antara 22-39 

tahun (51,26%), dan bekerja sebagai staff (84,39%).  

Pengukuran atas peubah dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator-indikator 

empirik dengan menggunakan skala likert. Untuk peubah downsizing menggunakan skala yang 

terdiri dari 17 indikator (Harvey dkk, 2014), yaitu: 1). Perampingan perusahaan yang transparan; 

2). Perampingan yang adil dan tidak memihak; 3). Perampingan yang kacau/tidak teratur; 4). 

Perampingan yang terencana; 5). Perampingan yang demokratis; 6). Perampingan dilakukan 

dengan perjanjian  dan sesuai kebutuhan; 7). Karyawan berpengaruh terhadap perampingan; 8). 

Ada peringatan sebelumnya tentang perampingan; 9). Rasa percaya terhadap keputusan 

pimpinan; 10). Faktor pribadi berpengaruh terhadap pemecatan; 11). Tanggung jawab pimpinan;  

12). Karyawan dipaksa untuk lay-off (pemberhentian sementara); 13). Kompensasi finansial; 14). 

Pelatihan kembali; 15). Adanya Bantuan lain; 16). Pendapatan dan manfaat setelah perampingan 

dan 17).  Skala perampingan (kecil <20 %; besar >20 %). 

Peubah psycological well-being mengadopsi skala Ryff, & Keyes (1995) yang terdiri dari 

enam dimensi, yaitu : 1) Self-acceptance yaitu kemampuan individu untuk menerima dirinya apa 

adanya;  2) Positive relation with others yaitu kemampuan untuk membentuk hubungan yang 

hangat dengan orang lain; 3) Autonomy yaitu memiliki kemandirian dalam menghadapi tekanan 

sosial; 4) Environtmental mastery yaitu kemampuan untuk mengontrol lingkungan eksternal; 5) 
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Purpose in life yaitu kondisi dimana individu memiliki tujuan dalam hidupnya; dan  6) Personal 

growth yaitu kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada agar terus berkembang 

sebagai individu yang berkualitas 

Peubah perilaku kerja kontraproduktif diukur menggunakan skala dari Spektor dkk 

(2006) juga mengungkapkan bahwa perilaku kerja kontraproduktif memiliki lima dimensi 

perilaku yaitu : 1). Abuse against others yaitu suatu perilaku yang berbahaya yang diarahkan 

kepada rekan kerja dan orang lain yang memberikan dampak kerugian baik secara fisik maupun 

psikologis melalui ancaman, komentar jahat, mengabaikan orang lain, atau merusak kemampuan 

seseorang untuk bekerja secara efektif;  2). Production deviance adalah kegagalan seorang 

individu untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan sesuai dengan tujuan; 3). Sabotase adalah 

tindakan mengotori atau merusak properti milik perusahaan secara sengaja; 4). Theft adalah 

perilaku mengambil benda orang lain tanpa meminta izin kepada pemiliknya; dan 5). Withdrawal 

adalah suatu perilaku kerja yang mengurangi jumlah waktu kerja  dari yang telah ditetapkan oleh 

organisasi,  

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama dilakukan 

uji kualitas data melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen yang digunakan. Hasil uji 

validitas menunjukkan dari 17 item indikator untuk peubah downsizing, terdapat 1 item yang 

tidak valid, pada peubah psychological well-being terdapat 2 item yang tidak vaid, dan untuk 

peubah  perilaku kerja kontraproduktif terdapat 1 item yang tidak valid ( r < 0,30). Semua 

peubah diwakili oleh skala yang memenuhi uji reliabilitas dengan niali Cronbach Alpha > 0.70 

(Wells & Wollack, 2003), dimana  skala Downsizing (0,758); Psychological Well-Being (0,783); 

Perilaku kerja kontraproduktif (0,825), yang menunjukkan memiliki keandalan yang tinggi.  

Tahap kedua dilakukan uji asumsi klasik. Uji normalitas data menunjukkan data yang ada 

terdistribusi secara normal. Hasil pengujian pada semua diagram scatterplot tampak titik-titik 

pada grafik menyebar secara tidak teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini 

tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Teknik analisis data untuk pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana 

untuk melakukan pengujian hipotesis 1 dan 2 dengan memanfaatkan program SPSS 20.0, 

 sedangkan untuk pengujian hipotesis 3 yang memuat peubah mediasi dilakukan dengan 

menggunakan Sobel-Test (Preacher & Hayes, 2004). 
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4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pertama tentang Pengaruh Downsizing Terhadap Psychological Well-

Being dilakukan dengan menggunakan analisis regresi sederhana dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 
(Constant) 

38,16

3 
4,087 

 
9,338 ,000 

Downsizing ,442 ,067 ,514 6,624 ,000 

a. Dependent Variable: PWB 

 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,514
a
 ,265 ,259 3,894 

a. Predictors: (Constant), Downsizing 

 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressi

on 
665,226 1 665,226 43,882 ,000

b
 

Residual 1849,443 122 15,159   

Total 2514,669 123    

a. Dependent Variable: PWB 

b. Predictors: (Constant), Downsizing 

Sumber : Analisis data primer, 2016. 
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 Hasil pengujian yang ditampilkan pada model Coefficients
a
 diperoleh angka signifikasi 

sebesar 0,00 <  0,05 yang berarti H0 di tolak dan H1 diterima. Artinya, terdapat pengaruh yang 

signifikan dari peubah downsizing terhadap peubah psychological well-being. Untuk melihat 

kuat atau lemahnya hubungan antara peubah bebas terhadap peubah terikat maka digunakan 

angka yang terdapat pada standardized cofficients beta yaitu sebesar 0,514 yang menunjukkan 

terdapat hubungan secara positif yang  kuat di antara kedua peubah tersebut. Selanjutnya agar 

dapat melihat besarnya pengaruh yang diberikan, maka digunakan angka yang terdapat pada 

adjusted R Square yaitu sebesar 0,259.  Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

secara statistik bahwa peubah downsizing memiliki pengaruh positif secara signifikan sebesar 

25,9 % terhadap peubah psychological well-being sedangkan 74,1% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain di luar peubah downsizing. Temuan pada kesimpulan statistik ini menjelaskan bahwa 

kegiatan program downsizing yang dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan  akan memberikan 

dampak terhadap semakin membaiknya kondisi psychological well-being karyawan.   

Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu untuk melihat  Pengaruh Psychological Well-Being 

Terhadap Perilaku Kerja Kontraproduktif karyawan dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi sederhana dengan hasil sebagai berikut :  

 

Tabel 4.2: Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 
60,639 6,357 

 
9,539 ,000 

PWB -,513 ,097 -,431 -5,271 ,000 

a. Dependent Variable: PKK 

 

Model Summary 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,431
a
 ,185 ,179 4,882 

a. Predictors: (Constant), PWB 

ANOVA
a
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Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 662,336 1 662,336 27,785 ,000
b
 

Residual 2908,212 122 23,838   

Total 3570,548 123    

a. Dependent Variable: PKK 

b. Predictors: (Constant), PWB 

Sumber : Analisis data primer, 2016. 

 

Hasil pengujian yang ditampilkan pada model Coefficients
a
 diperoleh angka signifikasi 

sebesar 0,00 <  0,05 yang berarti H0 di tolak dan H1 diterima. Hasil ini mengungkapkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari peubah  psychological well-being terhadap peubah 

perilaku kerja kontraproduktif dengan nilai r sebesar -0,431 yang artinya bahwa terdapat 

hubungan secara negatif yang cukup  kuat di antara kedua peubah tersebut. Nilai adjusted R 

Square sebesar 0,179 menunjukkan  secara statistik bahwa peubah psychological well-being 

memiliki pengaruh negatif secara signifikan sebesar 17,9 % terhadap peubah perilaku kerja 

kontraproduktif sedangkan 82,1 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar peubah 

psychological well-being. Makna hasil kesimpulan statistik pada hipotesis kedua ini menjelaskan 

bahwa ketika karyawan memiliki kondisi psychological well-being yang baik maka hal ini akan 

berdampak untuk menurunnya tingkat perilaku kerja kontraproduktif  karyawan. 

Pengujian hipotesis ketiga yang bertujuan melihat peran Psychological Well-Being 

sebagai peubah mediasi dilakukan dengan bantuan sobel test dengan hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.3: Hasil Pengujian Hipotesis 3 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 64,055 6,669  9,605 ,000 

Downsizin

g 
-,155 ,097 -,151 -1,598 ,113 

PWB -,420 ,113 -,353 -3,727 ,000 

a. Dependent Variable: PKK 

Sumber : Analisis data primer, 2016. 

 

Pengujian tersebut menghasilkan nilai b sebesar -0,420 dan sb sebesar 0,113. Untuk nilai 

a sebesar 0,442 dan  nilai sa sebesar 0,067 yang diperoleh dari pengujian hipotesis 1. Adapun 

tabel hasil uji sobel test adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.4: Pengujian Peranan Peubah Mediasi Psychological Well-Being 

Peubah Raw 

unstd 

regresi (a) 

Std 

error  

coefficie

nt (b) 

Nilai 

Sobel 

Test 

Std. 

Error  

P Value 

a.Downsizing  

b. PWB 

0,442 0,067 

0,113 

-0,420 -3,23 0.05 0.00 

a. Peubah independen : Psychological Well-Being 

b. Peubah dependen  : Perilaku Kerja Kontraproduktif 

Sumber : Analisis data primer, 2016. 

 

Berdasarkan tabel 4.12 diperoleh P value sebesar 0.00  < 0,05 yang artinya bahwa 

psyhological well-being mampu berperan secara signifikan sebagai peubah mediasi antara 

pengaruh downsizing terhadap perilaku kerja kontraproduktif. Sedangkan nilai sobel test sebesar 

-3,23 menunjukkan bahwa psychological well-being mampu berperan cukup kuat dengan arah 
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negatif sebagai peubah mediasi antara pengaruh downsizing terhadap perilaku kerja 

kontraproduktif. Hal ini bermaknsa bahwa ketika pelaksanaan program downsizing dilaksanakan 

dengan baik  maka psychological well-being akan menjadi peubah perantara yang dapat 

menurunkan perilaku kerja kontraproduktif. Selanjutnya ringkasan hasil pengujian ketiga 

hipotesis dalam penelitian ini disampaikan dalam tabel berikut.  

 

Tabel 4.5: Rangkuman hasil Pengujian Hipotesis 

 Rumusan Hipotesis Keputusan 

H1 Ada Pengaruh Yang Signifikan Dari Downsizing 

Terhadap Psychological Well-Being Para 

Karyawan 

Diterima 

H2 Ada Pengaruh Yang Signifikan Dari Psychological 

Well-Being Terhadap Perilaku Kerja 

Kontraproduktif Karyawan.ò 

Diterima 

H3 Downsizing Memiliki Pengaruh Terhadap Perilaku 

Kerja Kontraproduktif Dengan Psychological Well-

Being Berperan Sebagai Peubah Mediasi 

Diteriima 

Sumber : Analisis data primer, 2016. 

 

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketiga hipotesis, yaitu H1, H2, 

dan H3 dapat diterima. 

 

4.2     Diskusi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu ñDownsizing berpengaruh 

Terhadap Psychological Well-Being Para Karyawanò berdasarkan hasil uji statistik dinyatakan 

diterima. Pengujian regresi yang dilakukan menunjukan bahwa downsizing memiliki pengaruh 

positif secara signifikan terhadap psychological well-being karyawan. Temuan ini menjelaskan 

bahwa proses downsizing yang dilakukan dengan baik dapat memberikan dampak positif 

terhadap kondisi psychological well-being karyawan.  

Hasil temuan yang ada pada pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini ternyata 

tidak sesuai dengan teori kontrak psikologis yang diungkapkan oleh De Meuse & Dai (2013) 
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yang menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan downsizing akan diterjemahkan oleh 

sebagian besar karyawan sebagai bentuk gagalnya perusahaan dalam mempertahankan kinerja 

dan produktivitas karyawan sehingga akan memiliki pengaruh buruk terhadap perilaku kerja 

karyawan. Temuan ini juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan yang didapatkan 

oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Burke (2011) yang menemukan bahwa kegiatan 

downsizing memberikan dampak negatif terhadap kepuasaan kerja dan psychological well-being 

para staf perawat rumah sakit.  

Adapun perbedaan hasil kesimpulan pada penelitian ini dengan teori yang diungkapkan 

oleh De Meuse & Dai (2013) maupun penelitian Burke (2011) diduga dikarenakan perbedaan 

proses downsizing yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, karakteristik respon 

karyawan yang berbeda, dan lokasi penelitian yang berbeda.  Sebagaimana disampaikan oleh 

Jamal dan Khan (2013) yang menemukan bahwa persepsi karyawan terhadap perampingan 

perusahaan tidak terlepas dari bagaimana prosedur pelaksanaan perampingaan yang dilakukan, 

dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa jika perusahaan sukses menciptakan persepsi 

bahwa proses downsizing yang dilakukan terlaksana dengan baik dan perusahaan telah 

melaksanakan segala bentuk tanggung jawabnya terhadap proses downsizing maka hal ini akan 

memiliki pengaruh yang positif terhadap meningkatnya psychological well-being karyawan. Hal 

ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Synder & Lopez (2005) bahwa jika perusahaan 

berhasil memberikan status sosial ekonomi dan juga pekerjaan yang baik terhadap para karyawan 

maka hal ini akan meningkatkan psychological well-being para karyawan.  

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini  yaitu terdapat pengaruh psychological well-being 

terhadap perilaku kerja kontraproduktif karyawan berdasarkan uji regresi terbukti hasilnya 

signifikan dan dapat diterima. Hasil pengujian hipotesis ke dua ini mengungkapkan bahwa 

semakin baik psychological well-being karyawan maka akan menyebabkan semakin 

berkurangnya perilaku kerja kontraproduktif para karyawan.  

Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dan mendukung  temuan-temuan penelitian 

sebelumnya seperti yang dilakukan Dwayne (2013) yang  mengungkapkan bahwa psychological 

well-being karyawan yang baik akan memiliki hubungan terhadap berkurangnya perilaku 

bullying di tempat kerja. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa subjective well-being & 

affective well-being memiliki korelasi yang negatif dengan perilaku kerja kontraproduktif 

karyawan (Boddy, 2013; Man & Ticu, 2015).  Taris dan Schreurs (2009) juga  mengungkapkan 



 
35 

dalam penelitiannya bahwa para karyawan yang melakukan pekerjaannya dengan perasaan 

bahagia dan memiliki kesejahteraan yang tinggi akan mendorong kinerja karyawan semakin 

meningkat.  

 Berdasarkan hasil uji sobel test untuk hipotesis ketiga ditemukan bahwa psychological 

well-being mampu berperan sebagai peubah mediasi antara pengaruh downsizing terhadap 

perilaku kerja kontraproduktif.  Sebagaimana telah dinyatakan pada pengujian hipotesis 

sebelumnya bahwa proses downsizing yang dilakukan dengan baik akan memiliki pengaruh 

positif secara signifikan terhadap peubah mediasi psychological well-being, lalu selanjutnya 

psychological well-being yang mendapatkan pengaruh positif  akan menjadi peubah mediasi 

yang memberikan pengaruh negatif secara signifikan untuk menghubungkan pengaruh 

downsizing terhadap menurunnya perilaku kerja kontraproduktif karyawan.  

Temuan dan model pengujian ketiga ini menjelaskan bahwa ketika perusahaan mampu 

menjalankan strategi proses downsizing dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku 

maka hal ini akan meningkatkan psychological well-being karyawan menjadi semakin baik yang 

akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap menurunnya bentuk perilaku kerja 

kontraproduktif para karyawan. Penjelasan mengenai pengaruh perlakuan organisasi terhadap  

kondisi psychological well-being karyawan yang berdampak terhadap meningkatnya kinerja 

karyawan dan menurunkan perilaku-perilaku negatif dijelaskan melalui teori keadilan kerja dari 

Adams (dalam Taris & Scheurs, 2009), yang mengungkapkan bahwa ketika perusahaan 

melakukan investasi dengan baik terhadap para karyawannya seperti memberikan imbalan 

berupa gaji, keamanan kerja, status, dan prestise yang memuaskan dan membahagiakan 

karyawan, maka karyawan akan membalasnya dengan usaha yang keras dan kinerja yang lebih 

baik.  

Hasil penelitian ini juga sama dengan yang diungkapkan oleh Kanten (2014) bahwa 

ketika organisasi mampu menciptakan kondisi kerja yang positif yang terdiri dari pengawasan 

yang tepat, situasi kerja yang baik, lingkungan kerja yang aman dan kooperarif maka hal ini 

akhirnya meningkatkan kepuasaan kerja karyawan dan mengurangi emosi negatif di kantor 

hingga berpengaruh terhadap meningkatnya perilaku proaktif dan prososial karyawan.  

Dengan demikian maka temuan baru pada penelitian ini adalah berhasil membuktikan 

bahwa psychological well-being mampu menjadi peubah mediasi antara pengaruh downsizing 

terhadap perilaku kerja kontraproduktif karyawan. 
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5. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

      Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian  ini adalah sebagai berikut: 

1. Program downsizing perusahaan yang dilakukan dengan baik memiliki pengaruh secara positif 

terhadap meningkatnya kondisi psychological well-being karyawan. 

2. Psychological well-being karyawan  yang baik memiliki pengaruh secara negatif terhadap 

menurunnya bentuk-bentuk perilaku kerja kontraproduktif.  

3.  Psychological well-being mampu menjadi peubah mediasi antara pengaruh downsizing 

terhadap perilaku kerja kontraproduktif karyawan. 

 

5.2 Implikasi Teoritis 

Temuan peneliti-peneliti sebelumnya mengenai pelaksanaan strategi downsizing 

cenderung dianggap memiliki pengaruh yang buruk, seperti temuan dari Kivimäki dkk 

(2001) & Jimmieson (2004) yang menyatakan bahwa downsizing akan memunculkan 

peningkatan stress dan tanggung jawab peran yang akhirnya memberikan tekanan pada fisik, 

psikologis, dan perilaku karyawan yang masih bertahan. Studi lain juga menunjukkan bahwa 

downsizing akan menimbulkan kelelahan yang tinggi, tekanan psikologis yang besar, beban 

kerja yang lebih berat karena mulai munculnya persaingan tidak sehat yang lebih besar dari 

para karyawan setelah perusahaan mengumumkan adanya downsizing (Baumann & Blythe, 

2003; Kemal , 2012; Saeed dkk., 2013). 

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menghasilkan temuan 

bahwa downsizing memiliki dampak yang buruk terhadap kondisi karyawan, maka implikasi 

teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi ilmu 

manajemen sumber daya manusia yaitu:  

1. Downsizing mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kondisi 

pscyhological well-being karyawan dengan pertimbangan bahwa proses downsizing yang 

dilakukan dilaksanakan dengan cara yang baik dan mengikuti  prosedur-prosedur untuk 

menjalankan pemutusan hubungan kerja yang bersifat adil. Perbedaan hasil temuan kali ini 

dengan penelitian sebelumnya dijelaskan oleh Wright & Cropanzo (2004) karena terdapat 
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perbedaan perilaku individu karyawan dalam merespon situasi yang terjadi di tempat kerja 

karena adanya perbedaan afektif well-being, dan psychological well-being. 

2. Mengingat sejauh yang diketahui peneliti bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang 

meneliti mengenai pengaruh downsizing terhadap perilaku kerja kontraproduktif dengan 

psychological well-being sebagai  peubah mediasi, maka implikasi teoritis kedua dari 

penelitian ini adalah memberikan sumbangan pengetahuan baru bagi ilmu manajemen 

sumber daya manusia tentang ñadanya pengaruh secara negatif dari downsizing terhadap 

perilaku kerja kontraproduktif dengan menggunakan psychological well-being sebagai 

peubah mediasi.ò Temuan baru ini juga didukung dengan temuan Kanten (2014) yang 

menyatakan bahwa ketika organisasi mampu menciptakan kondisi kerja yang positif yang 

terdiri dari pengawasan yang tepat, situasi kerja yang baik, lingkungan kerja yang aman dan 

kooperarif maka akan berdampak terhadap meningkatknya kepuasaan kerja karyawan dan 

mengurangi emosi negatif di kantor hingga berpengaruh juga terhadap meningkatnya 

perilaku proaktif dan prososial karyawan. 

 

5.3 Implikasi Praktis 

Adapun implikasi hasil penelitian ini bagi perusahaan adalah: 

1. Hasil peneltian ini dapat menjadi bahan refensi tambahan bagi perusahaan untuk melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program downsizing. 

2. Hasil penelitian ini juga mendorong agar suatu perusahaan dapat melaksakan strategi 

downsizing dengan baik dan memenuhi tiga dimensi keadilan yaitu keadilan distributif, 

prosedural, dan interaksional sehingga tujuan pelaksanaan dilakukanya strategi downsizing 

dapat tercapai. 

3. Melalui kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini, maka pihak perusahaan juga 

diharapkan mampu membuat kebijakan ataupun program yang bisa meningkatkan aspek 

psychological well-being karyawan sehingga mampu menurunkan bentuk-bentuk perilaku 

kerja kontraproduktif. 
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5.4.  Keterbatasan Penelitian dan saran untuk penelitian mendatang 

Keterbatasan penelitian ini yaitu adanya beberapa lokasi dimana peneliti tidak bertemu 

secara langsung dengan responden sehingga kesungguhan sebagian responden pada penelitian ini 

dalam memberikan jawaban di luar kendali peneliti.  

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya di masa datang antara lain : 

1. Peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini pada perusahaan lain diluar sektor migas, 

seperti perusahaan teknologi atau pun perusahaan milik pemerintah sebagai pembanding hasil 

yang didapat pada studi kasus dampak downsizing di perusahaan sektor pertambangan ini.  

2. Peneliti selanjutnya bisa memperluas cakupan peubah yang baru selain peubah yang terdapat 

pada penelitian ini, mengingat persoalan  mengenai penelitian ini masih bisa dikembangkan 

lagi.  
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ANALISIS RANTAI PASOKAN ALAT DAN OBAT  KONTRASEPSI  

PADA JALUR SWASTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015   

 

Abstract 

This study is an initial research in analyzing the supply chain of contraceptive in private sector 

in West Java. The aim of this study is to analyze the situation and conditions of the supply chain 

in terms of the use and procurement of contraceptive by private sector. This study was conducted 

in three cities and three districts in West Java Province. The approach used is field survey with 

descriptive approach. Target respondents of this study are pharmaceutical wholesaler, 

healthcare provider, pharmacies, and couples of childbearing age. The sampling technique used 

is nonprobability sampling with purposive sampling, quota sampling, and incidental sampling. 

Processing data was performed with SPSS version 21 and in-depth analysis of qualitative data. 

The results of this research showed the demand and supply of contraceptives in private sector. 

Couples of childbearing age respondents showed demographic factors, usage patterns on 

contraceptive, and their perceptions of health facilityôs service on private sector. From 

healthcare provider respondents, obtained sales patterns and inventory system in managing 

contraceptions in private sector. And pharmaceutical wholesalers showed informations about 

contraception distribution channels in private sector. Research recommendations were directed 

at practical suggestions as steps to improve supply chain performance of contraceptives 

distribution and ways of meeting demand for contraceptives in private sector in West Java. 

keywords: supply chain, distribution, contraception, private sector 
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kesehatan reproduksi bagi masyarakat Indonesia. Salah satu target dalam Millenium 

Development Goals (MDGs) 2015 indikator 5b adalah tentang pengendalian angka ledakan 

Sherlywati 

Fakultas Ekonomi - Universitas Kristen Maranatha 

sherlywati.limijaya@gmail.com 

Rindang Ekawati 

Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 

rindeka_1303@yahoo.co.id 



 
43 

penduduk dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2010-2014, 

antara lain tentang pencapaian pemakaian alat kontrasepsi/contraceptive prevalance rate (CPR) 

menjadi 65 persen termasuk peningkatan pencapaian PA MKJP (Peserta Aktif Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang) sebesar 25,9 persen dan pencapaian PB MKJP (Peserta Baru 

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) sebesar 12,9 persen. Dengan sasaran-sasaran ini, maka 

pemerintah dituntut dapat memberikan pelayanan KB yang berkualitas. 

Program Kependudukan dan KB mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkan 

keluarga kecil yang berkualitas. Dengan diterbitkannya UU No. 52 Tahun 2009 tentang 

perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka peran Badan Kependudukan 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya fokus pada penyelenggaraan Program 

KB semata, namun meliputi penyerasian pengendalian penduduk. Sesuai dengan Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, 

terdapat sebelas program prioritas utama pembangunan dimana program KB masuk dalam 

bidang kesehatan. Salah satu komponen program KB tersebut adalah peningkatan kualitas dan 

jangkauan layanan KB di klinik pemerintah dan swasta dan dalam rangka memaksimalkan akses 

dan kualitas pelayanan melalui Klinik KB, perlu dilakukan penyediaan alat dan obat kontrasepsi 

sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. 

Hal yang paling mendasar dari keberhasilan pelayanan program keluarga berencana adalah 

ketersediaan dan kualitas alat dan obat kontrasepsi. Tanpa ketersediaan alat dan obat kontrasepsi 

yang memadai, maka program keluarga berencana akan sulit mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Salah satu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas alat kontrasepsi adalah melalui 

pengelolaan distribusi alat dan obat kontrasepsi pada tempat akses fasilitas kesehatan, seperti 

klinik, bidan, apotek, rumah sakit, puskesmas, dan lainnya. Pengelolaan rantai pasok alat dan 

obat kontrasepsi dari hulu sampai hilir menjadi kunci keberhasilan program kependudukan dan 

keluarga berencana.  

Sementara itu, persyaratan pengadaan alat dan obat kontrasepsi harus memenuhi beberapa 

kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah di tataran nasional. Untuk menjamin keamanan dan 

kenyamanan pengguna kontrasepsi, jenis alat dan obat kontrasepsi baru harus memenuhi kaidah 

dan uji klinis yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
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sedangkan ijin edar dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk itu, alat dan obat 

kontrasepsi baru di Indonesia harus melalui serangkaian uji klinis. Sedangkan untuk  masuk 

dalam daftar alat dan obat kontrasepsi dalam program KB Nasional memerlukan beberapa kaidah 

lainnya. Kaidah tersebut meliputi pertimbangan manajemen logistik, aspek efisiensi pembiayaan 

program, dan aspek penerimaan oleh masyarakat dari sudut agama, budaya dan norma-norma 

yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan pokok lainnya adalah kemampuan pemerintah untuk 

menjamin terwujudnya kualitas alat dan obat kontrasepsi yang mengikuti perkembangan 

teknologi terkini dan pemerataan pelayanan di seluruh pelosok nusantara. 

Pemerintah melalui BKKBN memegang peranan penting dalam penyediaan subsidi alat dan obat 

kontrasepsi bagi masyarakat miskin. Tantangan lain yang dihadapi oleh penyedia layanan 

kontrasepsi baik jalur pemerintah maupun swasta adalah memenuhi hak akseptor terkait 

pemberian informasi secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan kualitas para petugas 

pelayanan, ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan jumlah akseptor, keterbatasan jumlah 

dan jenis alat dan obat kontrasepsi di suatu tempat layanan. Karena kendala tersebut, maka 

akseptor tidak memiliki hak untuk memilih jenis alat/obat kontrasepsi sesuai yang diinginkan. 

Kendala lain dalam pemberian layanan kontrasepsi adalah terkait profesionalisme petugas dalam 

memasang dan memberikan layanan alat/obat kontrasepsi di lapangan. 

Pada era desentralisasi yang mulai berjalan efektif sejak tahun 2001, kompetisi perdagangan alat 

dan obat kontrasepsi semakin luas. Masing-masing pemerintah daerah dapat membeli alat dan 

obat kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di wilayahnya. Pihak swasta dapat 

turut berpartisipasi dalam penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Pendistribusian alat dan obat 

kontrasepsi dari hulu ke hilir menjadi lebih beragam dengan adanya peran pemerintah daerah 

serta pihak swasta yang turut berpartisipasi dalam pengadaan alat dan obat kontrasepsi. Dan saat 

ini telah banyak produk alat dan obat kontrasepsi baru yang beredar di pelayanan swasta tetapi 

belum dikenal oleh kalangan penentu kebijakan dokter/bidan (provider) maupun masyarakat, 

selain alat dan obat kontrasepsi yang disediakan dalam program KB Nasional melalui BKKBN. 

Perwakilan BKKBN Provinsi sebagai perpanjangan tangan BKKBN Pusat, memegang peranan 

penting untuk mengadvokasi pemerintah daerah dan pihak swasta dalam proses pengadaan dan 

penyediaan alat dan obat kontrasepsi. 
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Peran sektor swasta dalam penyediaan kontrasepsi dapat dijadikan peluang oleh sektor swasta 

dalam memenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat. Saat ini pemerintah 

hanya menyediakan alat dan obat kontrasepsi bagi masyarakat miskin dan peserta JKN. Untuk 

alasan ini, sektor swasta dapat berperan dalam menambah ketersediaan pilihan alat dan obat 

kontrasepsi bagi masyarakat. Peran swasta dalam menambah ketersediaan pilihan alat dan obat 

kontrasepsi bagi masyarakat merupakan peluang besar. Namun, beredarnya alat dan obat 

kontrasepsi oleh pihak swasta perlu mendapat  perhatian BKKBN agar sesuai dengan standar dan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPOM. Selain itu, BKKBN perlu mengetahui kondisi dan 

situasi kebutuhan masyarakat dalam penggunaan alat/obat kontrasepsi. 

Penelitian analisis rantai pasokan alat dan obat kontrasepsi pada jalur swasta di provinsi Jawa 

Barat ini dilakukan guna mendapatkan informasi mengenai penyediaan dan ketersediaan alat dan 

obat kontrasepsi di jalur swasta dengan cara menganalisis rantai pasokan dari hulu hingga ke 

hilir saluran distribusi dari segi jenis serta saluran distribusi alat dan obat kontrasepsi pada jalur 

swasta di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya, 

penelitian hanya dilakukan di tiga kota dan tiga kabupaten yang memiliki kekhususan dengan 

harapan dapat mewakili kondisi dan situasi gambaran provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian 

utama adalah di wilayah Bandung Raya, yaitu kota Bandung, kota Cimahi, dan kabupaten 

Bandung. Jumlah penduduk di wilayah Bandung Raya adalah seperlima dari jumlah penduduk 

Jawa Barat, jadi pemilihan lokasi Bandung Raya ditetapkan guna mengeneralisasikan hasil 

penelitian di provinsi Jawa Barat. Untuk melihat bagaimana gambaran penggunaan alat/obat 

kontrasepsi di jalur swasta pada kabupaten yang memiliki pemerintahan desentralisasi yang 

cukup kuat, kabupaten Purwakarta menjadi salah satu wilayah penelitan ini. Dan untuk melihat 

pola pemakaian dan pendistribusian alat/obat kontrasepsi di daerah perbatasan Jawa Barat, 

penelitian dilakukan di kota Cirebon dan kabupaten Cirebon. 

2. KAJIAN PUSTAKA  

KONSEP KONTRASEPSI 

Kontrasepsi adalah upaya dan tindakan untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan cara (1) 

mengusahakan agar tidak terjadi ovulasi, (2) melumpuhkan sperma, dan (3) menghalangi 

pertemuan sel telur dan sel sperma. Beberapa pengertian kontrasepsi adalah sebagai berikut : 
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- Menurut Buku Petugas Fasilitas Pelayanan Keluarga Berencana (Depkes RI, 2005), kata 

ñkontraò berarti mencegah atau melawan, sedangkan kata ñkonsepsiò berarti pertemuan 

antara sel telur (sel wanita) yang matang dan sel sperma (sel pria) yang mengakibatkan 

kehamilan. 

- Menurut Kapita Selekta Kedokteran, kontrasepsi adalah upaya mencegah kehamilan yang 

bersifat sementra ataupun menetap dan dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, secara 

mekanis, menggunakan obat/alat atau dengan operasi. 

- Menurut kamus BKKBN tahun 2011, kontrasepsi adalah obat atau alat untuk mencegah 

terjadinya konsepsi (kehamilan). 

JENIS ALAT/OBAT KONTRASEPSI DI INDONESIA  

Dalam Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, cara kontrasepsi terbagi 

menjadi cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional meliputi pantang berkala, senggama 

terputus, dan lainnya seperti pijat dan jamu. Sementara cara modern meliputi penggunaan 

spiral/IUD (Intra Uterine Device), susuk KB/implant, sterilisasi pria/Medis Operasi Pria, 

sterilisasi wanita/Metode Operasi Wanita, suntikan, pil, dan kondom. Sampai saat ini belum ada 

cara kontrasepsi yang benar-benar ideal. Suatu cara kontrasepsi dapat dikatakan ideal apabila (1) 

pemakaiannya aman dan dapat dipercaya; (2) harganya murah dan terjangkau oleh masyarakat; 

(3) alat/obat dapat diterima oleh pasangan suami istri; (4) tidak memerlukan motivasi terus 

menerus; (5) tidak memerlukan bantuan medik atau kontrol yang ketat selama pemakaiannya; 

(6) cara penggunaannya sederhana; dan (7) efek samping yang merugikan hanya minimal.  

SURVEY DAMPAK PROGRAM KB  

Salah satu tujuan dari program KB adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kinerja 

BKKBN sebagai salah satu lembaga yang memiliki capaian utama dalam hal pengendalian angka 

kelahiran, memperlihatkan keberhasilan yang cukup signifikan. Beberapa data dan informasi 

terkait dampak dari adanya program keluarga berencana dapat dilihat dari beberapa indikator 

berikut ini:  

- Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia telah terbukti sangat memberikan kontribusi 

terhadap penuruan fertilitas. Kondisi ini ditunjukkan oleh tren TFR (Total Fertility Rate) 
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pada tahun 1991=3.02, tahun 1994=2.85, tahun 1997=2.78, tahun 2002/2003=2.56, tahun 

2007=2.59 dan tahun 2012=2.595
1
.  

- Keberhasilan program KB dapat dilihat dari angka keikutsertaan program KB. Angka 

keikutsertaan program KB meningkat dari 26% pada tahun 1980, meningkat menjadi 50% 

pada tahun 1991, dan tahun 2012 mencapai 61,9%. Berdasarkan hasilïhasil Survey 

Prevalensi Indonesia (SPI) tahun 1987 ternyata tingkat kelahiran kasar telah menurun 

menjadi sekitar 28ï29/1000 dan TFR menjadi sekitar 3,4 ï3,6
2
.  

- Rentang tahun 1800-1900 jumlah penduduk Indonesia bertambah tiga kali lipatnya. 

Sedangkan tahun 1900-2000 terjadi pertambahan penduduk lima kali lipat dari 40,2 juta 

orang menjadi 205,8 juta orang. Selama rentang 1900-2000, progran Keluarga Berencana 

(KB) berhasil mencegah kelahiran 80 juta orang dan tanpa program KB jumlah penduduk 

hingga tahun 2000 diprediksi 285 juta orang
3
.  

AKSES ALAT/OBAT KONTRASEPSI PADA JALUR PEMERINTAH  

Berdasarkan survey BKKBN tahun 2005, hasil pendataan keluarga yang dilakukan pada bulan 

September 2005 oleh Badan Keluarga Berencana (BKB) kota Bandung, diperoleh informasi 

bahwa pasangan usia subur (PUS) yang memanfaatkan pelayanan pemerintah proporsinya hanya 

sebesar 24 persen. Data tersebut tidak membedakan karakteristik berdasarkan tahapan keluarga. 

Dan dari hasil survey BKKBN tahun 2006 diperoleh data mengenai pemanfaatan pelayanan jalur 

pemerintah dan swasta yang dibedakan berdasarkan tahapan keluarga pra sejahtera dari Pra-KS, 

KS2, dan KS3+ adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 1. Persentase wanita 15-49 tahun berdasarkan penggunaan tempat pelayanan KB 

                                                             
1 http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSurvey/SDKI/Fertilitas/ASFR/Nasional.aspx  
2
 www.depkes.go.id  (Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI: Situasi dan Analisis Keluarga Berencana).  

3 Syarief, Sugiri. 2015. {ǘǳŘƛǳƳ DŜƴŜǊŀƭŜ ΨYŜǇŜƴŘǳŘǳƪŀƴ Řŀƴ tǊƻƎǊŀƳ YŜƭǳŀǊƎŀ .ŜǊŜƴŎŀƴŀΥ tŜƭǳŀƴƎ Řŀƴ 
Tantangan'. Bogor : Institut Pertanian Bogor.  

http://www.bkkbn.go.id/kependudukan/Pages/DataSurvey/SDKI/Fertilitas/ASFR/Nasional.aspx
http://www.depkes.go.id/
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sumber : Hasil Survey BKKBN 2006 

Pada grafik tersebut, terlihat bahwa pelayanan jalur pemerintah ternyata masih banyak 

dimanfaatkan oleh PUS dari keluarga PraKS sebanyak 67 persen. Semakin tinggi tingkat tahapan 

keluarga, proporsi pemanfaatan jalur layanan pemerintah semakin kecil. Pada kelompok KS2, 

pelayanan jalur pemerintah hanya dimanfaatkan oleh 44 persen PUS, bahkan di kelompok KS3+ 

proporsinya hanya 10 persen. Kecenderungan tersebut dapat dipahami karena kelompok keluarga 

PraKS yang berkeinginan ikut program KB akan sangat tergantung pada biaya layanan yang 

murah, dan tentu saja pelayanan dari pemerintah mereka anggap lebih murah dibandingkan 

dengan pelayanan swasta. Sebaliknya pada KS3+, mereka lebih percaya untuk memakai layanan 

jalur swasta walaupun biayanya relatif agak mahal dibandingkan layanan pemerintah. 

Pelayanan pemerintah pada bidang KB terkesan membutuhkan pengorbanan lain walaupun 

biayanya murah, seperti, harus antri untuk memperoleh layanan sehingga menghabiskan waktu 

yang cukup lama, sementara di jalur swasta lebih cepat dan sifatnya lebih personal. Juga ada 

kesan alat/obat yang tersedia di jalur layanan pemerintah kurang bervariasi sehingga tidak 

banyak pilihan, sedangkan di jalur swasta bisa memilih sesuai dengan kemampuan finansial.  

Tabel 2. Persentase Penduduk Wanita 15-49 Tahun yang Menggunakan  

Pelayanan Pemerintah Berdasarkan Jenis Tempat Pelayanan KB 

Pelayanan Pemerintah Pra KS KS 2 KS 3+ 

PLKB             3,0       
Puskesmas           84,8       83,9         60,0 

RS. Pemerintah              6,1       16,1         40,0 
Safari KB              6,1       

Total          100,0     100,0       100,0 

sumber : hasil survey BKKBN 2006 
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Puskesmas menduduki peringkat pertama yang digunakan oleh pasangan usia subur dalam 

mendapatkan layanan kontrasepsi. Kelompok keluarga PraKS yang memanfaatkan layanan 

puskesmas sebesar 84,8 persen, sementara kelompok KS2 dan KS3+ masing masing sebesar 83,9 

persen dan 60,0 persen. Pengguna layanan pemerintah dengan memanfaatkan puskesmas terlihat 

menurun dengan makin tingginya tahapan keluarga. Di pihak lain penggunaan layanan Rumah 

Sakit Pemerintah menjadi meningkat seiring meningkatnya tahapan keluarga. Puskesmas 

merupakan layanan pemerintah yang bisa diakses dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya 

yang mahal, karena berada tidak jauh dari tempat tinggal peserta KB. Namun barangkali, 

fasilitas yang tersedia di puskesmas untuk melakukan layanan kb dianggap kurang memadai 

jika dibandingkan dengan rumah sakit, sehingga walaupun memerlukan biaya yang lebih besar 

bagi mereka yang mampu lebih menyukai datang ke rumah sakit dengan harapan memperoleh 

layanan yang lebih memadai. 

Di jalur pelayanan swasta, jenis yang banyak dipilih oleh akseptor adalah bidan dan dokter 

yang membuka praktek swasta, sedikit sekali yang memanfaatkan lembaga layanan medis 

non pemerintah seperti poliklinik dan rumah sakit swasta. Walaupun kedua layanan itu banyak 

dipilih, nampaknya ada kecenderungan yang berbeda kalau dibedakan berdasarkan kelompok 

tahapan keluarga. Semakin tinggi tingkat tahapan keluarga maka pemanfaatan layanan bidan 

swasta semakin menurun. Hal sebaliknya terjadi dengan pemanfaatan dokter swasta, semakin 

tinggi tingkat tahapan keluarga semakin banyak yang memanfaatkan layanan dokter swasta. 

Hal ini rupanya sangat berkaitan dengan perbedaan kekuatan ekonomi dari masing masing 

kelompok, sebab layanan dokter swasta biayanya jauh lebih besar ketimbang layanan bidan 

swasta. 

Tabel 3. Persentase Penduduk Wanita 15-49 Tahun yang Menggunakan 

 Pelayanan Swasta Berdasarkan Jenis Tempat Pelayanan KB 

Pelayanan Swasta Pra KS KS 2 KS 3+ 

Apotik 10,3 6,3 5,1 
Bidan Swasta 71,8 42,9 12,9 
Dokter Swasta 12,8 46,0 76,9 
Poliklinik 2,6   
RS Swasta 2,6 4,8 5,1 

Total 100,0      100,0      100,0 
Sumber : hasil survey 2006 
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PENGELOLAAN DAN DISTRIBUSI ALAT/OBAT KONTRASEPSI PADA JALUR 

PEMERINTAH  

Pengelolaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi pada jalur pemerintah di atur dalam 

Peraturan Kepala badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 228 tahun 

2015 tentang Pedoman Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi dalam Program 

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Kerangka manajemen rantai 

pasok dalam mengelola pengadaan alat/obat kontrasepsi pada jalur pemerintah dijalankan atas 

dasar siklus supply chain management, dimulai dari tahapan pengelolaan data kebutuhan, 

analisis data kebutuhan, dan penyusunan rencana kebutuhan. Setelah proses perencanaan 

kebutuhan alat dan obat kontrasepsi disusun, proses pengadaan pun dilakukan, lalu proses 

penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran dijalankan secara terstruktur dengan sistem tersendiri. 

Di setiap siklus, kegiatan pencatatan dan pelaporan/evaluasi selalu dijalankan guna melakukan 

tindakan monitoring dan evaluasi pengadaan alat dan obat kontrasepsi. 

Dalam proses penerimaan, dilaksanakan pemeriksaaan meliputi (1) tanggal kedatangan, (2) jenis 

dan merk kontrasepsi, (3) jumlah (kotak, berat dan volume, unit, dll), (4) harga satuan, (5) 

tanggal pembuatan/tahun produksi, (6) tanggal kadaluarsa, (7) kondisi alat dan obat kontrasepsi, 

(8) sumber dana, (9) nomor batch. Setelah menjalankan proses pemeriksaan, akan disiapkan 

Surat Bukti Barang Masuk (SBBM), kartu barang, kartu persediaan dan buku penerimaan. Proses 

penyimpanan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan penerimaan alat dan obat kontrasepsi, 

dilakukan dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan melalui standarisasi penataan alkon 

berdasarkan sistem FIFO (First in First Out). Terdapat beberapa standar yang perlu diperhatikan 

ketika melakukan proses penyimpanan, misalnya diperlukan standarisasi suhu ruangan seperti 

IUD maksimum 25 derajat celcius, kondom maksimum 25 derajat celcius, PIL maksimum 25ï30 

derajat celcius, Suntikan maksimum 15ï25 derajat celcius, Implant maksimum 15ï25 derajat 

celcius. 

Ada 2 sistem penyaluran (distribusi) alat dan obat kontrasepsi, yaitu Pull Distribution System 

(Request System) dan Push Distribution System (Droping/Non Request System). Push 

Distribution System adalah sistem pendistribusian yang sifatnya terpusat, jadi daerah tidak dapat 

meminta kuantiti alat/obat kontrasepsi ke pusat tetapi pusat yang akan mengalokasikan sejumlah 

alat/obat kontrasepsi ke daerah berdasarkan kemampuan persediaan masing-masing. Perhitungan 

kemampuan stok adalah stok akhir dibagi rata-rata pengeluaran per bulan. Sedangkan Pull 
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Distribution System adalah pendistribusian produk sesuai dengan permintaan daerah dengan 

perhitungan persediaan minimum dan persediaan maksimum. Persediaan minimum dihitung 

berdasarkan rata-rata pengeluaran per bulan dikali waktu yang diperlukan dikali tiga bulan, 

sementara untuk persediaan maksimum dikalikan dua puluh empat bulan.  

Proses pencatatan dan pelaporan menjadi penting dengan tujuan sebagai bahan analisis 

perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, serta pelaksanaan penyaluran alat dan obat 

kontrasepsi dengan metodologi minimum dan maksimum. Manfaat dari adanya proses 

pencatatan pelaporan adalah mengetahui jumlah persediaan di tempat pelayanan (fasilitas 

kesehatan) dengan laporan F/II/KB dan mengetahui jumlah persediaan di setiap gudang 

penyimpanan (F/V/KB). Sistem pelaporan dibagi menjadi empat, yakni (1) tahunan : membuat 

mutasi barang secara kumulatif selama satu tahun serta sisa persediaan pada akhir tahun 

(administrasi), (2) stock opname : menghitung fisik barang dua kali setahun (Juli dan Desember), 

(3) triwulanan : membuat mutasi barang secara kumulatif selama tiga bulanan serta sisa 

persediaan, dan (4) bulanan (laporan gudang F/V/KB): membuat mutasi barang secara kumulatif 

selama satu bulan serta sisa persediaan akhir bulan. 

KONSEP RANTAI PASOKAN  

David A. Revzan (1961) dalam buku lamanya Wholesaling in Marketing Organization 

mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang 

dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Definisi tersebut masih bersifat 

sempit. Istilah barang sering diartikan sebagai suatu bentuk fisik. Akibatnya, definisi ini lebih 

cenderung menggambarkan pemindahan jasa-jasa atau kombinasi antara barang dan jasa. Selain 

membatasi barang yang disalurkan, definisi ini juga membatasi lembaga-lembaga yang ada. 

Definisi lain tentang saluran distribusi ini dikemukakan oleh The American Marketing 

Association dalam websitenya, menekankan tentang banyaknya lembaga yang ada dalam 

aliran/arus barang. Asosiasi tersebut menyatakan bahwa saluran merupakan suatu struktur unit 

organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar 

dan pengecer, melalui mana sebuah komoditi, produk, atau jasa dipasarkan. Definisi kedua ini 

lebih luas dibandingkan dengan definisi yang pertama. Dengan memasukkan istilah struktur, 

definisi ini mempunyai tambahan arti yang bersifat statis pada saluran dan tidak dapat membantu 

untuk mengetahui tentang hubungan-hubungan yang ada antara masing-masing lembaga. 
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Definisi yang lebih luas mengenai saluran distribusi dikemukakan oleh C.Glenn Walters (1997), 

bahwa saluran adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan 

antara pemindahan phisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar 

tertentu. Menurut Philip Kottler (2009), saluran distribusi adalah suatu perangkat organisasi yang 

saling tergantung yang tercakup dalam proses membuat produk atau jasa untuk digunakan dan 

dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis, dan menurut Warren J Keegan (2003), saluran 

distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari 

produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Dari definisi tersebut dapat diketahui 

adanya beberapa unsur penting, yaitu : 

1. Saluran merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang 

mengadakan kerja sama untuk mencapai suatu tujuan. 

2. Karena anggota-anggota kelompok terdiri atas beberapa pedagang dan beberapa agen, maka 

ada sebagian yang ikut memperoleh nama dan sebagian yang lain tidak. 

3. Tujuan dari saluran pemasaran adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Jadi pasar 

merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran 

4. Saluran melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan 

penggolongan produk dan mendistribusikannya. Penggolongan produk menunjukkan jumlah 

dari berbagai keperluan produk yang dapat memberikan kepuasan kepada pasar. 

 

3. METODE PENELITIAN  

DESAIN PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan initial  research dengan survei lapangan dan pendekatan deskriptif yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemakaian dan rantai pasokan alat/obat kontrasepsi dari 

segi jenis dan merk dagang yang diminati masyarakat serta kualitas ketersediaan alat/obat 

kontrasepsi di jalur swasta di Provinsi Jawa Barat. Karena merupakan initial research, maka 

penelitian dilakukan hanya di tiga kota dan tiga kabupaten dengan harapan dapat 

memperlihatkan gambaran awal dari penggunaan alat dan obat kontrasepsi di provinsi Jawa 

Barat.  
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Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif 

yang dilakukan bersifat deskriptif. Penelitian dipusatkan pada fenomena penggunaan alat/obat 

kontrasepsi yang terjadi di masyarakat, dilihat dari faktor demografi, sosial ekonomi, dan 

tahapan berkeluarga. Data dianalisis dan disajikan secara sistematik dan akurat dengan analisis 

persentase dan kecenderungan. Pendekatan kualitatif menekankan analisis proses ketersediaan 

alat dan obat kontrasepsi dengan berfikir secara induktif yang berkaitan dengan kualitas 

penyediaan, pendistribusian, serta pelayanan alat/obat kontrasepsi mulai dari pedagang besar 

farmasi, penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, sampai pengecer alat/obat kontrasepsi di apotik 

dan toko obat. 

POPULASI DAN SAMPEL  

Target responden yang menjadi objek penelitian dikelompokkan menjadi empat responden, yaitu 

1). Pedagang Besar Farmasi (PBF); 2). Penyedia alat/obat kontrasepsi pada fasilitas pelayanan 

kesehatan (klinik, rumah sakit, dan rumah bersalin); 3). Pemasok dan penyedia alat/obat 

kontrasepsi (apotik/toko obat); 4). Pasangan usia subur (suami/istri yang berusia 15-49 tahun).  

Berdasarkan data kependudukan Jawa Barat tahun 2011, bahwa sebanyak 8.670.501 jiwa atau 

18% dari total penduduk Jawa Barat tinggal di kawasan Bandung Raya (Kabupaten Bandung, 

Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi). Ini berarti seperlima penduduk 

Jawa Barat berada di kawasan Bandung Raya, maka dari itu keempat wilayah ini akan dijadikan 

target penelitian yang mewakili provinsi Jawa Barat, yaitu kota Bandung, kota Cimahi, 

kabupaten Bandung, dan kabupaten Bandung Barat. Namun karena keterbatasan birokrasi, 

kabupaten Bandung Barat digantikan dengan kabupaten Purwakarta. Salah satu otonomi daerah 

yang dikatakan berhasil karena program-program pemerintah daerahnya adalah kabupaten 

Purwakarta. Dalam penelitian di kabupaten Purwakarta, dapat diamati bagaimana peran 

pemerintah daerah dalam mengelola pengadaan alat obat kontrasepsi dan bagaimana peran jalur 

swasta dalam melengkapi penyediaan alat/obat kontrasepsi di daerah kabupaten Purwakarta. 

Untuk dua wilayah berikutnya, penelitian dilakukan dikawasan kota dan kabupaten provinsi 

Jawa Barat yang berada di kawasan perbatasan Jawa Barat. Hal ini ditujukan untuk melihat pola 

penggunaan alat/obat kontrasepsi di kawasan perbatasan Jawa Barat. Dari data jumlah 

kependudukan tahun 2011, terlihat salah satu kabupaten yang terletak di perbatasan Jawa Barat 
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dan memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah kabupaten Cirebon, yaitu sebanyak 2.388.562 

jiwa. Berdasarkan pertimbangan ini, kabupaten Cirebon akan dijadikan sebagai salah satu 

wilayah penelitian. Dan untuk melihat pola perbedaaan antara kabupaten dan kota di perbatasan 

Jawa Barat, kota Cirebon akan diambil sebagai salah satu kota penelitian penggunaan alat/obat 

kontrasepsi jalur swasta di Jawa Barat.   

TEKNIK SAMPLING  

Teknik pengambilan sampel dilakukan menggunakan nonprobability sampling. Menurut 

Sugiyono (2012), nonprobability sampling adalah teknik sampling yang tidak memberikan 

peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. 

Metode sampling yang digunakan adalah metode purposive sampling, quota sampling, dan 

incidental sampling yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dari masing-masing target 

responden. Menurut Sugiyono, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Sementara quota sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari 

populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan. Sedangkan 

incidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila 

dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data. 

Target reponden dalam penelitian ini terdiri dari empat kelompok, sebagai berikut : 

1. Responden Pedagang Besar Farmasi (PBF) adalah perusahaan berbentuk badan hukum 

yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat 

dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, hal ini berdasarkan 

ketetapan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011. Teknik 

sampling yang digunakan adalah teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sample 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan untuk sampel PBF adalah accessibility terhadap 

PBF di wilayah penelitian. 

2. Responden Penyedia Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, hal ini 

berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan no. 6 tahun 2013. Responden penyedia fasilitas 

kesehatan jalur swasta dalam penelitian ini yaitu rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, 
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dan bidan/klinik. Teknik sampling untuk responden penyedia fasilitas kesehatan adalah 

teknik purposive dan quota sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

jumlah klien terbanyak di setiap fasilitas kesehatan yang ada, sampai mencapai kuota 

minimum yang ingin dicapai. Faktor pertimbangan lain yang menjadi batasan sampel 

responden ini adalah faktor accessibility terhadap penyedia fasilitas kesehatan yang ada di 

wilayah penelitian.  

3. Responden Apotik  adalah tempat menjual dan kadang membuat atau meramu obat. Teknik 

pemilihan sampel apotik adalah dengan purposive sampling, dan ukuran sampel yang diambil 

berdasarkan tingkat kepentingan/urgensi di wilayah masing-masing. Besarnya sampel akan 

diambil adalah berdasarkan teknik quota sampling, yaitu teknik menentukan sampel yang 

mempunyai ciri-ciri/kriteria tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan dicapai.  Kriteria 

sampel dalam penelitian ini adalah seluruh apotik dan toko obat yang menjual alat dan obat 

kontrasepsi dengan jumlah minimum 10 sampel per wilayah. 

4. Responden Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 

antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami-istri yang istri berumur kurang dari 

15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid. Populasi 

pasangan usia subur adalah semua pasangan usia subur yang di klinik bidan praktek swasta 

dan rumah sakit bersalin. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling 

insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan insidental yang bertemu dengan 

peneliti di klinik swasta dan rumah sakit bersalin. Sampel diambil sejumlah yang dapat 

merepresentasikan semua jenis alat dan obat kontrasepsi, minimum 10 PUS dan maksimum 

30 PUS di setiap sampel penyedia fasilitas kesehatan.  

TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari 

hasil pengumpulan data di lapangan dengan metode survey dan wawancara mendalam. 

Sementara data sekunder didapat langsung dari responden, misalnya data penjualan alat/obat 

kontrasepsi dari pedagang besar farmasi, apotik dan klinik bidan praktek swasta.  Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

1. Studi literature ; dilakukan dalam rangka melihat penelitian-penelitian serupa terdahulu, 

mempelajari data-data sekunder dari responden, dan mengaplikasikan teori-teori dalam 

menganalisis data dan menyusunnya menjadi penelitian yang kohesif.  
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2. Wawancara mendalam; dilakukan kepada seluruh responden dalam rangka melengkapi 

informasi yang akan diperoleh dari kegiatan survey. Wawancara mendalam dilakukan 

sebagai alat verifikasi dalam pengumpulan data sehingga informasi yang diperoleh dapat 

dijadikan kesimpulan yang akurat. 

3. Survey; dilakukan kepada seluruh responden dengan metode kuesioner. Untuk responden 

pedagang besar farmasi, survey dilakukan dengan tujuan memperoleh data tentang 

ketersediaan/pengadaan dan distribusi alat/obat kontrasepsi yang berkualitas.  Untuk 

penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, survey dilakukan untuk memperoleh informasi 

pelayanan alat/obat kontrasepsi melalui jalur swasta. Dan untuk responden pasangan usia 

subur usia 15-49 tahun, survey dilakukan untuk memperoleh data mengenai status 

demografi-sosial ekonomi dan tahapan keluarga yang mengakses alat/obat kontrasepsi jalur 

swasta.   

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari enam wilayah penelitian di provinsi Jawa Barat, data hasil survey lapangan dibagi menjadi 

empat kelompok responden, (1). Responden Pasangan Usia Subur, (2). Responden Apotek dan 

Toko Obat, (3). Responden Penyedia Fasilitas Kesehatan (klinik/bidan praktek swasta), dan (4). 

Pedagang Besar Farmasi. Total sampel penelitian dari empat responden dalam penelitian ini 

ditunjukkan pada tabel 4. Diolah secara total berdasarkan empat kelompok responden, 

pengolahan data dilakukan dengan SPSS dan dianalisa secara deskripsi. 

Tabel 4. Total Responden Penelitian 

Responden 
Kota 

Bandung 

Kota 

Cimahi 

Kota 

Cirebon 

Kabupaten 

Bandung 

Kabupaten 

Purwakarta 

Kabupaten 

Cirebon 
TOTAL 

Pasangan 

Usia Subur 
155 113 99 148 61 88 664 

Apotik 11 10 9 8 9 6 53 

Klinik/Bidan 6 7 1 5 6 6 31 

PBF 3 3 

Sumber : survey lapangan 2015 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 75% PUS pernah mendapatkan informasi 

Mengenai alat/obat kontrasepsi  dan hanya 25% PUS yang tidak pernah mendapatkan informasi 
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mengenai alat/obat kontrasepsi. Informasi ini didapatkan dari berbagai sumber, sumber utama 

informasi  alat/obat kontrasepsi adalah dari fasilitas  kesehatan, melalui bidan praktek swasta, 

puskesmas, dan petugas kesehatan seperti petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), unit 

pelayanan teknis (UPT) KB, dan lain-lain. Ternyata informasi yang didapatkan oleh PUS 

mengenai alat/obat kontrasepsi ini tidaklah lengkap. Hal ini diperlihatkan dari pengakuan PUS 

ketika ditanya apakah mereka mengetahui mengenai kelebihan dan kelemahan masing-masing 

jenis alat/obat kontrasepsi yang ada. 42% PUS tidak mengetahui perbedaan dari kelebihan dan 

kekurangan alat/obat kontrasepsi, 36% PUS hanya mengetahui sedikit informasi mengenai 

kelebihan dan kekurangan alat/obat kontrasepsi, dan hanya 22% PUS yang mengetahui kelebihan 

dan kelemahan setiap jenis alat/obat kontrasepsi. Hal ini memperlihatkan bahwa informasi yang  

diterima PUS mengenai alat/obat kontrasepsi ketika mereka berada di fasilitas kesehatan belum 

cukup terperinci dengan baik sehingga PUS yang pernah mendengar informasi mengenai 

alat/obat kontrasepsi tidak sepenuhnya memahami apa kelebihan dan kekurangan masing-masing 

alat/obat kontrasepsi. 

Sebanyak 77% PUS mengakses alat/obat kontrasepsi secara mandiri pada jalur swasta melalui 

bidan praktek swasta, 14% PUS mengakses alat/obat kontrasepsi secara langsung dengan 

melakukan pembelian di apotek, dan sisanya mengakses alat/obat kontrasepsi secara mandiri di 

rumah sakit, rumah bersalin, dan lainnya. Dalam mengakses alat/obat kontrasepsi di fasilitas 

kesehatan pada jalur swasta ini, 54% PUS menempuh jarak yang cukup dekat dari rumah ke 

tempat fasilitas kesehatan tersebut. 36% PUS perlu menempuh jarak yang tidak terlalu jauh 

namun tidak terlalu dekat juga dari rumahnya ketika akan mendapatkan pelayanan alat/obat 

kontrasepsi secara mandiri pada jalur swasta. Dan hanya 10% PUS yang akses rumahnya cukup 

jauh dari fasilitas kesehatan untuk mendapatkan alat/obat kontrasepsi. 

Dalam memberikan pelayanan alat obat kontrasepsi, fasilitas kesehatan swasta memiliki 

kemampuan pengelolaan persediaan alat/obat kontrasepsi yang cukup baik. Ketika PUS 

membutuhkan alat/obat kontrasepsi, 97% PUS selalu mendapatkan alat/obat kontrasepsi yang 

diperlukan. Bidan Praktik Swasta (BPS) merupakan fasilitas kesehatan yang paling diminati PUS 

dalam mengakses alat/obat kontrasepsi secara mandiri. Apotek sebagai penyedia alat/obat 

kontrasepsi jalur swasta bagi PUS maupun klinik BPS, dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) 

sebagai pemasok alat/obat kontrasepsi yang berasal dari produsen awal alat/obat kontrasepsi. 
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Kesediaan PUS dalam mendapatkan alat/obat kontrasepsi secara mandiri dirasakan tidak menjadi 

beban tambahan rumah tangga namun dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam rumah tangga. 

Ketangkasan BPS dalam melayani akseptor KB mandiri menimbulkan kepercayaan PUS 

terhadap Bidan yang berdampak kepada perasaan nyaman ketika PUS mengakses alat/obat 

kontrasepsi di BPS. Kemampuan PBF, sub-distributor PBF, serta apotek-apotek dalam memasok 

dan menyediakan alat/obat kontrasepsi pada jalur swasta menjadi kunci keberhasilan penggunaan 

alat/obat kontrasepsi pada jalur swasta terutama di provinsi Jawa Barat. 

Dalam menyediakan jenis dan merk alat/obat kontrasepsi, pihak apotek dan BPS memperhatikan 

beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, faktor utama yang menjadi pertimbangan oleh 

pihak apotek dan BPS adalah jenis dan merk yang diminta oleh konsumen. Jadi pihak apotek dan 

BPS menyediakan jenis dan merk alat/obat kontrasepsi berdasarkan permintaan konsumen. 

Konsumen di sini diartikan sebagai akseptor KB yang mengakses alat/obat kontrasepsi di apotek 

dan BPS, dan BPS yang membeli alat/obat kontrasepsi di apotek-apotek untuk dijadikan 

persediaan di klinik mereka. 

Beberapa apotek dan BPS mempertimbangkan faktor lain dalam menyediakan alat/obat 

kontrasepsi di fasilitas kesehatannya, seperti penawaran produk dan harga promosi dari supplier. 

Namun semua penawaran supplier ini disesuaikan dengan tingkat permintaan alat/obat 

kontrasepsi dari konsumen. Jadi dapat dipastikan bahwa alat/obat kontrasepsi yang beredar di 

jalur swasta adalah jenis dan merk yang memang diinginkan oleh konsumen. Merk alat/obat 

kontrasepsi yang beredar pada jalur swasta cukup beragam. 

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENELITIAN  

KESIMPULAN PENELITIAN  

Program Keluarga Berencana termasuk dalam bidang kesehatan, di mana salah satu 

komponennya adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan KB di klinik pemerintah dan 

swasta. Untuk memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan 

Reproduksi perlu dilakukan penyediaan alat dan obat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat. 

Pemerintah daerah perlu merangkul pihak swasta agar dapat turut berpartisipasi dalam 

penyediaan alat dan obat kontrasepsi tersebut. Persyaratan pengadaan alat dan obat kontrasepsi 
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oleh pihak swasta harus memenuhi kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan 

Obat dan Makanan (BPOM). 

Variasi dan kelengkapan jenis alat/obat kontrasepsi yang tersedia pada jalur swasta cukup 

memadai. Hal ini akan memudahkan akseptor KB aktif mandiri dalam mendapatkan alat/obat 

kontrasepsi yang dibutuhkan. Jenis alat/obat kontrasepsi yang paling banyak disediakan oleh 

fasilitas kesehatan apotek dan BPS adalah pil, suntik, dan kondom. Hampir semua apotek dan 

BPS (total 97,62%) menyediakan/menjual pil KB dengan berbagai merk. Apotek dan BPS yang 

menyediakan obat suntik KB mencapai 61,9%. Beberapa fasilitas kesehatan menyediakan IUD 

dan implant namun hanya 42.86% fasilitas kesehatan yang menjual/menyediakan IUD, dan 

hanya 13,1% yang menyediakan implant/susuk. 

Faktor utama yang menjadi pertimbangan oleh pihak apotek dan BPS dalam menyediakan jenis 

dan merk alat/obat kontrasepsi adalah jenis dan merk yang diminta oleh konsumen. Jadi pihak 

apotek dan BPS menyediakan jenis dan merk alat/obat kontrasepsi berdasarkan permintaan 

konsumen. Beberapa apotek dan BPS mempertimbangkan faktor lain dalam menyediakan 

alat/obat kontrasepsi di fasilitas kesehatannya, seperti penawaran produk dan harga promosi dari 

supplier. Namun semua penawaran supplier ini disesuaikan dengan tingkat permintaan alat/obat 

kontrasepsi dari konsumen. Jadi dapat dipastikan bahwa alat/obat kontrasepsi yang beredar di 

jalur swasta adalah jenis dan merk yang memang diinginkan oleh konsumen. 

Faktor yang dijadikan pertimbangan utama dalam memilih supplier alat/obat kontrasepsi adalah 

ketersediaan alat/obat kontrasepsi yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen. 

Disamping itu, pertimbangan lain adalah ketersediaan dan ketepatan pelayanan yang diberikan 

oleh supplier. Jika pelayanan yang dilakukan supplier baik, maka apotek dan BPS akan langgeng 

bekerjasama dalam hal pengadaan alat/obat kontrasepsi. Namun, jika tingkat pelayanan supplier 

kurang memadai/lama, maka BPS akan melakukan pembelian mandiri secara langsung ke 

apotek-apotek terdekat. Hal ini dilakukan oleh BPS dengan tujuan agar persediaan alat/obat 

kontrasepsi di BPS tetap terjaga dan tidak sampai kosong. Beberapa apotek dan BPS 

mempertimbangkan faktor harga yang diberikan oleh supplier terhadap alat/obat kontrasepsi 

yang dipasok. Jika ada beberapa supplier menawarkan harga alat/obat kontrasepsi, maka pihak 

apotek akan memilih supplier yang memberikan tawaran harga alat/obat kontrasepsi yang paling 
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rendah. Faktor hubungan baik yang telah dibangun dengan supplier juga menjadi pertimbangan 

dalam memilih supplier alat/obat kontrasepsi. Ketika hubungan baik sudah terbangun, maka 

pihak supplier akan berusaha memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan alat/obat 

kontrasepsi. 

REKOMENDASI PENELITIAN  

Peran pemerintah daerah menjadi salah satu penggerak paling strategis dalam mengarahkan 

pasangan usia subur ke dalam program keluarga berencana, maka pengembangan softskill para 

aparat daerah dan petugas kesehatan dalam hal berkomunikasi, pendekatan kepada masyarakat, 

memberikan penjelasan yang dibutuhkan masyarakat menjadi peran utama dalam 

merepresentasikan kehadiran pemerintah daerah terhadap warganya. Bentuk peningkatan 

softskill dapat berupa pelatihan bagi petugas lini lapangan (UPT, PLKB, Pos KB),  tenaga medis 

(bidan, asisten bidan, dokter), serta pelatihan hardskill dalam hal reporting dan recording kinerja 

KB. 

Hal yang sangat strategis dalam pemberian pelayanan yang berkualitas adalah kemampuan 

mengidentifikasi demand alat/obat kontrasepsi dari klien atau calon/peserta KB. Kasus yang 

banyak terjadi di lapangan terkait pelayanan mengenai alat/obat kontrasepsi adalah; 1) 

banyaknya keluhan terhadap alat/obat kontrasepsi yang digunakan tidak sesuai dengan keinginan 

peserta KB; 2) minimnya pemahaman akseptor miskin tentang alat/obat kontrasepsi; dan 3) 

memperhatikan karakteristik penggunaan alat/obat kontrasepsi yang ideal, maka kemampuan 

mendistribusikan alat/obat kontrasepsi yang akurat adalah kemampuan untuk menyediakan 

alat/obat kontrasepsi sesuai permintaan yang rasional. Permintaan alat/obat kontrasepsi yang 

rasional misal dengan pertimbanganïpertimbangan terhadap usia, jumlah anak, kondisi 

ekonomi, kesehatan, jangkauan tempat tinggal, kemudahan akseptor mendatangi tempat 

pelayanan KB. Di samping itu, berdasarkan survei lapangan, kemampuan untuk memetakan 

demand alat/obat kontrasepsi dengan akurat masih belum dimiliki.  Oleh karena itu, diperlukan 

penyempurnaan sistem pengaturan demand dan supply alat/obat kontrasepsi. 

Program-program pemerintah daerah yang berkaitan dengan KB perlu disinergikan dengan 

program-program BKKBN khususnya dalam hal pengadaan alat/obat kontrasepsi sehingga 

pengadaan alat/obat kontrasepsi di jalur swasta pun dapat disinergikan dengan program BKKBN 

dan program pemerintah daerah setempat. Misalnya, jika pemerintah daerah mengadakan 

program KB gratis untuk alat/obat kontrasepsi suntik, maka pengadaan BKKBN untuk alat/obat 
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kontrasepsi suntik bisa diminimalisir dan pengadaan IUD serta IMPLANT diarahkan di fasilitas 

kesehatan bidan praktek swasta. 

 Ketersediaan data kinerja KB melalui laporan FII merupakan database bagi perencanaan 

pengadaan alat/obat kontrasepsi baik di jalur pemerintah maupun jalur swasta. Maka dari itu, 

perlu dibangun sebuah database yang akurat dan terintegrasi dari tingkat daerah sampai ke pusat. 

Database ini dapat berguna untuk memotret fakta dan kebutuhan KB di lapangan sehingga 

perencanaan dan penganggaran menjadi lebih efektif dan efisien. 

Saluran distribusi PBF belum mampu mendistribusikan alat/obat kontrasepsi sampai ke fasilitas 

kesehatan yang berada di pelosok kabupaten kota, namun fasilitas kesehatan yang berada di 

tempat terpencil ini memiliki kemampuan Proactive Purchasing langsung ke apotek-apotek yang 

mereka bisa jangkau. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan bidan praktek swasta dalam 

mengelola persediaan dan pembelian alat/obat kontrasepsi secara mandiri dengan cara pemberian 

pelatihan mengenai pengelolaan persediaan alat/obat kontrasepsi yang baik sehingga service 

level terhadap akseptor KB dapat terjaga dengan baik. Dari sisi pemasok,  PBF perlu 

meningkatkan saluran distribusi dengan membuat sub-distributor untuk menjangkau 

pendistribusian alat/obat kontrasepsi ke daerah-daerah yang tidak terjangkau secara langsung 

oleh rantai distribusi yang sudah ada. 

KETERBATASAN PENELITIAN  

Hasil penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi keseluruhan kabupaten/kota di 

Jawa Barat karena keterbatasan sumber daya, terutama dalam hal waktu yang tersedia dalam 

menjalankan penelitian. Diharapkan kondisi di enam kabupaten/kota lokasi penelitian ini dapat 

dijadikan referensi gambaran umum  jenis alat dan obat kontrasepsi yang beredar di  jalur swasta. 

Pada penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat direplikasikan pada sampel yang lebih besar 

sehingga hasil penelitian dapat lebih merepresentasikan penggunaan alat/obat kontrasepsi jalur 

swasta pada sebuah provinsi di Indonesia. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui klasifikasi material berdasarkan pergerakan 

suatu item dengan menggunakan average stay dan consumption rate sebagai parameternya, dan . 

selisih total biaya persediaan dengan metode perusahaan dan dengan menggunakan metode 

usulan. Metode penelitian adalah studi kasus dengan menggunakan data sekunder persediaan di 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area Bandung. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi dengan menggunakan fast moving, slow 

moving, non moving (FSN) analysis menyatakan bahwa dari 225 jenis material yang ada, 81% 

material termasuk dalam slow moving item, dan sebanyak 123 material slow moving item ini 

tidak mengikuti pola distribusi apapun. Sementara pendekatan tchebycheff menghasilkan 

kuantitas pesan optimum untuk 10 dari 13 material yang diteliti. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan adanya efisiensi total biaya persediaan sebesar 62.62% yaitu dari Rp86,688,353.19 

menjadi Rp32,407,662.64. 

 

Kata Kunci : FSN analysis, Pendekatan tchebycheff, Pengendalian persediaan 

 

1. PENDAHULUAN  

Pengendalian persediaan merupakan satu hal penting yang dilakukan oleh perusahaan 

guna mencegah terjadinya overstock atau understock. Pengendalian terhadap persediaan 

tergantung pada karakteristik persediaan tersebut, karena dengan karakter item yang berbeda 

pengendaliannya pun akan berbeda. Karakteristik item persediaan dapat dilihat dari beberapa hal, 

salah satunya adalah dari pergerakan item dalam persediaan, terdapat item yang bergerak cepat, 

lambat, atau tidak bergerak sama sekali. 

mailto:umi.kaltum@gmail.com
mailto:ulfah.pramudya@gmail.com
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Perusahaan cenderung berfokus pada pengendalian persediaan item yang bergerak cepat, 

karena perubahan yang terjadi sangat cepat sehingga dapat menimbulkan overstock ataupun 

understock. Namun, bukan hanya item yang bergerak cepat saja yang dapat menimbulkan 

masalah, persediaan dengan item yang bergerak lambat pun memiliki kemungkinan terjadinya 

understock dan overstock. Hal ini terjadi pula di PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat Area 

Bandung. 

Pada tahun 2015 PT PLN Area Bandung memiliki 225 jenis material dalam 

persediaannya, dari 225 jenis material yang ada, beberapa diantaranya memiliki permintaan yang 

tidak menentu dan juga mengalami kelebihan persediaan, berikut data 10 jenis persediaan 

material yang ada di PT PLN Area Bandung. 

Tabel 1.1ðPersediaan Material PT PLN Area Bandung Tahun 2015 

Nomor 

Material 
Nama Material Satuan 

Persediaan 

Awal 

Mutasi 

Masuk 

Mutasi 

Keluar 

Persediaan 

Akhir 

2050096 CT;380/220V;RING;100/5A;0.5;5VA;P B 9 0 3 6 

2050322 CT;20kV;K;20/5A;0.2;15VA;ID B 0 15 9 6 

2050456 CT;20kV;K;300/5A;0.5;30VA;OD B 21 0 3 18 

3120060 CABLE PWR ACC;LINK 25X25mm B 4514 0 200 4314 

3120161 
CABLE PWR ACC;CABLE SHOE AL-CU 1H 

240mm2 
B 64 0 30 34 

3250016 MCB;220/250V;1P;50A;50Hz; B 4 251 39 216 

3280190 
CONN;0.6/1kV;CCO;AL;25-35/25-

35mm2;PRS; 
B 0 3000 108 2892 

3280196 
CONN;0.6/1kV;CCOA;AL;10-16/50-

70mm2;PRS; 
B 8760 0 75 8685 

2090027 LA;20-24kV;K;5kA;RUBBER;;27kV B 69 1312 1377 4 

2050245 CT;20kV;K;20-40/5-5A;0.2;10VA;ID B 0 3 0 3 

Sumber: Gudang PT PLN Area Bandung 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi penumpukan di persediaan akhir pada 

beberapa material, seperti yang terjadi pada material dengan nomor 3120060, hal ini dapat 

mengakibatkan tingginya biaya pengendalian persediaan. Namun, ada juga material yang 

memiliki pergerakan cepat seperti material dengan nomor 2090027. Pengklasifikasian  apakah 

material termasuk dalam slow moving item atau tidak, tidak terlepas dari penggunaan material 

tersebut. Tabel 1.2 menampilkan data permintaan material selama periode Januari 2015ð

Desember 2015. 
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Tabel 1.2ðPermintaan Material PT PLN Area Bandung Tahun 2015 

Nomor 

Material 
Nama Material Satuan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des 

2050096 
CT;380/220V;RING;100/5A;

0.5;5VA;P 
B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2050322 
CT;20kV;K;20/5A;0.2;15VA;

ID 
B 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 3 

2050456 
CT;20kV;K;300/5A;0.5;30V

A;OD 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

3120060 
CABLE PWR ACC;LINK 

25X25mm 
B 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 

3120161 
CABLE PWR ACC;CABLE 

SHOE AL-CU 1H 240mm2 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 

3250016 
MCB;220/250V;1P;50A;50H

z; 
B 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0 25 

3280190 
CONN;0.6/1kV;CCO;AL;25-

35/25-35mm2;PRS; 
B 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 

3280196 
CONN;0.6/1kV;CCOA;AL;1

0-16/50-70mm2;PRS; 
B 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 

2090027 

LA;20-

24kV;K;5kA;RUBBER;;27k

V 

B 58 38 220 87 39 90 72 102 267 161 63 180 

2050245 
CT;20kV;K;20-40/5-

5A;0.2;10VA;ID 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumber: Gudang PT PLN Area Bandung 

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa permintaan material di PT PLN Area Bandung 

memiliki pola yang beragam. Beberapa diantaranya memiliki permintaan yang berkelanjutan 

(continuous) sepanjang tahun, namun dapat dilihat pula material lainnya memiliki permintaan 

yang tidak terlalu sering (Intermittent) dalam satu tahun seperti material dengan nomor 3250016 

yang hanya memiliki permintaan di bulan Agustus, Oktober, dan Desember saja. 

Adanya slow moving item di PT. PLN Area  Bandung ini dapat menimbulkan kelebihan 

persediaan. Kelebihan persediaan yang bergerak lambat ini dikarenakan oleh beberapa hal, 

seperti kesalahan peramalan kebutuhan material, permintaan yang intermittent sehingga sulit 

melakukan penentuan jumlah kuantitas pemesanan optimal, selain itu material yang ada di PT 

PLN erat kaitannya dengan teknologi, karena saat ini perkembangan teknologi semakin cepat 
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sehingga hal ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya keusangan atau material yang 

tertinggal teknologi, dan ketika difungsikan sebagai spare part sudah tidak sesuai lagi.  

Penumpukan material bersifat lambat ini diduga akan merugikan perusahaan karena akan 

memperbesar biaya penyimpanan di gudang dan mengakibatkan Inventory Turnover (ITO) 

menjadi lambat.  

Keberadaan material-material yang bergerak lambat seperti ini tentu menjadi perhatian 

bagi PT. PLN. Material harus diklasifikasikan dengan jelas sehingga dapat ditentukan 

pengendalian persediaan terbaik untuk setiap item untuk menghindari terjadinya overstock. Slow 

moving item yang memiliki pergerakan sedikit memungkinkan dihapuskan dari persediaan agar 

biaya pengendalian persediaan menjadi efisien. Namun penghapusan material dari persediaan 

tidak mudah karena proses administrasi yang lama dan status PT. PLN sebagai BUMN 

mengharuskan pertanggungjawaban yang sangat rigit. Namun secara teoritis, pengklasifikasian 

dan pengendalian slow moving item harus dilakukan sedini mungkin agar tidak terjadi dan 

efisiensi biaya pengendalian persediaan dapat tercapai. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui klasifikasi persediaan berdasarkan FSN 

Analysis, pengendalian persediaan yang saat ini diterapkan, kuantitas pemesanan yang ekonomis 

dan total biaya persediaan di PT PLN area Bandung. 

I. KAJIAN TEORI  

A. Pengendalian Persediaan 

Persediaan adalah stok barang yang disimpan oleh sebuah organisasi untuk memenuhi  

permintaan pelanggan internal ataupun eksternal, Taylor  dan Russel (2014 : 427). 

Pengendalian persediaan yang baik sangat penting untuk dilakukan, karena seperti yang 

dikatakan Baroto (2002 : 52) bahwa ñmayoritas perusahaan melibatkan investasi besar pada 

aspek ini. Hal ini merupakan dilema bagi perusahaanò. Dilema bagi perusahaan dikarenakan 

persediaan itu jika terlalu banyak akan menimbulkan biaya pengendalian yang besar tetapi jika 

terlalu sedikit maka dapat mengakibatkan stock out. 

Pengendalian persediaan yang baik dapat menghindarkan perusahaan dari kelebihan 

ataupun kekurangan stock. Pengendalian persediaan menurut Herjanto  (2009 : 226) adalah 

serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, 
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kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan dan berapa besar pesanan harus 

diadakan. Pengendalian persediaan menentukan dan menjamin tersediannya persediaan yang 

tepat dalam kuantitas dan waktu yang tepat. 

B. Slow Moving Item 

Karakteristik setiap material berbeda-beda dimana hal tersebut akan memengaruhi 

kebijakan pengendaliannya. Mohammed, et al (2014 : 199) menyatakan bahwa dalam inventory 

control perbedaan dibagi menjadi fast moving item dan slow moving item. 

Slow moving item, adalah item yang tidak terlalu sering diperlukan dan penggunaanya 

tidak pasti, dapat dikatakan pergerakan dari slow moving item hanya satu atau dua kali dalam 

satu tahun (Parm Vart, 2014  : 175). Pendapat ini didukung oleh pendapat Haddock J., N.T. 

Iyer, A. Nagar yang dikutip dalam jurnal yang ditulis oleh Albena Iossifova, Kevin Sobczak, 

Scott Albert, Albert Newburn (2009) yang menyatakan bahwa slow moving item adalah item 

dalam persediaan yang memiliki permintaan yang sangat kecil baik dari besaran pesanan maupun 

jumlah pesanan setiap periodenya. 

Permintaan merupakan salah satu hal yang menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah 

sebuah item termasuk dalam slow moving item atau tidak. Umay Uzunoglu (2012) dalam 

jurnalnya menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat sebuah permintaan acak adalah 

adanya urutan nilai nol dalam serangkaian permintaan. Item yang tidak sering diminta, yang 

diketahui sebagai slow moving item, memiliki presentase permintaan dengan nol yang tinggi. 

Mengacu pada pengertian di atas, disimpulkan bahwa slow moving item adalah item yang 

memiliki permintaan kecil dalam satu periode. Jumlah permintaan akan berbeda-beda tergantung 

pada perusahaan dan jenis usaha yang dijalankan. 

C. Selective Control 

Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam mengelola persediaan adalah dengan 

melakukan analisis untuk pengklasifikasian berdasarkan kriteria tertentu. Proses pengendalian ini 

disebut pengendalian selektif. Menurut Chitale dan Gupta (2014 : 196) pengendalian selektif 

terbagi menjadi sembilan kategori, yaitu ABC analysis, HML analysis, VED analysis, SDE 

analysis, GOLF analysis, SOS analysis, XYZ analysis, MUSIC-3D analysis, dan FSN analysis. 
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FSN analysis menggunakan analisis pergerakan untuk menjadi dasar bagi klasifikasinya. 

Klasifikasi item dalam FSN analysis dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu F (Fast Moving Item), S 

(Slow Moving Item) dan N (Non-Moving Item) (Parm Vart, 2014 : 175). 

 

D. Pendekatan Tchebycheff 

Inventori tak tentu adalah sistem inventori di mana karakteristik fenomenanya tidak 

diketahui secara lengkap, atau secara statistik karakteristik parameter populasinya diketahui 

hanya sebagian, Bahagia (2006 : 207). Inventori tak tentu dapat terjadi karena permintaan yang 

tidak beraturan atau karena lead time pengadaan barang yang tidak dapat diprediksi dengan 

akurat. 

Secara statistik, dalam inventori tak tentu ditandai dengan tidak diketahuinya nilai 

ekspektasi, nilai variansi, dan atau pola distribusi kemungkinannya. 

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi fenomena yang penuh 

ketidakpastian yang ditandai dengan minimnya informasi yang dimiliki adalah dengan 

melakukan pendekatan tchebyceff. 

Pendekatan tchebyceff dilakukan untuk inventori tak tentu murni, yaitu inventori di mana 

informasi mengenai permintaan diketahui hanya sebagian saja atau sama sekali tidak diketahui 

karakteristik parameter populasinya (Bahagia, 2006 : 208). 

Pendekatan tchebyceff akan menghasilkan lot pemesanan (Q) untuk material yang 

memiliki informasi yang sangat minim, seperti material yang memiliki pergerakan lambat. 

Material yang memiliki pergerakan lambat dengan nilai nol yang besar sulit dilakukan 

perhitungan karena data yang dimiliki sangat sedikit. 

III.  METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan pengolahan data sekunder 225 

jenis material yang dikelola oleh PT PLN Area Bandung pada tahun 2015. Data dianalisis 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menganalisis setiap material menggunakan FSN analysis berdasarkan kepada nilai 

Average Stay dan Consumption Rate dengan  rumus: 
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Ὕέὸὥὰ ὍίίόὩ ὗόὥὲὸὭὸώ

Ὕέὸὥὰ ὖὩὶὭέὨ ὈόὶὥὸὭέὲ
 

Hasil dari perhitungan average stay dan consumption rate kemudian digabungkan untuk 

memperoleh klasifikasi akhir dari FSN analysis terhadap 225 jenis material yang ada.  

b. Melakukan uji normalitas dengan metode Shapiro Wilk dan melakukan uji kecocokan 

distribusi dengan metode Anderson Darling. 

c. Mengetahui pengendalian persediaan terhadap material dengan metode yang digunakan 

perusahaan saat ini. 

d. Melakukan perhitungan terhadap biaya pengendalian persediaan yang saat ini diterapkan 

PT. PLN Area Bandung. Biaya tersebut meliputi biaya pemesanan dan penyimpanan. 

- Biaya Pemesanan = B. Telepon + B. Internet + B. Adm. + B. Fax 

- Biaya Penyimpanan = B. Gudang + B. Pemeliharaan + Opportunity Cost + Gaji  

       Karyawan + B. Keamanan + Cleaning Service 

- Total Biaya Penyimpanan = Biaya Pemesanan + Biaya Penyimpanan 

e. Menganalsis jumlah kuantitas pemesanan yang optimum (Q) menggunakan pendekatan 

tchebycheff untuk periode Tahun 2015, yaitu dengan rumus: 

ὗ  z ‗ Ὧί 

Dengan 

Ὧ  
ς ὅ

ὧ ὼ ί
 

Keterangan: 

ɚ  = Rata-rata permintaan per tahun 

Ὧ = Koefisien 

ὧ = Nilai atau harga material per unit 

ί = Standar deviasi permintaan per tahun 

ὅ = Biaya kekurangan persediaan  
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f. Menghitung biaya persediaan dengan menggunakan metode usulan, yaitu dengan rumus: 

Ὕὅ  
Ὓ

ὗ
Ὀ
Ὄ

ς
ὗ 

Keterangan: 

Ὓ = Biaya pesan 

Ὀ = Permintaan per tahun 

ὗ = Kuantitas setiap kali pesan 

 Ὄ = Biaya simpan 

 

IV.  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

A. Klasifikasi Persediaan Berdasarkan FSN Analysis 

Analisis dengan menggunakan klasifikasi FSN analysis dilakukan pada seluruh material 

yang ada di gudang. Hasil akhir dari FSN analysis ditampilkan dalam diagram berikut: 

 

Gambar 4.1ðKlasifikasi akhri FSN analysis 

Sumber: Hasil Olahan Data 

Mengacu pada Gambar 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa dari 225 jenis material yang 

dikelola oleh PT PLN Area Bandung pada tahun 2015, sebanyak 183 material atau sebanyak 
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Non Moving Item 36
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81% merupakan material yang memiliki pergerakan lambat dan hanya 6 jenis material yang 

memiliki pergerakan cepat serta 36 material tidak bergerak. 

B. Klasifikasi Berdasarkan Uji Normalitas dan Kecocokan Distribusi 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas dilakukan dengan metode spahiro-wilk pada software SPSS. Hasil dari uji 

normalitas adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2ðUji Normalitas 

Sumber: Hasil Olahan Data 

 

Mengacu pada Gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 166 atau sebanyak 

90.71% material tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu terhadap 166 jenis material ini 

dilakukan uji kecocokan distribusi untuk mengetahui distrbusi yang paling mendekatinya dengan 

menggunakan metode Anderson Darling. 
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Gambar 4.3ðUji Kecocokan Distribusi 

Sumber: Hasil Olahan Data 

 

Mengacu pada uji kecocokan distribusi dapat diketahui bahwa dari 166 jenis material 

yang diteliti, sebanyak 123 jenis material tidak memiliki distribusi apapun.  

Berdasarkan kepada klasifikasi FSN analysis serta Uji Normalitas &  Uji Kecocokan 

Distribusi maka dipilih 13 jenis material secara acak untuk diteliti lebih lanjut dengan kriteria 

bahwa ia tergolong dalam slow moving item dan tidak mengikuti pola distribusi apapun. Material 

yang diteliti adalah: 

 

Tabel 4.1 

No. 
Nomor 

Material 
Nama Material Satuan 

1 2050484 CT;380/220V;RING;400/5A;0.5;10VA;P B 

2 3060279 COND ACC;JOINT ALCU 50-95mm2 INSUL B 

3 3130065 JOINT;1kV;AL-CU;50-70mm2;;1P;PRS B 

4 3280134 CONN;20kV;CIRCLE;AL;70-150mm2;PRS; B 

5 3280190 
CONN;0.6/1kV;CCO;AL;25-35/25-

35mm2;PRS; 
B 

6 2050835 CT;20kV;K;10/5-5A;0.2S;10VA;ID B 

7 2050322 CT;20kV;K;20/5A;0.2;15VA;ID B 

8 2070042 PT;20kV;K;;20000/V3-100/V3;0.5;100VA;ID B 

9 3200005 CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 20A B 

10 3250016 MCB;220/250V;1P;50A;50Hz; B 

11 4120047 BOX;APPI+SOCKET;ST PLATE 2mm; B 

123 
34 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

0 20 40 60 80 100 120 140

Uji Kecocokan Distribusi 

Poisson Pareto 2 Neg. Binomial

Log Pearson 3 Exponential Cauchy

Gamma Geometric Distribusi Acak
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12 4120037 
BOX;kWH E;ST PLATE 

1.2mm;400X188X358mm 
B 

13 3250032 MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB B 

Sumber: SAP PT PLN Area Bandung 

C. Pengendalian Persediaan di PT PLN Distribusi Jawa Barat Area Bandung 

Pada tahun 2015 perusahaan mengelola 225 jenis material dalam persediaannya dengan 

menggunakan sistem yaitu SAP, sehingga alur keluar masuk dari material dapat dilihat dan 

terkontrol sepanjang waktu. 

Saat ini perusahaan masih berfokus pada pengendalian persediaan untuk material yang 

memiliki harga tinggi seperti Trafo. Sementara, material lain yang memiliki harga tidak terlalu 

tinggi kurang mendapat perhatian khusus dalam pengendalian persediaan, sehingga 

menyebabkan terjadinya penumpukan persediaan untuk beberapa material. 

Perusahaan saat ini menetapkan kebijakan adanya transfer material antar area dengan 

harapan perusahaan tidak perlu memesan dalam jumlah banyak dan menyimpan barang terlalu 

lama. PT PLN secara periodic melakukan stock opname untuk memeriksa kondisi material dan 

mencegah terjadinya perbedaan kuantitas secara fisik dan dalam sistem yang saat ini masih 

terjadi untuk beberapa material. Stock opname dilakukan sebanyak enam kali dalam satu tahun. 

Berdasarkan data sekunder biaya pengendalian persediaan perusahaan pada tahun 2015, 

perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp 86,688,353.19 

D. Kuantitas Pemesanan Optimal dengan Pendekatan Tchebycheff 

Perhitungan kuantitas pesan optimal dengan pendekatan tchebycheff dilakukan hanya 

pada 10 jenis material dari 13 material yang diteliti. Hal ini dikarenakan 3 jenis material lainnya 

tidak memiliki pemesanan pada tahun 2015. Hasil dari perhitungan dengan pendekatan 

tchebycheff ditampilkan dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.3ðKuantitas Pemesanan Optimal dengan Pendekatan Tchebycheff 

Nomor 

Material 
Nama Material Satuan Q 

2050484 CT;380/220V;RING;400/5A;0.5;10VA;P B 4 

3060279 COND ACC;JOINT ALCU 50-95mm2 INSUL B 8 

3130065 JOINT;1kV;AL-CU;50-70mm2;;1P;PRS B 13 

3280134 CONN;20kV;CIRCLE;AL;70-150mm2;PRS; B 97 

3280190 CONN;0.6/1kV;CCO;AL;25-35/25-35mm2;PRS; B 18 

2050835 CT;20kV;K;10/5-5A;0.2S;10VA;ID B 2 

2050322 CT;20kV;K;20/5A;0.2;15VA;ID B 1 

2070042 PT;20kV;K;;20000/V3-100/V3;0.5;100VA;ID B 1 

3200005 CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 20A B 14 

3250016 MCB;220/250V;1P;50A;50Hz; B 7 

Sumber: Hasil Olahan Data 

Tabel 4.3 menampilkan kuantitas pemesanan optimum untuk 10 jenis material yang 

diteliti, berdasarkan perhitungan ini maka selanjutnya dapat dihitung total biaya persediaan 

usulan. 

Mengacu kepada hasil perhitungan kuantitas pemesanan optimum dengan pendekatan 

tchebycheff maka dapat diketahui biaya persediannya, yang terdiri dari biaya pemesanan dan 

biaya penyimpanan. Total biaya persediaan usulan untuk PT PLN Area Bandung Tahun 2015 

adalah Rp32,407,662.6 

E. Perbandingan Total Biaya Persediaan Aktual dan Usulan PT PLN Area Bandung 

Tahun 2015 

Berdasar kepada perhitungan kuantitas pemesanan optimum dengan pendekatan 

tchebycheff maka diperoleh biaya pemesanan usulan dan biaya penyimpanan usulan. 

Perbandingan antara biaya usulan dengan biaya aktual dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5ðPerbandingan Biaya Persediaan Aktual dan Usulan PT PLN Area Bandung Tahun 

2015 

Nomor 

Material 
Nama Material Satuan 

Biaya Pemesanan (Rp) Biaya Penyimpanan (Rp) Total Biaya Persediaan (Rp) 

Aktual Usulan Aktual Usulan Aktual Usulan 

2050484 CT;380/220V;RING;400/5A;0.5;10VA;P B 50,923.00 356,461.00 22,751,964.31 107,829.21 22,802,887.31 464,290.21 

3060279 
COND ACC;JOINT ALCU 50-95mm2 

INSUL 
B 50,923.00 305,538.00 4,282,311.95 24,969.75 4,333,234.95 330,507.75 
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3130065 JOINT;1kV;AL-CU;50-70mm2;;1P;PRS B 50,923.00 407,384.00 3,975,086.12 36,597.82 4,026,009.12 443,981.82 

3280134 
CONN;20kV;CIRCLE;AL;70-

150mm2;PRS; 
B 50,923.00 509,230.00 4,345,517.35 104,594.34 4,396,440.35 613,824.34 

3280190 
CONN;0.6/1kV;CCO;AL;25-35/25-

35mm2;PRS; 
B 50,923.00 305,538.00 4,719,772.16 14,688.09 4,770,695.16 320,226.09 

2050835 CT;20kV;K;10/5-5A;0.2S;10VA;ID B 101,846.00 458,307.00 8,711,434.83 725,952.90 8,813,280.83 1,184,259.90 

2050322 CT;20kV;K;20/5A;0.2;15VA;ID B 101,846.00 305,538.00 4,349,002.86 362,416.91 4,450,848.86 667,954.91 

2070042 
PT;20kV;K;;20000/V3-

100/V3;0.5;100VA;ID 
B 50,923.00 305,538.00 3,868,610.20 386,861.02 3,919,533.20 692,399.02 

3200005 CUT OUT ACC;FUSE LINK 20kV 20A B 50,923.00 407,384.00 1,321,461.60 35,577.81 1,372,384.60 442,961.81 

3250016 MCB;220/250V;1P;50A;50Hz; B 101,846.00 305,538.00 771,983.00 12,508.98 873,829.00 318,046.98 

4120047 BOX;APPI+SOCKET;ST PLATE 2mm; B - - 1,026,883.84 1,026,883.84 1,026,883.84 1,026,883.84 

4120037 
BOX;kWH E;ST PLATE 

1.2mm;400X188X358mm 
B - - 12,036,071.81 12,036,071.81 12,036,071.81 12,036,071.81 

3250032 MCB;380/440V;3P;63A;50Hz;MCCB B - - 13,866,254.16 13,866,254.16 13,866,254.16 13,866,254.16 

   
661,999.00 3,666,456.00 86,026,354.19 28,741,206.64 86,688,353.19 32,407,662.64 

Sumber: Hasil Olahan Data 

Tabel 4.5 menampilkan perbandingan biaya persediaan aktual dan usulan. Pada tabel 

tersebut dapat dilihat adanya perubahan berupa kenaikan & penurunan biaya, namun untuk 

material dengan nomor 4120047, 4120037, dan 3250032 tidak mengalami perubahan apapun, hal 

ini dikarenakan pada tahun 2015 material tersebut tidak memiliki pemesanan. 

Perubahan dapat dilihat dari biaya pemesanan. Pada biaya pemesanan dapat dilihat bahwa 

terdapat kenaikan biaya dari Rp661,999.00 menjadi Rp3,666,456.00, hal ini terjadi dikarenakan, 

jika dengan metode usulan perusahaan tidak memesan dalam jumlah besar melainkan dengan 

kuantitas yang paling optimal yang menyebabkan frekuensi pemesanan bertambah. Namun 

meskipun terjadi kenaikan pada biaya pemesanan, terjadi penurunan biaya penyimpanan pada 10 

jenis material yang diteliti. Penurunan terjadi sebesar Rp57,285,147.55, yaitu dari 

Rp86,026,354.19 menjadi Rp28,741,206.64. Secara total terdapat penurunan biaya persediaan 

sebesar Rp54,280,690.55 yaitu dari Rp86,688,353.19 menjadi Rp32,407,662.64. Hal ini 

menandakan bahwa perusahaan dapat menerapkan pendekatan ini untuk mendapatkan efisiensi 

biaya persediaan. 
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V. KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Mengacu pada FSN analysis yang dilakukan maka diketahui bahwa dari 225 jenis 

material yang dikelola oleh PT PLN (Persero) Area Bandung, 6 material termasuk fast 

moving item, 183 material termasuk slow moving item, dan 36 material termasuk non-

moving item. 

2. Pengendalian yang saat ini dilakukan perusahaan adalah masih berprioritas pada material 

dengan harga tinggi dan juga membuat kebijakan adanya transfer material antar kantor 

area sehingga diharapkan perusahaan tidak perlu menyimpan persediaan dalam jumlah 

banyak. Namun, target tersebut belum dapat dicapai karena tidak adanya perhitungan 

kuantitas pesan optimal sehingga terjadi overstock. 

3. Penggunaan pendekatan tchebycheff menghasilkan kuantitas pemesanan optimal untuk 10 

jenis material dari 13 jenis material yang diteliti, besar kuantitas pemesanan optimum 

untuk masing masing material adalah: (1) Material no. 2050484 adalah 4 buah, (2) 

Material no. 3060279 adalah 8 buah, (3) Material no.  3130065 adalah 13 buah, (4) 

Material 3280134 adalah 97 buah, (5) Material no. 3280190 adalah 18 buah, (6) Material 

no. 2050835 adalah 2 buah, (7) Material no. 2050322 adalah 1 buah, (8) Material no. 

2070042 adalah 1 buah, (9) Material no. 3200005 adalah 14 buah, dan (10) Material no. 

3250016 adalah 7 buah.  

4. Hasil dari pendekatan tchebycheff dapat menurunkan biaya penyimpanan perusahaan 

tetapi menaikan biaya pemesanan. Biaya pemesanan meningkat dikarenakan frekuensi 

pemesanan yang meningkat, meskipun begitu secara total biaya persediaan perusahaan 

menurun dari Rp86,688,353.19 menjadi Rp32,407,662.64. 
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Abstract 

 

Tujuan ï Isu pengembangan berkelanjutan di lembaga pendidikan tinggi telah semakin menarik 

perhatian para pembuat kebijakan dan publik dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah 

penelitian telah menyerukan integrasi yang lebih komprehensif dari pembangunan berkelanjutan 

ke dalam operasional utama universitas dan kurikulum, terlebih bila lembaga pendidikan tersebut 

diarahkan menjadi World Class University. Tujuan penulisan artikel ini adalah memberikan 

pemahamam literasi mengenai konsep dan evolusi pengembangan yang berkelanjutan pada 

perguruan tinggi, paparan mengenai World Class University, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaan pengembangan berkelanjutan dan beberapa kasus praktek pelaksanaan sustainable 

development pada perguruan tinggi di Spanyol, Cina dan Taiwan. 

 

Desain / metodologi / pendekatan ï Tinjauan literasi pada beberapa artikel mengenai aspek 

pengembangan yang berkelanjutan pada perguruan tinggi agar supaya mampu melakukan 

strategi bisnisnya menuju perguruan tinggi dengan klasifikasi World Class University. Oleh 

karena itu, sustainable development in higher education dan world class university sebagai kata 

kunci. 

 

Temuan - Melalui tinjauan literatur, makalah ini membawa pada analisis aspek konsep dan 

praktek sustainable development in higher education untuk mendukung strategi bisnis perguruan 

tinggi menuju world class university. Makalah ini juga menyajikan beberapa contoh kasus hasil 

riset pada beberapa universitas di Spanyol, Cina dan Taiwan dimana ketiga universitas tersebut 

telah melakukan praktek pengembangan berkelanjutan pada institusinya. 

 

Keterbatasan penelitian / implikasi - Literatur tentang pengembangan berkelanjutan pyang 

diterapkan pada bidang perguruan tinggi masih jarang tersedia.  

 

Orisinalitas / nilai  - Makalah ini menyajikan tinjauan literatur pada dua aspek penting yaitu 

pengenbangan yang berkelanjutan, perguruan tinggi berklasifikasi kelas dunia. Kontribusi utama 

dari makalah ini adalah untuk memaparkan kajian literasi mengenai pentingnya pengembangan 

berkelanjutan untuk menunjang strategi bisnis pada perguruan tinggi dalam rangka menuju 

klasifikasi world class university. 

 

Kata Kunci : sustainable development, business strategy, higher education, world class 

university 

 

Jenis Art ikel : Kajian Literasi 
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1. Pendahuluan 

1.1. Konsep sustainable development 

Pengembangan berkelanjutan (sustainable development) adalah proses pengembangan yang 

berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi 

masa depan" yang dikembangkan oleh Brundtland Report (World Commission on Environment 

and Development/WCED, 1987), mendasari titik pertemuan antara aspek ekonomi, sosial dengan 

aspek lingkungan yang dihasilkan dari tindakan korporasi (yang sering disebut sebagai 'triple 

bottom line'). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pengembangan 

berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan 

kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB, yang terakhir 

adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pengembangan berkelanjutan terdiri 

dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat. 

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa lembaga pendidikan tinggi telah menyadari untuk 

menerapkan konsep berkelanjutan dalam pengelolaan institusinya (Madeira et al., 2011). 

 

Untuk sebagian orang, pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi 

dan bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa 

menghabiskan modal alam. Namun untuk sebagian orang lain, konsep "pertumbuhan ekonomi" 

itu sendiri bermasalah, karena sumberdaya bumi itu sendiri terbatas. 

 

  

Gambar 1. Triple bottom line for sustainable development 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/wiki/2005
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Pengembangan berkelanjutan (sustainable development/SD) tidak hanya mewajibkan anggota 

masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab mereka, tetapi juga dapat menghasilkan 

keuntungan kompetitif yang signifikan. Saat ini, organisasi semakin mempertimbangkan SD 

sebagai strategi bisnis karena dapat memberikan nilai pemegang saham yang lebih besar dan 

menyediakan akses ke modal dan membuat kinerja kuat dari waktu ke waktu yang dapat 

meningkatkan nilai bersama untuk keperluan bisnis dan masyarakat. 

 

Dalam beberapa dekade terakhir ini, sikap organisasi terhadap pelanggan telah mengalami 

perubahan. Memperhatikan perubahan peran pelanggan dari konsumen ke rekan, mitra, pencipta 

nilai, atau pengembang pengetahuan, telah memberikan keunggulan kompetitif untuk organisasi. 

Isu-isu yang jauh lebih penting dalam pendidikan tinggi adalah terkait dengan struktur, sifat dan 

cara komunikasi dengan mahasiswa sebagai pelanggan dominan. 

Pentingnya institusi pendidikan ini dalam mengembangkan tenaga khusus dan terampil, 

menjadikannya semakin sering dipandang sebagai mesin untuk menciptakan sumber daya 

manusia yang diperlukan untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal. Perguruan tinggi dan 

universitas di Amerika Serikat dan negara-negara maju adalah contoh yang jelas untuk hal ini. 

 

Alshuwaikhat dan Abubakar (2008) berpendapat bahwa kampus yang berkelanjutan harus 

mampu menciptakan lingkungan yang sehat, dengan ekonomi makmur melalui energi dan 

konservasi sumber daya, pengurangan limbah dan dengan pengelolaan lingkungan yang efisien; 

dan juga harus memunculkan kesetaraan dan keadilan sosial, serta menyebarkan nilai-nilai ini 

kepada masyarakat. Menurut Milutinovic dan Nikoli (2014), visi pengembangan berkelanjutan 

pada pendidikan tinggi adalah suatu dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk 

mendapatkan manfaat positif dari pendidikan yang berkualitas dan mempelajari nilai-nilai, 

perilaku dan gaya hidup yang diperlukan untuk masa depan yang juga berkelanjutan dan untuk 

transformasi sosial yang positif. 

 

Dalam dua dekade terakhir, peningkatan jumlah lembaga pendidikan tinggi telah melibatkan diri 

dalam menggabungkan dan melembagakan berkelanjutan ke dalam sistem pengelolaannya 

(Ceulemans et al, 2011;. Lozano et al, 2013;. Shephard, 2008). Hal ini bisa dikatakan sebagai 

peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu-isu berkelanjutan dan dampak signifikan dari 
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kegiatan yang dilakukan di lingkungan kampus  maupun masyarakat (Alshuwaikhat dan 

Abubakar, 2008; Lozano, 2006). Selain itu, pentingnya peningkatan deklarasi, piagam 

kesepakatan dan kemitraan untuk mendorong pengembangan berkelanjutan transformatif yang 

telah ditunjukkan oleh lebih dari 1000 pemimpin universitas yang disahkan komitmen mereka 

untuk berkelanjutan dengan menandatangani The Talloires Declaration, the Kyoto Declaration, 

dan The Copernicus University Charter (Calder dan Clugston, 2003). Namun demikian, 

pengembangan berkelanjutan dalam pendidikan tinggi masih jauh dari pengembangan yang 

terintegrasi, untuk dijadikan holistik dan organik oleh pimpinan perguruan tinggi (Lee et al, 

2013;. Milutinovic dan Nikoli, 2014). Sejumlah penulis telah menyerukan integrasi yang lebih 

komprehensif dari pengembangan berkelanjutan ke dalam sistem pengelolaan, bukan hanya 

sebagai  ópengayaô untuk pengelolaan yang telah dilakukan selama ini dengan melibatkan 

perubahan yang fundamental dan radikal (Fadeeva dan Mochizuki, 2010; Ferrer-Balas et al. 

2010;. Koester et al, 2006). Tingkat perubahan di universitas yang lambat ini menunjukkan suatu 

tantangan yang luar biasa untuk lembaga pendidikan tinggi dan masyarakat agar supaya menjadi 

lebih berkelanjutan. 

 

1.2. Evolusi pengembangan berkelanjutan di bidang pendidikan tinggi 

Kebanyakan penelitian sebelumnya telah ditujukan untuk menilai persepsi mahasiswa dan dekan 

mengenai 'faktor yang berkontribusi terhadap pengembangunan berkelanjutan di bidang 

pendidikan tinggi, menganalisis pendekatan pendidikan untuk isu-isu berkelanjutan, 

mengevaluasi faktor-faktor yang mampu menghambat pelaksanaan inisiatif berkelanjutan di 

lembaga pendidikan tinggi atau menguji kasus berdasarkan strategi berkelanjutan yang 

dilaksanakan oleh sebuah universitas tertentu, terutama menyangkut isu-isu lingkungan (Jorge 

dkk, 2015). 

 

Wals dan Blewitt menganalisis penelitian yang dipublikasikan International Journal of 

Sustainability in Higher Education (IJSHE) selama sembilan tahun pertama keberadaannya 

(2001-2010) dan menemukan bahwa sebagian besar artikel di jurnal itu berfokus pada hal-hal 

seperti: manajemen lingkungan, penghijauan universitas dan mengurangi jejak ekologi suatu 

universitas. Dalam volume yang lebih baru, artikel tentang pedagogi,  proses pembelajaran, 

instruksi, penjangkauan masyarakat dan kemitraan menjadi meningkat. Evangelinos dkk. 
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berpendapat bahwa promosi berkelanjutan dalam konteks institusi pendidikan tinggi dapat 

dicapai melalui pengajaran dan penelitian, peningkatan pengelolaan lingkungan dan transmisi 

pengetahuan kepada masyarakat (Jorge dkk, 2015). 

 

Saat ini, masih banyak contoh universitas yang berusaha untuk mengurangi jejak lingkungan 

atau ekologinya dimana penghijauan kampus sering diinisiasi oleh para mahasiswa. Untuk 

mencapai tujuan ini, universitas melakukan penerapan sistem manajemen lingkungan. 

Keprihatinan utama dalam sistem pengelolaan lingkungan universitas telah diidentifikasi sebagai 

konsumsi energi, pengelolaan limbah, pencegahan polusi, dan konservasi sumber daya (Jorge 

dkk, 2015). 

 

Dalam kasus spesifik di Spanyol, beberapa studi sampai saat ini telah dilakukan untuk 

menentukan sejauh mana universitas menerapkan praktek-praktek berkelanjutan. Aznar dkk. 

menganalisis suasana hati saat memperkenalkan berkelanjutan pada kurikulum di Universitas 

Valencia. Temuan mereka menunjukkan dukungan yang luas untuk memperkenalkan 

berkelanjutan di kurikulum universitas. Namun, seperti yang diharapkan, perbedaan yang 

signifikan dan jelas pada bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini ditangani oleh staf dari berbagai 

disiplin ilmu, termasuk bagaimana mereka berhubungan dengan persepsi, interpretasi dan kinerja 

departemen dalam melakukan proses pembelajaran dalam konteks berkelanjutan. Garde dkk. 

menganalisis apakah berkelanjutan telah menjadi elemen penting dalam kegiatan yang 

berhubungan dengan akuntabilitas universitas, transparansi informasi, dan penggunaan internet. 

Suatu studi perbandingan universitas milik pemerintah dan swasta di Spanyol menunjukkan 

bahwa dibutuhkan komitmen yang kuat untuk mengungkap informasi berkelanjutan secara 

online (Jorge dkk, 2015). 

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada bukti yang menunjukkan bahwa pengembangan 

berkelanjutan masih dianggap ide inovatif dalam kebanyakan universitas dan belum terserap 

dalam semua disiplin ilmu, para cendekiawan dan pimpinan universitas. Temuan penelitian ini 

menunjukkan beberapa kemungkinan jawaban mengenai mengapa pendidikan tinggi tidak 

membuat implementasi berkelanjutan secara eksplisit di tingkat universitas. Hambatan yang 

terkait dengan inisiatif berkelanjutan dalam lembaga pendidikan tinggi adalah berasal dari 
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kurangnya kebijakan atau deklarasi untuk mempromosikan isu berkelanjutan di universitas. 

Tanpa kebijakan atau deklarasi berkelanjutan, maka akan sangat sulit untuk mendorong atau 

memotivasi anggota perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam memperkenalkan aspek 

berkelanjutan atau pengembangan berkelanjutan dalam pendidikan tinggi (Jorge dkk, 2015). 

 

Banyak penulis mencatat bahwa ada banyak hambatan yang mencegah keberhasilan inisiatif 

berkelanjutan di lembaga pendidikan tinggi, seperti kurangnya dukungan dari administrator 

universitas; kurangnya informasi yang tepat waktu dan komunikasi pada berkelanjutan; 

kurangnya indikator kinerja umum; kurangnya minat, kesadaran, dan keterlibatan; kurangnya 

pelatihan tentang berkelanjutan; kurangnya insentif; kurangnya waktu; kurangnya sumber daya 

keuangan; resistensi terhadap perubahan dan kurangnya penelitian lintas disiplin ilmu (Jorge 

dkk, 2015). 

 

2. World Class University (WCU) 

 

Isu internasionaisasi untuk pendidikan tinggi di Indonesia, yang diistilahkan dengan World Class 

University (WCU), mulai dikenal luas di Indonesia sejak akhir Januari 2006 ketika Departemen 

pendidikan Nasional (Diknas) membentuk Tim Gugus Tugas Penetapan 10 perguruan tinggi 

(PT) yang dipersiapkan untuk menjadi universitas kelas dunia. Menuju universitas kelas dunia 

(WCU) bukanlah suatu hal yang mudah. Selain dana yang dibutuhkan cukup besar, masalah 

mentalitas untuk melakukan perubahan juga merupakan hal penting lainnya.  Dalam penelitian 

Hayward (2008) di negara-negara berkembang ditemukan bahwa, ñThe major obstacles are not 

money but... mentality.ò Menuju WCU diperlukan perubahan yang mendasar, yaitu perubahan 

mental, yaitu menciptakan suatu keinginan untuk merubah universitasnya menjadi berkelas 

dunia, sehingga hal inilah yang membutuhkan dukungan seluruh civitas akademika.  

 

Arah pengembangan menuju WCU yang dicanangkan di Indonesia dapat dilihat dari pernyataan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diungkapkan pada suatu kesempatan kuliah umum di 

UNAIR Surabaya pada tahun 2007. Beliau mengatakan, "Saya kira, sumber daya manusia 

merupakan modal awal kita untuk maju, karena negara-negara maju umumnya memiliki sumber 

daya manusia yang berkualitas." Pada kesempatan tersebut UNAIR baru saja masuk peringkat 
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330 dalam daftar World Top Universities versi The Times Higher Education Supplement (THES) 

- Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa membangun sebuah WCU adalah untuk membangun bangsa lewat peningkatan sumber 

daya manusia dan kemajuan ekonomi. 

 

Sejak tahun 2004 THES merangking 200 universitas. Metodologi yang digunakan untuk 

meranking universitas dunia itu difokuskan pada : 

¶ Reputasi internasional 

¶ Gabungan masukan subjektif (dari peer review dan survey perusahaan-perusahaan yang 

merekrut alumni) 

¶ Data kuantitatif (termasuk jumlah mahasiswa dan staf pengajar di fakultas internasional). 

¶ Pengaruh fakultas (tercermin dari pengutipan-pengutipan penilitiannya) 

 

Sedangkan ranking internasional perguruan tinggi yang lain adalah SJTU (Shanghai Jiao Tong 

University) yang beroperasi sejak 2003 dengan menggunakan metodologi yang terfokus pada: 

indikator-indikator obyektif yang eksklusif (seperti: performa akademis dan penelitian dari 

fakultas, alumni dan staf)  untuk mengidentifikasi 500 Perguruan tinggi yang terkemuka di 

dunia. Pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi adalah publikasi, pengutipan, dan 

penghargaan internasional yang sifatnya eksklusif seperti Hadil Nobel dan Medali Disiplin ilmu 

tertentu  (Salmi, 2009). 

 

Adapun persyaratan-persyaratan suatu universitas bisa dikategorikan sebagai WCU menurut  

Henry M. Levin dkk (2006) adalah : 

Ä Excellence in Research 

Ä Academic freedom & an atmosphere of intellectual excitement 

Ä Self-governance 

Ä Adequate facilities & funding 

Ä Diversity 

Ä Internationalization: students, scholars, and faculty from abroad 

Ä Democratic leadership 

Ä A talented undergraduate body 
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Ä Use of ICT, efficiency of management, Library 

Ä Quality of teaching 

Ä Connection with Society/community needs 

Ä Within Institutional Collaboration  

 

Pilihan kriteria World University Rankings (WUR) bagi perguruan tinggi di Indonesia adalah 

sebagai berikut : 

Ç Target yg realistik 

Ç Mendukung academic system yg ada 

Ç Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan Tri Darma PT 

Ç Peningkatan reputasi Perguruan tinggi (Excelence in Teaching, Research, and 

Dissemination of Innovation) 

 

Semua hal tersebut di atas, tentu harus mengacu pada rencana strategis Kemenristekdikti, tahun 

2015-2019 seperti yang tampak pada gambar berikut :  

 

 

Gambar 2. Ministry of Research, Technology and Higher Education 

Strategic Plan 2015 ï 2019 

 

Status WCU merupakan suatu tujuan yang ingin diraih suatu perguruan tinggi, maka inti dari 

pembicaraan jenis produk/hasil dari suatu perguruan tinggi yang sudah mendapat WCU adalah 
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lulusan yang sangat dicari, riset unggulan, dan kemampuan mentransfer teknologi. Ketiga produk 

WCU tersebut dapat dikaitkan pada satu set faktor yang saling melengkapi yang menentukan 

pada perguruan tinggi yang terkemuka (Salmi 2009) : 

 

1) Konsentrasi tinggi orang-orang berbakat (fakultas dan mahasiswa). 

Faktor ekselensi yang pertama dan utama adalah adanya masa kritis dari mahasiswa-masiswa 

dan fakultas yang terkemuka. WCU mampu memilih dan memiliki daya tarik bagi para 

profesor/tenaga pengajar dan peneliti. 

2) Sumber daya yang melimpah yang ditawarkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

bagus dan melaksanakan riset yang handal. 

Sumber daya yang melimpah merupakan komponen yang ke 2 yang memberi karakteristik 

sebagai WCU dalam menghabiskan dana yang besar sekali unntuk menjalankan perguruan 

tinggi yang memiliki riset yang kompleks dan intensif. WCU tersebut memiliki 4 sumber 

dana utama: alokasi pemerintah untuk pengeluaran dan riset, riset kontrak dengan organisasi-

organisasi umum dan perusahaan-perusahaan swasta, dan keuangan balik yang dihasilkan 

dari subsidi dan hadiah, juga uang SPP 

3) Pengelolaan yang diharapkan yang dapat mendorong terciptanya visi, misi yang strategis, 

dan fleksibel yang memungkinkan lembaga-lembaga dapat membuat keputusan dalam 

pengelolaan sumberdaya tanpa tercampur aduk dengan birokrasi. 

Inilah dimensi yang ke tiga yang berkenaan dengan kerangka peraturan secara keseluruhan, 

lingkungan yang kompetitif, dan tingkat otonomi akademis dan manajerial yang mandiri. 

 

Apabila diilustrasikan ketiga komponen tersebut mencerminkan beberapa karakteristik yang 

merupakan ciri-ciri khas yang dimiliki WCU. Kolaborasi antara konsentrasi orang-orang 

berbakat dengan sumber daya yan melimpah akan menghasilkan lulusan yang unggulan, 

perpaduan antara konsentrasi orang-orang berbakat dengan pengelolaan yang diharapkan akan 

menghasilkan hasil penelitian, pertemuan antara sumber dana yang melimpah dengan 

pengeloaan yang diharapkan akan menghasilkan transfer teknologi. Ilustrasi tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 3. Faktor-faktor pembentuk World Class University 

 

Pemerintah dapat memerankan peranan pentingnya dengan memberikan dukungan dana secara 

penuh sehingga suatu perguruan tinggi dapat meraih WCU dengan cepat. Dalam hal ini ada tiga 

pendekatan yang dapat digunakan pemerintah dalam memfasilitasi perguruan tinggi, yaitu 

ü Upgrading lembaga-lembaga yang sudah ada 

ü Membuat merger lembaga-lembaga yang sudah ada  

ü Menciptakan lembaga baru 

 

Apabila pemerintah ingin mengarahkan pada terciptanya pengumpulan sumber daya manusia 

yang berbakat maka pemerintah akan mengalami kesulitan untuk meperbaharui tenaga pengajar 

dan mengubah merek dagang agar mahasiswa yang berbakat mau memilih perguruan tinggi 

tersebut manakala menggunakan pendekatan upgrading. Sedangkan dalam pendekatan merger, 

pemerintah akan mendapatkan kesempatan untuk mengubah kepemimpinan, merekrut staf yang 

baru, namun staf yang lama akan menjadi resisten. Ketika menggunakan pendekatan baru, 

pemerintah akan mendepatkan kesempatan untuk memilih staf dan mahasiswa yang berbakat 

untuk bergabung perguruan tinggi tersebut; namun mahasiswa baru akan mendapat kesulitan 

untuk mengenali kualitas perguruan tinggi yang baru. Pemerintah perlu membangun tradisi 

pengajaran dan penelitian yang diharapkan (Salmi 2009). 

 

Pemerintah dapat mengeluarkan dana untuk membangun WCU yang agak sedikit apabila 

menggunakan pendekatan upgrading. Sedangkan dengan menggunakan pendekatan merging 
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akan netral dan ketika menggunkan pendekatan baru dana yang dikeluarkan akan lebih mahal 

(Salmi 2009).  

 

Strategi pengembangan WCU pada tingkat lembaga diarahkan pada kepemimpinan yang kuat, 

visi yang jelas dari misi perguruan tinggi, tujuan dan perencanaan strategis yang terartikulasi 

secara jelas dalam menterjemahkan visinya ke dalam target-target dan program-program yang 

kongkrit. Perguruan tinggi yang memiliki cita-cita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik 

bergandengan dalam penilaian/evaluasi yang objektif terhadap kekuatan-kekuatannya dan ranah-

ranah yang memerlukan peningkatan, menyusun pencapaian yang akan diraih, dan mendisain 

dan mengimplementasikan perencanaan yang sudah diperbaharui yang akan membawa pada 

pengingkatan performen perguruan tinggi menjadi lebih baik. Namun sebaliknya, apabila 

perguruan tinggi merasa puas terhadap kondisi yang sudah ada, kurang berambisi untuk 

membuat sesuatu lebih baik pada masa yang akan datang maka akhir performen yang 

ditampilkan adalah semakin tertinggalnya perguruan tinggi tersebut dengan pesaing perguruan 

tinggi - perguruan tinggi yang lain baik pada tingkat regional, nasional, apalagi internasional 

(Salmi 2009).   

 

3. Faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan praktek berkelanjutan di universitas 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan praktek berkelanjutan adalah lembaga publik 

atau swasta, ukuran, kepemimpinan universitas berkelanjutan dan orientasi politik. Faktor-faktor 

tersebut dipilih karena merupakan faktor-faktor yang dianggap utama yang telah diadopsi dari 

penelitian sebelumnya terkait dengan konteks pelaksanaan berkelanjutan pendidikan tinggi 

(Jorge dkk, 2015).  

 

3.1. Karakteristik universitas publik atau swasta  

Sistem universitas di banyak negara ditandai oleh keberadaan universitas negeri dan swasta. 

Meskipun memiliki banyak fitur yang sama, tetapi secara fundamental berbeda dalam hal 

pendanaan. Perguruan tinggi swasta sangat tergantung pada biaya kuliah yang dibayarkan oleh 

mahasiswa dan sumbangan pribadi, sedangkan perguruan tinggi negeri atau publik terutama 

didanai oleh negara. Selain itu, perguruan tinggi swasta harus menginvestasikan sumber daya 

untuk membedakan diri dari perguruan tinggi negeri. Perbedaan yang lain dapat juga dilihat dari 
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cara mempromosikan isu-isu berkelanjutan. Bukti dari penelitian sebelumnya tampaknya 

menunjukkan bahwa keterlibatan perguruan tinggi swasta dalam pelaksanaan praktek 

berkelanjutan mungkin lebih tinggi bila dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri (Jorge 

dkk, 2015). 

 

3.2. Ukuran  

Ukuran kelembagaan telah sering digunakan untuk menjelaskan sejauh mana organisasi ditekan 

untuk meningkatkan komitmen terhadap berkelanjutan. Dari sudut pandang empiris, beberapa 

studi telah menemukan hubungan positif antara ukuran organisasi dan pelaksanaan praktik 

berkelanjutan. Hubungan yang positif ini juga telah diamati di sektor universitas, hasil studi yang 

dilakukan oleh Alshuwaikhat dan Abubakar dan Gallego dkk. Alasan untuk penjelasan ini 

berkaitan dengan kenyataan bahwa organisasi yang lebih besar mempunyai kekuatan paling 

besar di  masyarakat dan oleh karena itu yang paling terlihat dan paling terkena pengawasan 

publik. Diskusi tersebut menegaskan bahwa universitas yang lebih besar lebih memungkinkan 

untuk menerapkan praktek-praktek berkelanjutan daripada universitas yang lebih kecil (Jorge 

dkk, 2015). 

 

3.3. Kepemimpinan universitas pada berkelanjutan 

Terdapat kasus yang jelas bagi perguruan tinggi untuk mengambil posisi terdepan pada isu-isu 

berkelanjutan, dengan cara menunjukkan praktik yang menopang, bukan menurunkan ekosistem 

alami dan mendidik sedemikian rupa bahwa kegiatan dan lulusan dapat mendukung pekerjaan-

pekerjaan menuju masyarakat yang berkelanjutan. Universitas merespon sebagai pihak yang 

memimpin berkelanjutan dengan, misalnya, mengintegrasikan praktik berkelanjutan dalam 

strateginya, dalam operasional kampusnya, dan dalam aktivitas utama sehari-hari. Menurut 

McNamara, sebagai lembaga pendidikan tertinggi dalam hal kualitas pengajaran dan penelitian, 

harus mampu menjadi pihak yang mempromosikan pengungkapan informasi sosial dan 

lingkungan secara online. Secara khusus, penulis menunjukkan bahwa universitas paling 

bergengsi akan menjadi pemimpin yang paling kuat dalam gerakan untuk perubahan sosial. 

Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa universitas-universitas di Spanyol dengan laporan 

berkelanjutan yang diterbitkan di situs web yang dimiliki, akan lebih terlibat dalam menerapkan 

praktek berkelanjutan(Jorge dkk, 2015). 
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3.4. Orientasi politik  

Banyak studi menunjukkan bahwa ideologi politik dan pelaksanaan praktik berkelanjutan saling 

terkait satu sama lain. Hampir semua penelitian yang relevan telah menemukan bahwa aktor 

politik liberal (individu) memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kepedulian sosial dari orang 

yang memiliki politik konservatif. Hal ini, sebagian, karena umumnya konservatif 

mempertahankan pola pikir pro-bisnis dan mendukung gagasan pemerintah terbatas (laissez-

faire) dan karena cenderung berhati-hati dengan perubahan sosial. Menurut Shriberg, lembaga-

lembaga yang dianggap liberal dan progresif cenderung lebih responsif terhadap masalah sosial 

dan lingkungan daripada yang dianggap konservatif (Jorge dkk, 2015). 

 

4. Contoh riset higher education for sustainable development  

4.1. Riset praktek berkelanjutan universitas di Spanyol 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Manuel Larran Jorge, Jesús Herrera Madueno, María 

Yolanda Calzado Cejas dan Francisco Javier Andrades Pena pada tahun 2015 mengenai sebuah 

pendekatan untuk pelaksanaan praktek berkelanjutan di universitas Spanyol. Isu berkelanjutan di 

lembaga pendidikan tinggi telah semakin menarik perhatian para pembuat kebijakan dan publik 

dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyerukan integrasi 

yang lebih komprehensif dari pembangunan berkelanjutan ke dalam operasional utama 

universitas dan kurikulum. Namun, tidak cukup banyak studi yang menyelidiki pembangunan 

berkelanjutan dalam pendidikan tinggi di Spanyol. Oleh karena itu, riset tersebut memiliki dua 

tujuan: Pertama, penelitian ini menganalisis sejauh mana universitas Spanyol telah menerapkan 

praktek berkelanjutan di lembaga mereka. Untuk menyelesaikan tugas ini, data dikumpulkan 

dengan menggunakan survei didistribusikan ke rektor dan manajemen senior di Spanyol lembaga 

pendidikan tinggi. Tujuan kedua adalah untuk menguji faktor-faktor utama yang mungkin 

menjelaskan pelaksanaan praktek berkelanjutan di universitas-universitas Spanyol. Untuk tujuan 

ini, Pearson tes chi-square digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dalam survei. 

Temuan kunci menunjukkan tingkat yang lambat kemajuan banyak universitas Spanyol 

sehubungan dengan praktik berkelanjutan pelaksanaan, sebuah fakta yang dapat menunjukkan 

bahwa jelas ada sejumlah hambatan untuk diatasi. Selain itu, tidak ada faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan praktek berkelanjutan. 
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Temuan ini menunjukkan perlunya universitas Spanyol untuk meningkatkan komitmen mereka 

untuk berkelanjutan. Menurut pendapat dari para rektor dan manajemen senior universitas 

Spanyol, praktek yang paling diimplementasikan pada berkelanjutan terkait dengan dimensi 

lingkungan, diikuti oleh praktek-praktek yang berkaitan dengan dimensi perusahaan. Praktek 

yang paling dilaksanakan oleh universitas Spanyol terkait dengan siswa, diikuti dengan 

komitmen mereka untuk dimensi masyarakat dan staf. Praktek pada berkelanjutan terkait dengan 

tata kelola perusahaan dan dimensi perbaikan terus-menerus akan berada dalam posisi 

menengah. Temuan tampaknya menunjukkan bahwa ada beberapa hambatan penting untuk 

menggabungkan praktik berkelanjutan dalam lembaga pendidikan tinggi, seperti resistensi 

terhadap perubahan, kurangnya dukungan dari pengurus universitas, kurangnya spesialisasi 

dalam berkelanjutan oleh fakultas atau kurangnya sumber daya keuangan. 

 

Sehubungan dengan tujuan kedua dari penelitian ini, temuan catatan tidak ada faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan praktek berkelanjutan dengan universitas Spanyol. Hasil ini tidak 

konsisten dengan empat hipotesis yang diajukan. Temuan ini tampaknya menunjukkan bahwa 

masih ada jalan panjang untuk universitas Spanyol untuk mendefinisikan fungsi utama mereka 

disesuaikan dengan berkelanjutan. 

 

Dalam penelitian masa depan, survei dapat diselesaikan oleh para pemangku kepentingan lainnya 

dari universitas, seperti mahasiswa, staf atau badan pemerintah untuk memperpanjang jumlah 

tanggapan. Selain itu, riset selanjutnya adalah menggambarkan status berkelanjutan di 

universitas-universitas di area yang berbeda (misalnya pengajaran, penelitian, penyuluhan atau 

manajemen kelembagaan). 

 

Implikasi penelitian ini adalah harus ada kepentingan yang lebih besar oleh para pemimpin 

universitas berkomitmen untuk berkelanjutan dengan menandatangani deklarasi pendidikan 

tinggi. Implikasi yang lain adalah harus ada komitmen yang lebih besar oleh para pemimpin 

universitas untuk mendorong penciptaan jaringan penelitian tentang berkelanjutan di universitas, 

seperti yang dilakukan Aliansi Copernicus di Eropa yang berfokus pada mempromosikan peran 

pembangunan berkelanjutan di pendidikan tinggi Eropa untuk meningkatkan pendidikan dan 
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penelitian untuk berkelanjutan dalam kemitraan dengan masyarakat. Jaringan lain di Eropa 

adalah Alliance of Universities for Democracy (AUDEM), yang dibentuk untuk membantu 

perguruan tinggi di negara-negara bekas komunis dalam menerima peran tanggung jawab sosial 

dan proaktif baru dalam masyarakat demokratis. Pada tingkat internasional, The Regional Centre 

of Expertise on Education for Sustainable Development berusaha untuk mencapai tujuan The 

Decade of Education for Sustainable Development, sementara itu The Centre for Social and 

Environmental Accounting Research (CSEAR) dibentuk untuk mengeksplorasi kemungkinan 

implikasi sosial dari sisi akuntansi dan pelaporan lingkungan dan berkelanjutan. 

 

4.2. Riset praktek berkelanjutan universitas di Cina 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Xueliang Yuan dan Jian Zuo pada tahun 2013 mengenai 

suatu penilaian kritis pada perguruan tinggi tentang pengembangan berkelanjutan dari perspektif 

mahasiswa, menyatakan bahwa dekade terakhir telah menyaksikan kesadaran masyarakat 

mengenai pengembangan berkelanjutan, isu berkelanjutan dalam pendidikan tinggi tidak 

terkecuali. Penelitian ini dirancang untuk menyelidiki kesadaran mahasiswa tentang kelestarian 

dan persepsi mereka tentang pendidikan tinggi untuk pengembangan berkelanjutan. Fokus 

khusus ditempatkan pada persepsi mahasiswa mengenai faktor-faktor yang berkontribusi 

terhadap pengembangan berkelanjutan perguruan tinggi. Sebanyak 1134 mahasiswa dari semua 

divisi di Universitas Shandong diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pada umumnya menyadari masalah berkelanjutan. 

Prioritas utama untuk pengembangan berkelanjutan perguruan tinggi dari persepsi mahasiswa 

umumnya berorientasi pada lingkungan. Namun, mahasiswa menyoroti pentingnya aspek sosial 

dari berkelanjutan dengan faktor keamanan dalam kampus dan menyediakan akses ke kecacatan 

orang sebagai dua faktor dari 10 faktor pengembangan berkelanjutan perguruan tinggi. Demikian 

pula, mahasiswa merasa bahwa peluang mahasiswa dan perannya untuk melakukan penelitian 

terkait berkelanjutan yang penting bagi perguruan tinggi untuk tujuan pengembangan 

berkelanjutan. Sebaliknya, kurikulum berkelanjutan, fakultas dan staf pengembangan, dan 

manfaat yang dirasakan oleh siswa sebagai hal yang kurang penting dibandingkan dengan faktor-

faktor lain. Temuan penelitian ini memberikan referensi yang berguna kepada pihak berwenang 

baik manajemen puncak dan pendidikan bagi proses pengambilan keputusan mereka untuk lebih 

mengembangkan pengembangan berkelanjutan perguruan tinggi. 
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Kesimpulan dari riset ini adalah pendidikan tinggi memainkan peran penting untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan dari lokal ke tingkat global. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

menyelidiki bagaimana meningkatkan kinerja berkelanjutan dalam sektor tertentu ini. Penelitian 

ini mengadopsi pendekatan kuesioner kuantitatif untuk menyelidiki persepsi mahasiswa tentang 

kelestarian kampus di Universitas Shandong, salah satu universitas besar di Cina. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada tingkat kesadaran yang cukup tentang isu-isu berkelanjutan 

dalam komunitas mahasiswa. Prioritas utama dalam hal keseluruhan yang dirasakan penting 

adalah transportasi berkelanjutan antara kampus, keamanan dalam kampus, penyediaan 

akomodasi mahasiswa yang berkelanjutan, pengurangan bahan beracun, pengelolaan limbah, 

konservasi energi, lansekap berkelanjutan, menyediakan mahasiswa dengan fasilitas praktek 

kelestarian lingkungan dan akses kepada orang-orang penyandang cacat. Kesadaran mahasiswa 

tentang isu-isu berkelanjutan dan persepsi mereka tentang kepentingan relatif dari faktor-faktor 

ini untuk membuat kemajuan menuju Higher Education for Sustainable Development (HESD) 

bervariasi sesuai dengan divisi dan tahun akademik studi mahasiswa. 

 

Dalam aspek lingkungan umum berkelanjutan diberi prioritas yang lebih tinggi oleh mahasiswa 

dari kelompok lain daripada faktor-faktor seperti tanggung jawab sosial, peluang mahasiswa, dll. 

Saat ini sebagian besar universitas Cina mengambil pendekatan "top-down" untuk 

menggabungkan pembangunan berkelanjutan ke dalam operasional fisik lembaga pendidikan 

tinggi. Strategi yang dikembangkan dan ditentukan oleh administrasi universitas sedangkan staf 

dan siswa tidak memiliki banyak kesempatan untuk berkontribusi. Meskipun pendekatan top-

down sangat penting untuk perubahan, pendekatan bottom-up memiliki kelebihan karena 

membantu untuk meningkatkan kesadaran. Hal ini patut dipertimbangkan kombinasi dari dua 

pendekatan ini secara bersamaan untuk melibatkan semua pihak dalam suatu sistem yang 

kompleks. Oleh karena itu, Universitas Shandong dan universitas Cina lainnya didorong untuk 

mengambil pendekatan bottom-up menjadi pertimbangan juga untuk HESD. Hal ini penting 

untuk memahami kesadaran dan persepsi mahasiswa mengenai HESD. Menurut penelitian ini, 

mahasiswa umumnya menyadari isu-isu berkelanjutan namun tidak menyadari konseptualisasi 

HESD. Hal ini menunjukkan kurangnya komunikasi antara administrasi universitas dan 

mahasiswa mengenai hal ini, di sisi lain menyajikan peluang bagi perguruan tinggi untuk 
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mempertimbangkan penggabungan SD ke dalam kurikulum dan praktek. Universitas didorong 

untuk menjalankan latihan ini secara teratur untuk memahami apa yang dituntut mahasiswa 

tentang kampus yang berkelanjutan. Mahasiswa telah menunjukkan kesediaan untuk memeriksa 

isu-isu kampus yang berkelanjutan. Sebagai contoh, lebih banyak sumber daya dapat digunakan 

untuk transportasi berkelanjutan antara kampus, keamanan dalam kampus dan menyediakan 

mahasiswa dengan akomodasi yang berkelanjutan. Umpan balik diperoleh dari mahasiswa untuk 

efektivitas tindakan dan tentu saja saran selanjutnya. Umpan balik ini juga akan lebih membantu 

proses pengambilan keputusan.  

 

Terdapat banyak pemangku kepentingan lainnya dari HESD seperti fakultas, staf, manajemen 

puncak, alumni, orang tua mahasiswa, instansi pemerintah dan LSM. Peluang penelitian masa 

depan adalah untuk mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan terhadap kampus yang 

berkelanjutan bila dibandingkan dengan perspektif  mahasiswa. Penelitian ini difokuskan pada 

aspek lingkungan, sosial dan pendidikan dalam konteks sustainable development pada 

pendidikan tinggi. Terdapat dimensi lain dari praktek berkelanjutan di universitas, misalnya 

waktu ekonomis dan juga interaksi antara dimensi-dimensi ini. Penelitian lebih lanjut dapat 

dilakukan untuk menyelidiki bagaimana ekonomi berkelanjutan perlu dipertimbangakan dan 

terintegrasi dengan dimensi lain di universitas Cina. Demikian pula, sebuah studi kasus 

mendalam harus dilakukan dengan universitas Cina yang terpilih dengan tujuan untuk 

melakukan benchmarking perbandingan antara universitas terkemuka di seluruh dunia dalam hal 

kampus yang berkelanjutan. 

 

4.3. Riset praktek berkelanjutan universitas di Taiwan 

Paparan sub bagian ini menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan oleh H. Jenny Su dan Tzu-

chau Chang dan dituliskan dalam artikel yang berjudul ñSustainability of higher education 

institutions in Taiwanò pada tahun 2015. Artikel ini membahas praktek pengembangan 

berkelanjutan yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Taiwan.  

 

Pada tahun 2009, lebih dari 507 (12 persen) dari semua lembaga perguruan tinggi telah didanai 

dalam Taiwan Sustainable Campus Program, selanjutnya disingkat sebagai TSCP, dan lebih dari 

50 persen dari unit administrasi terkecil di Taiwan sekarang memiliki setidaknya satu kampus 
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yang berkelanjutan di kabupaten. Lembaga dalam program ini telah menghasilkan ratusan modul 

pengajaran untuk berbagai mata pelajaran, disebarluaskan berpikir secara efektif dalam 

masyarakat secara berkelanjutan, dan bekerja secara luas bersama komunitas dan penduduk lokal 

untuk membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan. Penelitian bertema ini telah 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan untuk kemajuan teknis untuk 

meningkatkan praktek pembangunan berkelanjutan. 

 

Kesimpulan penelitian tersebut adalah bahwa dalam kasus Taiwan, skema pendanaan yang 

disponsori pemerintah tertentu secara aktif mempromosikan penelitian berkelanjutan dan 

mendorong dosen akademik untuk melakukan link and match pada hubungan antara penelitian 

dan teknologi, serta aplikasi dan pendidikan praktis. Inisiatif TSCP ini telah memberikan contoh 

yang signifikan tentang bagaimana hubungan ini dapat diimplementasikan dengan cara mencapai 

seluruh masyarakat secara luas dan melibatkan partisipasi di semua tingkat pendidikan dan di 

berbagai bagian masyarakat. Kebutuhan untuk praktek lokal dan untuk mengatasi masalah 

berkelanjutan masa depan sangat jelas melalui cara yang telah dirancang dan diimplementasikan 

oleh TSCP. Proyek ini juga menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mendorong, 

mempromosikan, dan mendukung adopsi berkelanjutan sebagai nilai inti sangat penting untuk 

kesuksesan dalam pengembangan dan pengelolaan kampus dan juga pedoman pendanaan baik 

struktur maupun mekanisme yang diperlukan. Selain itu, jelas bahwa gugus tugas interdisipliner 

merupakan mekanisme yang sangat berguna untuk memberikan saran yang koheren dan 

memfasilitasi pengembangan kurikulum serta praktek berkelanjutan untuk lembaga-lembaga 

pada berbagai skala. 

 

Meskipun tren pendidikan yang lebih luas dan lebih tinggi yang terutama menekankan publikasi 

jurnal sebagai patokan utama untuk keunggulan dalam universitas, lembaga Taiwan telah 

diberkati dengan sumber daya dan insentif dari berbagai instansi pemerintah dan kementerian 

selama dekade terakhir, untuk mendukung mereka untuk menjadi lembaga yang lebih 

berkelanjutan, dalam pengembangan kurikulum dan reformasi infrastruktur. Dukungan ini di 

kedua kebijakan dan substansi diakui sebagai hal yang paling penting, mengingat bahwa iklim 

pendidikan tinggi belum tentu ditujukan untuk mempertahankan upaya ini. Terlepas dari 

tantangan ini, diharapkan bahwa inisiatif mengenai ukuran dan skala di Taiwan akan 
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mempengaruhi kebijakan dan praktek dalam pendidikan formal dan informal. Pelajaran dari 

TSCP dapat memberikan wawasan untuk memandu upaya masa depan untuk bergabung dengan 

upaya akademik dan pendidikan dengan keprihatinan tentang berkelanjutan, dan untuk 

menghasilkan manfaat tambahan untuk khalayak yang lebih luas baik di dalam dan di luar 

pendidikan tinggi. 

 

Implikasi praktis dari penelitian tersebut adalah diharapkan pelaksanaan TSCP akan menjadi 

model bagi pendidik dan pejabat pemerintah, untuk menginformasikan upaya nasional untuk 

mempromosikan metode yang berbeda dari praktek berkelanjutan dan pendidikan dalam konteks 

nasional dan sosial yang berbeda. Keberhasilan desain dan mekanisme implementasi TSCP yang 

jelas dalam pertumbuhan pesat jumlah lembaga, telah mengambil bagian penting selama periode 

waktu yang singkat. Tingkat partisipasi sukarela dan produktif yang terlibat menunjukkan bahwa 

dana yang ditargetkan untuk pendekatan yang menghubungkan praktek berkelanjutan dan 

pendidikan dapat menjadi kendaraan yang sangat efektif untuk mempromosikan berkelanjutan 

pada pendidikan tinggi. Menyadari persaingan yang kuat mempengaruhi universitas saat ini, 

menyangkut publikasi akademik atau pendapatan untuk operasi pemeliharaan, hubungan lebih 

dekat dengan program dan insentif dari lembaga pemerintah lainnya untuk mendukung kegiatan 

penelitian atau renovasi, seharusnya membantu TSCP untuk menjadi lebih berkelanjutan dan 

produktif. 

 

5. Kesimpulan 

Pengembangan berkelanjutan (sustainable development) adalah proses pengembangan yang 

berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi 

masa depan" yang dikembangkan oleh Brundtland Report (World Commission on Environment 

and Development/WCED, 1987), mendasari titik pertemuan antara aspek ekonomi, sosial dengan 

aspek lingkungan yang dihasilkan dari tindakan korporasi (yang sering disebut sebagai 'triple 

bottom line'). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pengembangan 

berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan 

kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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Strategi pengembangan WCU pada tingkat lembaga diarahkan pada kepemimpinan yang kuat, 

visi yang jelas dari misi perguruan tinggi, tujuan dan perencanaan strategis yang terartikulasi 

secara jelas dalam menterjemahkan visinya ke dalam target-target dan program-program yang 

kongkrit. Perguruan tinggi yang memiliki cita-cita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik 

bergandengan dalam penilaian/evaluasi yang objektif terhadap kekuatan-kekuatannya dan ranah-

ranah yang memerlukan peningkatan, menyusun pencapaian yang akan diraih, dan mendisain 

dan mengimplementasikan perencanaan yang sudah diperbaharui yang akan membawa pada 

pengingkatan performen perguruan tinggi menjadi lebih baik.  

 

Beberapa studi kasus praktek pelaksanaan pengembangan berkelanjutan pada perguruan tinggi 

adalah salah satu hasil riset di Spanyol dimana implikasinya adalah harus ada kepentingan yang 

lebih besar oleh para pemimpin universitas berkomitmen untuk berkelanjutan dengan 

menandatangani deklarasi pendidikan tinggi dan mendorong penciptaan jaringan penelitian 

tentang berkelanjutan di universitas. Praktek keberlanjutan di Universitas Shandong, salah satu 

universitas besar di Cina menunjukkan bahwa ada tingkat kesadaran yang cukup tentang isu-isu 

berkelanjutan dalam komunitas mahasiswa. Kesadaran mahasiswa tentang isu-isu berkelanjutan 

dan persepsi mereka tentang kepentingan relatif dari faktor-faktor ini untuk membuat kemajuan 

menuju Higher Education for Sustainable Development (HESD) bervariasi sesuai dengan divisi 

dan tahun akademik studi mahasiswa.  

 

Studi kasus terakhir yang diambil untuk penulisan artikel ini adalah praktek pengembangan 

berkelanjutan di Taiwan. Taiwan Sustainable Campus Program, selanjutnya disingkat sebagai 

TSCP merupakan skema pendanaan yang disponsori pemerintah tertentu secara aktif 

mempromosikan penelitian berkelanjutan dan mendorong dosen akademik untuk melakukan link 

and match pada hubungan antara penelitian dan teknologi, serta aplikasi dan pendidikan praktis. 

Inisiatif TSCP ini telah memberikan contoh yang signifikan tentang bagaimana hubungan ini 

dapat diimplementasikan dengan cara mencapai seluruh masyarakat secara luas dan melibatkan 

partisipasi di semua tingkat pendidikan dan di berbagai bagian masyarakat. 
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Abstrak 

Studi berkaitan dengan pemahaman budaya khususnya oleh karyawan yang bekerja di 

lingkungan lintas budaya di multinational company (MNC) mendapatkan perhatian bagi berbagai 

kalangan termasuk para akademisi. Dalam lingkungan bisnis global, karyawan yang bekerja di 

MNC dituntut untuk dapat beradaptasi dengan baik dalam lingkungan multiculture. Kemampuan 

beradaptasi dan penyesuaian karyawan menjadi dorongan kepada karyawan untuk melakukan 

knowledge transfer dengan baik dan untuk peningkatan kinerja perusahan.Studi ini 

menggunakan hipotesis yang menunjukkan hasil bahwa expatriate adjustmentmempunyai 

pengaruh positif terhadapknowledgetransferdanexpatriate adjustment mempunyai pengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan. Studi ini menggunakan responden karyawan (ekspatriat) dari 

perusahaan-perusahaan MNC di Taiwan dan China.  Dalam uraianakhir penelitian, implikasi 

manajerial atas hasil penelitian diharapkan menjadi wacana tambahan bagi  para akademisi dan 

pelaku bisnis. 

 

Kata kunci: expatriate adjustment, knowledge transferdan kinerja perusahaan. 
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I. PENDAHULUAN  

Kompetensi karyawan yang memiliki pengalaman internasional merupakan aset yang berharga 

(Haslberger dan Brewster, 2009;Martin, 2003). Perusahaan multinational company (MNC) 

mengirimkan karyawannya dalam penugasan di luar negeri merupaka hal yang penting, karena 

pengalaman internasional merupakan kunci dalam pengembangan óglobal talentô dan juga 

berkaitan dengan kepemimpinan(Takeuchi, Shay & Li, 2008; Tarique & Schuler, 2010). Tren 

penempatan karyawan secara global menjadi salah satu tujuan yang populer dalam manajemen 

sumberdaya manusia di perusahaan tersebut. 

 

Kriteria dasar untuk sukses MNC adalah kemampuan karyawan mereka untuk beradaptasi , 

memahami budaya lain dan untuk memperluas pola pikir global (Scullion & Collings, 2006). 

MNC harus menyadari bahwa kemampuan sikap, pengetahuan , dan perilaku karyawan selama 

menjadi ekspatriat dapat memiliki dampak bagi perusahaan (Haslberger , 2009. Oleh karena itu , 

meskipun banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam tugas internasional bagi 

karyawan, kemampuan beradaptasi karyawan mendapat perhatian yang besar dari para peneliti 

(Shaffer et al., 1999). Banyak penelitian telah menyatakan bahwa keberhasilan ekspatriat berasal 

dari kemampuan penyesuaian ekspatriat , komitmen , kinerja kerja , penyelesaian tugas, transfer 

pengetahuan (knowledge transfer), dan kinerja perusahaan (organization performance) ( Kraimer 

& Wayne, 2004; Pulakos et al, 2000). 

 

Selanjutnya, untuk menghasilkan dan menerapkan ide-ide baru merupakan kunci keberhasilan 

MNC di pasar global (Gupta & Govindarajan, 2000) . oleh sebab itu, MNC membutuhkan lebih 

banyak pengetahuan dan pembelajaran baru dari pengalaman ekspatriat ini. Ekspatriat dengan 

berbagai pengalamannya dapat mentransfer dan mengembangkan pengetahuan dalam 

perusahaannya (Gupta & Govindarajan, 2000; Wang et al., 2009) . Demikian juga , penyesuaian 

ini sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi , karena penyesuaian dengan baik oleh 

ekspatriat memiliki lebih banyak kemampuan untuk bekerja (Lazarova et al., 2010) . 

 

Penelitian yang berkaitan dengan expatriate adjustment, transfer knowledge dan kinerja 

perusahan menjadi topik yang cukup populer dalam studi. Keterkaitan antara satu sama lain 
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menjadi salah dasar untuk menelaah studi ini lebih lanjut. Studi ini diharapkan memberikan hasil 

yang dapat digunakan dalam bisnis di era global. 

 

II.  LANDASAN TEORI  

1. Expatriate Adjustment  

Expatriate adjustment merupakan model yang diusulkan oleh Black (1988) adalah salah satu 

teori yang paling berpengaruh dan sering dikutip dalam kaitannya dengan pengalaman expatriate. 

Penelitian ini mengadopsi tipologi yang dikembangkan oleh Black (1988).Awalnya, konsep 

penyesuaian ekspatriat (expatriate adjustment) adalah dari Black dan rekan-rekannya (Black, 

1988; Black & Stephens, 1989) yang mengidentifikasi tiga dimensi expatriate adjustment 

yaknisecarageneral, interactions,danwork. 

 

General adjustment mengacu pada tingkat dimana manajer ekspatriat merasa secara psikologis 

nyaman dengan lingkungan hidup negara tuan rumah mereka (Black & Stephens, 1989). 

Expatriate adjustment dalam dimensi interaksi (interactions)mengacu pada tingkat mana manajer 

ekspatriat merasa psikologis nyaman dalam hubungan interpersonal dengan perusahaan tempat 

bekerjanya (HCN) (Black, 1988). Expatriate adjustment dalam dimensi óworkô mengacu pada 

sejauh mana ekspatriat merasa psikologis nyaman dengan peran pekerjaan baru mereka (Black, 

1988).Penyesuaian (adjustment) pada umumnya digambarkan sebagai sebuah proses dimana 

karyawan meninggalkan budaya familiar, memasuki asing dan juga proses adaptasi hidup 

ekspatriat dan bekerja di negara asing (Okpara & Kabongo, 2011). Demikian juga, proses 

penyesuaian di luar negeri merupakan salah satu faktor dalam menghasilkan kinerja (Haslberger, 

2008). 

 

2. Transfer Knowledge  

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan perusahaan multinational company adalah dengan 

mengembangkan, memanfaatkan dan mentransfer sumberdaya di seluruh unit organisasi (Gupta 

& Govindarajan, 2000). Di sisi lain, transfer pengetahuan (knowledge transfer) secara efektif 

digunakan untuk beradaptasi dalam lingkungan baru (Argote & Ingram, 2000; Jensen & 

Szulanski, 2004). Sebagai óagenô, ekspatriat merupakan bagian penting transfer pengetahuan dari 

perusahaan induk ke anak perusahaan atau pengetahuan dari anak perusahaan akan ditransfer 
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kembali ke perusahaan induk (Gong, 2003). Ekspatriat yang memiliki tingkat pengetahuan yang 

tinggi akan memiliki kemampuan besar untuk berkomunikasi secara efektif dengan karyawan 

lokal (Paik & Shon, 2004). 

 

3. Kinerja Perusahaan 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, kinerja organisasi adalah konsep beragam (Paauwe, 2004). 

Kinerja organisasi dibagi menjadi dua indikator: hasil operasional (produktivitas dan kualitas 

seperti) dan hasil keuangan (sepertireturns on invested capital and shareholder return) (Paauwe, 

2009). Di sisi lain, efektivitas organisasi terlihat dari kinerja organisasi (Cameron & Whetten, 

1983) dan hal ini biasanya berkaitan dengan operasi yang lebih efektif dan efisien (Richard et.al., 

2009). 

 

III.   HIPOTHESIS 

3.1 Expatriate Adjustment (EA) dan Knowledge Transfer (KT) 

Ekspatriat memfasilitasi adanya transfer pengetahuan dalam MNC karena ada perbedaan input, 

teknik, teknologi dan sebagainya(Mezias & Scandura, 2005). Penelitian sebelumnya telah 

meneliti dampak positif kesuksesan transfer pengetahuan dari perusahaan induk ke anak 

perusahaan serta antara mitra aliansi strategis. Selain itu, para peneliti telah mulai memeriksa 

proses praktek dalam organisasi, dimana transfer pengetahuan berasal dari sesama anak 

perusahaan asing dalam satu perusahaan serta anak perusahaan ke induk perusahaan (Edwards & 

Ferner, 2004; Mendenhall & Oddou, 1985;. Black et al, 1992), sehingga mereka menjadi bagian 

penting Gerybadze, 2004). Ekspatriat yang mampu menyesuaikan dapat menyelesaikan tugas 

mereka dan mengembangkan pemahaman tentang tantangan bisnis (Birkinshaw & Hood, 1998; 

dari transfer pengetahuan dari perusahaan induk untuk anak perusahaan asing atau 

sebaliknya(Gong, 2003). Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan dalam suatu hipotesis studi 

ini, yakni: 

Hipotesis 1: Expatriate Adjustment (EA) berpengaruh positif terhadap Knowledge 

Transfer (KT) 
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3.2. Expatriate Adjustment (EA) danKinerja Perusahaan (Organization Performance (OP)) 

Dalam beberapa penelitian terkait organisasi, kinerja organisasi terkaitan dengan organisasi yang 

menyangkut kesejahteraan ekspatriat dalam rangka meningkatkan loyalitas dan kinerja ekspatriat 

(Vallone & Ensher, 2001; Rhoades & Eisenberger, 2002). Kinerja organisasi memiliki efek 

penting pada ekspatriat seperti pada tingkat depresi yang lebih rendah dan konflik kerja (Vallone 

& Ensher, 2001) . Oleh karena itu, organisasi bisa membantu ekspatriat untuk proaktif dengan 

memberikan dukungan terkait keluarga( Takeuchi , Yun & Tesluk 2002; Selmer et al ., 2002 ). 

Meningkatkan kinerja organisasi dapat ditingkatkan melalui kepuasan kerja karyawan 

(Lashbrook , 1997) . Selain itu, melalui kepuasan karyawan dalam aktifitas penyesuaian 

linkungannya, kinerja organisasi dapat ditingkatkan.  Atas uraian di atas maka studi ini 

menyimpulkan sebuah hipotesis, yakni: 

Hipotesis 2: Expatriate Adjustment (EA)berpengaruh positif terhadap Organization 

Performance (OP) 

 

IV.  METODE PENELITIAN  

3.1. Skala Pengukuran 

Skala Pengukuran dalam studi ini, untuk variabel Expatriate Adjustment (EA) 

menggunakan item kuesioner yang dikembangkan oleh Black dan Stephens (1989) terdiri 

atas 9 item. Variabel  knowledge transfer (KT) yang terdiri dari 11 item dikembangkan 

olehMinbaeva et al (2003). Sedangkan skala pengukuran untuk variabel kinerja perusahaan 

(organizational performance (OP) terdiri dari 7 item mengunakan model yang dikembangkan 

(Richard et.al., 2009). Item-item tersebut di uji dengan menggunakan 7-point Likert Scale, 

dimana angka satu merefleksikan pada pilihan ñsangat tidak setujuò dan angka tujuh 

merefleksikan ñsangat setujuò. 

 

3.2. Desain Kuesioner dan Sampling 

Dalam penelitian ini , data dikumpulkan melalui kuesioner secara online. Proses pengumpulan 

data yakni, penulis menulis surat/email kepada manajer SDM perusahaan. Kemudian, 

departemen SDM mengirimkan alamat email daftar ekspatriat yang menjadi responden. Penulis 

mengirimkan kuesioner kepada ekspatriat. Para responden diminta untuk mengungkapkan 

pendapat pada semua konstruksi penelitian. Penelitian ini memperoleh 162 jawaban dari 
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ekspatriat di Taiwan dan 141 jawaban dari ekspatriat di Cina. Di antara mereka, 16 jawaban yang 

tidak valid. Total kuesioner yang efektif menjadi 287 dengan tingkat respon yang efektif sekitar 

15,9%. 

 

3.3. Data Analysis Procedure 

Data akan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan regresi linier. Analisis statistik 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan frekuensi untuk informasi dasar responden pada 

semua variabel studi ini. Untuk lebih memahami pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen, analisis regresi linier digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen.Tes hipotesis studi ini menggunakan software SPSS 16, untuk 

menguji data yang telah terkumpul. 

 

V.  PEMBAHASAN 

5.1.  Data demografik responden dan Sampel Perusahaan 

Dari analisa deskriptif, karakteristik responden dalam penelitian ini di dominasi oleh responden 

yang perempuan dimana yang berjumlah 159 orang (55.4 % ) dan responden pria sejumlah 128 

orang (44,6%). Sebagian besarusia responden berusia antara 36 dan 45 tahun ( 43,9% ) dan 

diikuti oleh usia 26-35 tahun (30,3%). Sekitar 50,5% atau 145 orang pendidikan responden 

bergelar master. Selain itu ,sekitar 112 responden (39%) memiliki 10-15 tahun pengalaman 

kerja. Sekitar 50,5%, 145 responden merupakan manajer tingkat menengah-bawah pada posisi 

perusahaan tersebut. 

Untuk pendapatan, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka menerima sekitar NT $ 

1,1-2 juta ( 36,9% ) setiap tahun ( 1 US $ = 30 NT $ ). Karakteristik tempat perusahaan 

responden dalam studi sebesar 45,6 % responden perusahaannya mendapatkan penjualan tahunan 

sebesar NT$ 101-250 juta. Sampel perusahaan didominasi perusahaan dengan karyawan antara 

501-2000 orang (45,6%) dan sebesar 47,4 % sampel perusahaan, memiliki cabang perusahaan di 

luar antara 3-6 negara. 

 

5.2.  Hasil dan Diskusi 
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Tabel 5.1 dan tabel 5.2 merupakan hasil analisa regresi dari data yang telah terkumpul. Pada 

tabel 5.1 menunjukkan hasil analisa regresi untuk hipetesis 1 dan hipotesis 2. Hasil uji data H1 

mempresentasikan tes terhadap hipotesis 1 dimana hasilnya menunjukkan bahwa EA mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap knowledge transfer (KT)(ɓ = 0.591, R
2 

=0. 350, F-value = 

153.289, p value=0.000). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa 

pemahaman konsep yang berbeda-beda aspek dapat membantu ekspatriat dalam pemahaman 

strategi global (Birkinshaw & Hood, 1998). Ekspatriat yang mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan lebih mungkin dapat menyelesaikan tugas mereka dan mampu mengembangkan 

pemahaman tentang tantangan bisnis (Birkinshaw & Hood , 1998; Mendenhall & Oddou, 1985; 

Black et al, 1992) , sehingga mereka menjadi bagian penting dari transfer pengetahuan dari 

perusahaan induk ke anak perusahaan asing atau sebaliknya (Gong , 2003). 

 

Hasil uji data H2 pada tabel 5.1 mempresentasikan hasil hipotesis 2, dimana hasilnya 

menunjukkan bahwa EA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

perusahaan(OP) (ɓ = 0.608, R
2 

=0. 369, F-value = 166.942, p-value=0.000). Hasil studi ini 

sejalan dengan studi pentingnya kemampuan beradaptasi yang dimiliki karyawan untuk dapat 

berkorelasi dengan kinerja perusahaan. Karyawan yang mampu menyesuaikan dengan keadaan 

lingkungan kecenderungan memiliki kepuasan dalam pekerjaannya. Dalam studi Lashbrook 

(1997) menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat meningkat sejalan dengan adanya 

peningkatan kepuasan kinerja karyawan. Oleh karena itu, ini berarti bahwa ketika ekspatriat 

dapat menyesuaikan pada lingkungan baru mereka , itu dapat mempengaruhi kinerja ekspatriat . 

Di sisi lain, ekspatriat yang memiliki kinerja yang baik juga dapat memiliki pengaruh pada 

kinerja organisasi yang baik . 

Tabel 5.1 Hasil Analisa Regresi EA terhadap KT dan OP 

Variabel 

Independen 

 

Variable Dependen : 

Expatriate Adjustment 

H1 H2 

KT  0.591***  

OP  0.608*** 

R-Square 0.350 0.369 

Adj - R
2 0.347 0.367 
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F-value 153.289 166.942 

p-value  0.000 0.000 

*: p<0.1; **: p<0.05; ***: p<0.01 

 

 

VI.  KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam uraian pembahasan diatas, studi ini menunjukkan hasil bahwaexpatriate adjustment (EA) 

mempunyai pengaruh positif terhadap knowledge transfer (KT). Hasil kedua menunjukkan 

bahwa expatriate adjustment (EA) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. 

Studi ini mengambil topik yang populer. Penelitian lebih lanjut diharapkan untuk dapat 

memberikan kontribusi dan referensi tambahan terhadap perusahaan multinasional. Hasilnya 

menyebutkan bahwa perusahaan hendaknya dapat memberikan perhatian lebih terhadap para 

karyawan yang ditugaskan dalam tugas internasional diluar negara asalnya, untuk dapat 

beradaptasi dan menyesuaikan diri secara baik. Dengan harapan bahwa expatriate tersebut dapat 

menjadi óagenô knowledge transfer dan juga memberikan kontribusi untuk peningkatan kinerja 

perusahaan. Studi ini memiliki kekurangan, dimana diharapkan dapat menjadi sebuah analisa 

penelitian dimasa yang akan datang.Studi ini tidak dapat menyebutkan secara rinci secara teoritis 

terkait dengan expatriate adjustment kaitannya dengan kinerja perusahaan secara mendalam. 

Selain itu data penelitian ini dikumpulkan dari Taiwan dan China, studi di masa depan bisa 

mengambil data dari perusahaan MNC di Indonesia. 

 

Akhirnya, dengan melakukan studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang 

pentingnya pengembangan dan perhatian terhadap faktor adaptasi dan penyesuaian karyawan 

pada lingkungan kerjanya. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ke penyelidikan lebih dalam 

keterkaitan pelatihan yang diperlukan karyawan untuk meningkatkan kemampuan dalam 

penyesuaian di lingkungan kerja dan ketrampilan transfer knowledge. 
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ABSTRACT 

 

To maintain customer loyalty, a company must be able to deliver a good service. PT. Landasindo 

Sahu Baruna Jaya is a service company that provides bunker service with distributing high speed 

diesel oil (HSD) to all over Indonesia. In order to provide excellent service, the company is 

required to make delivery of diesel oil (HSD) without any disability that water content that 

exceeds the maximum tolerance limit of 3% of the total charge, but in fact still going on 

disability in the delivery so that the company suffered losses both in terms of material, efficiency 

of time and effort in order to compensate the occurrence of disability. 

 

In this study using lean six-sigma method to determine the level of defects that occur in the 

delivery of diesel (HSD) in Bagus Selatan ship and identify what is causing the defect. In 

addition there is a defect of waste that must be streamlined by using fishbone diagrams and 

propose improvements by applying the theory of inventive problem solving (TRIZ) in order to 

achieve corporate excellence. 

 

Based on the result showed that the level of the defect with the smallest capability sigma value is 

2.9. While the cause of the defect is the use of a single manifold ship's bottom, less than the 

maximum performance of the crew and their diversion mode, while the waste caused long 

queues docked at the pier, the delay in the process of checking, and low awareness of the crew to 

execute operational processes well. 

 

Key words: waste, defect, lean six-sigma, DPMO, fishbone diagram, theory of inventive 

problem solving (TRIZ)  
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1. Pendahuluan 

Perkembangan di dalam dunia bisnis saat ini berkembang dengan sangat pesat, sehingga terjadi 

kompetisi yang sangat ketat diantara perusahaan perusahaan untuk dapat terus bertahan dan 

mengembangkan usahanya. Perusahaan mampu menghasilkan produk atau jasa terbaik ialah 

perusahaan yang mampu melayani dan merealisasikan permintaan yang diinginkan oleh 

konsumen. Ketatnya persaingan tersebut mengakibatkan perusahaan terdorong untuk terus 

menerus melakukan kegiatan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja perusahaan baik itu dimulai 

dari sumberdaya manusia, proses produksi, keuangan, maupun hal-hal lainnya yang diharapkan 

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang baik untuk menghasilkan produk berkualitas 

dan pelayanan yang baik. 

 

Salah satu keinginan yang paling mendasar yang diinginkan oleh konsumen adalah ketika produk 

(barang dan/ jasa) diterima di tangan konsumen dengan tepat waktu dan berada dalam keadaan 

yang paling baik yaitu sesuai dengan spesifikasi atau dapat dikatakan tidak terdapat kecacatan 

atau defect. Kecacatan dapat disebabkan oleh karena adanya aktivitas-aktivitas yang tidak 

bernilai tambah, aktivitas yang tidak bernilai tambah merupakan pemborosan atau waste.  

 

Usaha pencapaian kualitas pelayanan dan produk yang baik dari setiap perusahaan adalah 

meningkatkan kualitas secara dramatik menuju tingkat kegagalan nol (zero defect). PT. 

Landasindo Sahu Baruna Jaya merupakan perusahaan jasa pelayaran yang memberikan 

pelayanannya berupa bunker service dengan mendistribusikan minyak solar high speed diesel 

(HSD) ke seluruh wilayah di Indonesia. Demi memberikan pelayanan yang excellent perusahaan 

dituntut untuk mampu melakukan pengiriman minyak solar (HSD) tanpa adanya terjadi 

kecacatan yaitu water content yang melebihi batas maksimum toleransi sebesar 3% dari total 

muatan. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi kecacatan dalam pengiriman minyak solar 

tersebut sehingga perusahaan mengalami kerugian baik dari segi material, efisiensi waktu dan 

tenaga guna mengganti rugi terjadinya kecacatan tersebut. 

 

Dengan melihat kondisi waste yang muncul maka digunakanlah pendekatan lean dan 

dikombinasikan dengan six-sigma untuk memberikan rekomendasi yang tepat sistem seperti 

apakah yang dapat berjalan di perusahaan. Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan atas 
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hasil penggunaan Deffect per Million Opportunities (DPMO) untuk melihat tingkat performa 

perusahaan dalam mengelola defect. Untuk mencapai keunggulan yaitu menghasilkan zero 

defect, dilakukan berbagai teknik perbaikan secara terus menerus. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan matrik theory of inventive problem solving (TRIZ) untuk menentukan usulan-

usulan perbaikan yang mengacu pada kreatifitas dan inovasi sehingga perusahaan akan memiliki 

nilai (value) yang lebih baik dari pesaing, mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan dan 

tak lepas mampu memberikan keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. 

 

2. Landasan Teori 

2.1. Waste 

Pemborosan (waste) dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas kerja yang tidak memberikan 

nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang value stream (proses 

untuk membuat, memproduksi, dan menyerahkan produk baik barang dan atau jasa ke pasar) 

(Gaspersz, 2011). Waste muncul sebagai akibat dari proses produksi yang tidak efisien. Waste itu 

sendiri terbagi menjadi dua, pertama adalah pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah 

sepanjang aliran produksi namun aktivitas ini tidak dapat dihindarkan karena berbagai alasan. 

Kedua, merupakan pemborosan yang tidak memiliki nilai tambah sehingga harus dikurangi 

bahkan dihilangkan. 

 

2.2. Defect 

Produk cacat atau defect adalah produk yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Menurut Pande, 

Neuman dan Cavanagh (2002) mendefinisikan defect sebagai semua kejadian atau peristiwa 

dimana produk atau proses gagal memenuhi kebutuhan seorang pelanggan. 

 

2.3. Lean Six-sigma 

2.3.1. Lean 

Lean adalah suatu upaya manajemen untuk terus menerus menghilangkan pemborosan (waste) 

dan meningkatkan nilai tambah (value-added) produk (barang dan/atau jasa) agar memberikan 

nilai kepada pelanggan (customer value). Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-

aktivitas tidak bernilai tambah (non-value-adding-activities) dalam desain, produksi (untuk 

bidang manufaktur) atau operasi (untuk bidang jasa) dan supply chain management, yang 
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berkaitan langsung dengan pelanggan. Berdasarkan konsep lean, pekerjaan harus dilakukan 

dengan cara yang sesederhana mungkin tapi merupakan cara yang paling efisien. Terdapat lima 

prinsip dasar lean menurut Gaspersz (2007), yaitu: 

1. Mengidentifikasi nilai produk (barang dan/atau jasa) berdasarkan perspektif pelanggan, 

dimana pelanggan selalu menginginkan produk dengan berkualitas superior, dengan harga 

yang kompetitif, dan dengan penyerahan yang tepat waktu. 

2. Mengidentifikasi value stream process mapping atau pemetaan proses pada value stream 

untuk setiap produk ataupun jasa. 

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari seluruh aktivitas sepanjang 

proses value stream tersebut. 

4. Mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk mengalir secara lancar dan efisien 

sepanjang proses value stream menggunakan sistem tarik (pull system). 

5. Terus-menerus mencari berbagai teknik dan alat peningkatan (improvement tools and 

technique) untuk mencapai keunggulan dan peningkatan terus-menerus (continuous 

improvement). 

 

2.3.2. Six-sigma 

Dikembangkan pertama kali oleh perusahaan Motorola dengan definisi sebuah proses bisnis 

yang dapat membuat perusahaan melakukan perbaikan yang signifikan dari proses paling rendah 

(bottom line) dengan mendesain dan mengawasi aktifitas bisnis setiap hari serta menggunakan 

waste dan sumberdaya minimal untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sigma merupakan unit 

pengukuran statistikal yang mendeskripsikan distribusi tentang nilai rata-rata (mean) dari setiap 

proses atau prosedur. Suatu proses atau prosedur dapat mencapai lebih atau kurang dari 

kapabilitas six-sigma dapat diharapkan memiliki tingkat cacat yang tidak lebih dari beberapa 

PPM (Part per Million). Ada tiga bidang utama yang menjadi target usaha six sigma, yaitu: (1) 

Meningkatkan kepuasan pelanggan, (2) Mengurangi waktu siklus, (3) Mengurangi cacat (defect). 

 

Berbagai upaya peningkatan menuju target six-sigma dapat dilakukan dengan dua metodologi, 

yaitu (1) Six-sigma-DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) digunakan untuk 

meningkatkan proses bisnis yang sudah ada, dan (2) Six-sigma-DMADV (Define, Measure, 
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Analyze, Design, Verify) digunakan untuk menciptakan desain proses baru dan/atau desain 

produk baru. 

 

Six-sigma mempunyai tujuan untuk mencapai zero defect dari produk (barang dan/jasa) dengan 

target minimum 3,4 Defect per Million Opportunities atau DPMO untuk memberikan nilai 

kepada pelanggan (customer value) (Gaspersz, 2007). Cara menentukan DPMO adalah sebagai 

berikut: 

1. Menghitung defect per Unit (DPU): 

DPU = Jumlah produk cacat / Total produksi 

2. Menghitung defect per total Opportunity (DPO) 

DPO = Jumlah produk cacat / (Jumlah produksi x Peluang) 

3. Menghitung DPMO dengan terlebih dahulu menentukan probabilitas jumlah kerusakan: 

DPMO = DPO X 1.000.000 

 

2.4. Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) 

TRIZ merupakan akronim dalam bahasa Rusia dari Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh 

Zadatch, dalam bahasa Inggris menjadi Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ). 

Dikemukakan dan dikembangkan pertama kali oleh ilmuwan dan insinyur Rusia bernama 

Geinrich Alsthuller pada tahun 1926-1998. TRIZ memberikan gambaran ringkas dan sebuah 

konsep timeline TRIZ, salah satu hasil pengamatan tersebut memberikan berbagai macam jenis 

solusi yang dirangkum dalam 40 inventive principles. 40 inventive principles merupakan solusi 

konseptual berdasarkan kontradiksi teknis dan fisik, dimana kontradiksi merupakan matriks dari 

39 engineering parameter yang disusun pada sumbu vertikal dan horizontal untuk berinteraksi 

satu sama lain digunakan untuk menunjukkan prinsip-prinsip inventif yang dapat diterapkan 

untuk menyelesaikan kontradiksi. Prinsip-prinsip tersebut didapatkan setelah mengetahui 

parameter yang ingin dibandingkan, satu berupa parameter yang ingin diperbaiki dan satu 

parameter yang menjadi kendala. Berikut ini merupakan 40 inventive principles dan 39 

engineering parameters yang dihasilkan dari penelitian tersebut, yaitu: 
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Tabel 2.1 40 Inventive Principles 

 

Sumber: El-Haik, Basem dan David M. Roy. 2005. Service Design for Six-Sigma.  

Edisi Pertama. New York: John Wiley & Sons. 

 

 

Tabel 2.2 39 Engineering Parameters 

 

 

Sumber: El-Haik, Basem dan David M. Roy. 2005. Service Design for Six-Sigma.  

Edisi Pertama. New York: John Wiley & Sons. 

 

Prosedur dasar dari TRIZ dapat digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut: 
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Sumber: Zhang, et al. 2003. Systematic Innovation In Service Design Through 

TRIZ. TRIZ Journal, September Issues. 

 

Gambar 2.1 

General Problem Resolving Process by TRIZ  

 

3. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tergolong pada jenis metodologi penelitian 

kualitatif deskriptif, karena penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari sebuah keutuhan 

atau entity dan deskriptif artinya peneliti berusaha menggambarkan model penelitiannya 

berdasarkan situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data 

dasar belaka. Data yang digunakan oleh penelitian ini adalah data kuantitatif karena dapat diukur 

dengan skala numeric 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi dan brainstorming peneliti dengan pihak perusahaan maka dapat di 

identifikasikan apa saja penyebab defect dan waste dalam pengiriman minyak solar (HSD) di 

kapal Bagus Selatan dengan menggunakan pendekatan diagram fishbone. Adapun gambar 
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diagram fishbone pada proses pengiriman minyak solar (HSD) di kapal Bagus Selatan sebagai 

berikut. 

 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah 2014 

 

Gambar 4.5 

Diagram Fishbone Proses Pengiriman Minyak Solar HSD Yang Menimbulkan Defect 

 

 

Sumber : Data Internal Perusahaan Diolah 2014 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 

Diagram Fishbone Proses Pengiriman Minyak Solar HSD Yang Menimbulkan Waste 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Defect per Million Opportunities untuk mengetahui seberapa baik 

perusahaan dalam mengelola defect didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

 


